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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan ikatan sah yang bertujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan sejahtera. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki
dimensi sosial, budaya, dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami–istri.
Perkembangan globalisasi, mobilitas internasional, serta kemudahan teknologi
komunikasi menyebabkan meningkatnya interaksi lintas negara dan berpengaruh
pada bertambahnya jumlah perkawinan campuran antara WNI dan WNA1.

Dalam satu dekade terakhir, jumlah perkawinan campuran di Indonesia
terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), jumlah pasangan perkawinan campuran yang terdaftar meningkat
setiap tahunnya. Pada tahun 2022, misalnya, terdapat sekitar 7.500 pasangan yang
mencatatkan perkawinan campuran mereka secara resmi.2 Angka ini meningkat
dari tahun sebelumnya, di mana pada 2019 tercatat sekitar 5.800 pasangan3, dan di
tahun 2021 mencapai 6.900 pasangan4. Kementerian Agama juga melaporkan
bahwa jumlah pencatatan isbat nikah dan penyerasian dokumen kependudukan
perkawinan campuran meningkat hingga 18% dalam kurun 2020–20235.

Tren ini mencerminkan semakin terbukanya masyarakat terhadap
pernikahan lintas negara, yang didorong oleh berbagai faktor. Faktor utama yang
mendorong peningkatan perkawinan campuran meliputi mobilitas internasional, di
mana banyak WNI bekerja, belajar, atau tinggal di luar negeri, sehingga lebih
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sering bertemu dan menjalin hubungan dengan WNA.6 Selain itu, perkembangan
teknologi dan media sosial telah mempermudah interaksi lintas negara, sementara
tren sosial yang lebih terbuka semakin mendorong penerimaan masyarakat terhadap
pernikahan lintas budaya dan agama.7

Namun, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan kepastian hukum yang
memadai. Perkawinan campuran menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait
kepemilikan harta dan hak kebendaan. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UUPA, KUH Perdata, serta Putusan
MK No. 69/PUU-XIII/2015, belum sepenuhnya harmonis dalam mengatur status
harta pasangan WNI–WNA. Di satu sisi, hukum agraria membatasi kepemilikan
tanah oleh WNA; di sisi lain, status harta bersama dalam perkawinan campuran
berpotensi menimbulkan masalah karena harta yang diperoleh selama perkawinan
dianggap tercampur dengan kepentingan pihak WNA. Ketidaksinkronan tersebut
menciptakan “ruang abu-abu hukum” yang berpotensi merugikan pasangan8,9,10.

Data peradilan agama menunjukkan kompleksitas persoalan ini.
Berdasarkan Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun
2023, tercatat lebih dari 1.240 perkara yang melibatkan unsur perkawinan
campuran, termasuk sengketa harta bersama, hak asuh anak, dan permohonan
penetapan status hukum aset. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan PTA
Bali adalah dua wilayah dengan perkara tertinggi, menunjukkan korelasi kuat
antara daerah yang memiliki mobilitas internasional tinggi dan tingginya angka
sengketa perkawinan campuran.

Di samping persoalan normatif, kendala implementatif juga muncul akibat
rendahnya pemahaman pasangan, notaris, dan pejabat pencatat nikah mengenai
mekanisme perjanjian perkawinan. Prosedur yang rumit, persepsi negatif
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masyarakat yang menganggap perjanjian sebagai bentuk ketidakpercayaan, serta
keterbatasan kompetensi aparat semakin memperburuk ketidakpastian hukum.
Akibatnya, ketika sengketa muncul, banyak pasangan tidak memiliki instrumen
hukum yang memadai untuk melindungi hak kebendaan mereka.

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan sejatinya dibenarkan sebagai
instrumen perlindungan hak (ḥifẓ al-māl) dan pencegahan mudarat. Namun
integrasinya ke dalam sistem hukum nasional belum optimal. Perbedaan paradigma
antara hukum Islam, hukum nasional, dan kebijakan agraria memperlebar
ketidaksinkronan dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pasangan
dalam perkawinan campuran.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek hukum
dalam perkawinan campuran, khususnya terkait dengan status kewarganegaraan
dan hak kebendaan pasangan suami istri.11 Misalnya, penelitian yang dilakukan
oleh Marzuki mengkaji bagaimana hukum perkawinan campuran di Indonesia
mempengaruhi status kewarganegaraan anak serta implikasinya terhadap
kepemilikan aset.12 Studi ini menemukan bahwa ketidakjelasan regulasi dalam
Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan
menyebabkan banyak pasangan menghadapi kendala hukum, terutama dalam hal
pewarisan dan kepemilikan properti.13

Selain itu, kajian oleh Siti Aisyah membahas perbedaan antara hukum Islam
dan hukum nasional dalam mengatur kepemilikan harta bagi pasangan perkawinan
campuran.14 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam,
perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hak suami
istri, termasuk dalam hal pembagian harta bersama.15 Namun, dalam sistem hukum
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nasional, implementasi perjanjian perkawinan masih menghadapi berbagai
hambatan, baik dari segi regulasi maupun persepsi masyarakat yang menganggap
perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tabu.16

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso berfokus pada
praktik perjanjian perkawinan di Indonesia serta efektivitasnya dalam melindungi
hak-hak pasangan perkawinan campuran.17 Studi ini menemukan bahwa meskipun
perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan
kepemilikan harta, banyak pasangan yang tidak menyadari pentingnya perjanjian
tersebut atau mengalami kesulitan dalam proses legalisasinya.18 Faktor lain yang
menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman di kalangan notaris dan pejabat
pencatat perkawinan mengenai implikasi hukum dari perjanjian tersebut, yang
berujung pada kurangnya perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan
campuran.19

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek hukum perkawinan
campuran dari berbagai sudut pandang, masih sedikit studi yang secara khusus
meneliti implikasi yuridis perjanjian perkawinan campuran dalam perspektif
perundang-undangan dan hukum Islam, terutama terkait dengan implikasinya
terhadap hak kebendaan.20 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi
kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih mendalam mengenai
perbedaan regulasi serta upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum
Islam.21 Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan solutif bagi
pasangan perkawinan campuran di Indonesia.
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Gambar 1. 1 Konteks Umum Isu Perkawinan Campuran di Indonesia

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan campuran (antara WNI

dan WNA) dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi yuridis perjanjian perkawinan campuran terhadap

hak kebendaan pasangan suami istri dalam sistem hukum nasional dan
hukum Islam?

3. Bagaimana rekonstruksi model yuridis yang ideal mengenai perjanjian
perkawinan campuran agar mampu memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hak kebendaan bagi pasangan WNI–WNA?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan

di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Umum
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara
komprehensif implikasi yuridis perjanjian perkawinan campuran antara
WNI dan WNA dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam,
serta menyusun kerangka rekonstruksi hukum yang dapat memberikan
kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kebendaan pasangan.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan perjanjian
perkawinan campuran dalam hukum nasional dan hukum Islam.
b. Untuk mengkaji implikasi yuridis perjanjian perkawinan campuran
terhadap status harta, kepemilikan aset, dan hak kebendaan pasangan
WNI–WNA.
c. Untuk merumuskan rekonstruksi model yuridis yang ideal mengenai
perjanjian perkawinan campuran dengan mempertimbangkan prinsip-
prinsip hukum nasional dan hukum Islam.

3. Tujuan Praktis
Penelitian ini juga memiliki tujuan praktis, yaitu:
a. Menyusun draf model perjanjian perkawinan campuran yang ideal,
yang dapat dijadikan acuan oleh pasangan WNI–WNA dalam
menyusun perjanjian yang sah, efektif, dan sesuai kebutuhan.
b. Menawarkan model harmonisasi hukum antara hukum nasional dan
hukum Islam dalam pengaturan perjanjian perkawinan campuran
sehingga lebih koheren, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan
sosial.
c. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, notaris, dan
pejabat pencatat nikah untuk meningkatkan efektivitas penerapan
perjanjian perkawinan campuran.
d. Memberikan panduan praktis bagi pasangan perkawinan campuran
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agar memahami dan memanfaatkan perjanjian perkawinan sebagai
instrumen perlindungan hak kebendaan.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi

pengembangan ilmu hukum, baik dalam aspek teoritis maupun praktis,
sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan

dan memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum secara
umum, serta hukum Islam secara khusus. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu mendorong kajian yang lebih mendalam dan kritis
terhadap berbagai isu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata yang
berkaitan dengan perjanjian perkawinan campuran.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai
hukum yang mengatur perjanjian perkawinan campuran beserta dampak
hukumnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana
sosialisasi bagi masyarakat untuk membentuk pemahaman yang lebih baik
mengenai manfaat dari perjanjian perkawinan campuran.

E. Kerangka Teoritis
1. Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo

Dalam mengkaji perjanjian perkawinan campuran, penelitian ini
menggunakan teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto
Rahardjo sebagai grand teori. Pemilihan teori ini didasarkan pada
relevansinya dalam menawarkan pendekatan hukum yang responsif,
humanistik, dan kontekstual terhadap problematika ketimpangan
normatif dalam regulasi perkawinan campuran di Indonesia. Teori
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hukum progresif sendiri merupakan gagasan pemikiran hukum yang
diperkenalkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum
terkemuka asal Indonesia, yang dikenal luas melalui pendekatan kritis
dan humanisnya terhadap sistem hukum nasional. Teori ini lahir sebagai
respons terhadap kemandekan dan kekakuan hukum positif yang sering
kali gagal mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.22

Dalam hukum progresif, Satjipto menawarkan pendekatan hukum yang
tidak semata-mata bertumpu pada teks hukum atau dogma legal-formal,
tetapi justru menempatkan konteks sosial, nilai-nilai keadilan, dan
kemanusiaan sebagai orientasi utama.23 Ia beranggapan bahwa hukum
bukanlah institusi tertutup, melainkan berada dalam interaksi sosial
yang dinamis. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri
dengan perubahan zaman, serta merespons kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.
Salah satu ciri utama dari teori hukum progresif adalah pandangannya
bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan atau penjaga status
quo, melainkan alat emansipatoris yang membebaskan masyarakat dari
ketidakadilan.24 Satjipto menolak gagasan bahwa penegak hukum
hanyalah "corong undang-undang" (bouche de la loi), dan sebaliknya
menegaskan bahwa para penegak hukum harus menjadi agen perubahan
sosial yang berani menafsirkan hukum secara kreatif dan kontekstual
untuk mewujudkan keadilan.25

Teori ini lahir dari kritik tajam terhadap positivisme hukum, yakni
pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem tertutup, logis, dan
netral, serta menempatkan kepastian hukum di atas keadilan. Dalam
kerangka positivistik, hakim hanya berperan sebagai pelaksana teks
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hukum tanpa ruang untuk interpretasi kontekstual. Satjipto melihat
bahwa pendekatan semacam ini justru berpotensi melahirkan
ketidakadilan, karena mengabaikan realitas sosial dan nilai-nilai etik
serta kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.26

Sebagai alternatif dari pendekatan positivistik, hukum progresif
menekankan pentingnya moralitas, keadilan substantif, dan
keberpihakan terhadap rakyat. Dalam teori ini, penegak hukum diberi
kebebasan serta tanggung jawab untuk berpikir kritis dan kreatif dalam
menafsirkan hukum, sehingga mereka tidak hanya menjalankan hukum
secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan
dan keadilan sosial dalam setiap keputusan hukum yang diambil.27 Oleh
karena itu, integritas pribadi, keberanian moral, dan komitmen terhadap
keadilan menjadi prinsip sentral bagi setiap aparat penegak hukum
menurut teori ini.28

Dalam praktiknya, penerapan teori hukum progresif tampak dalam
berbagai kasus di mana aparat penegak hukum memilih menafsirkan
hukum secara kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.
Misalnya, dalam kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dan
korporasi besar, pendekatan progresif mendorong hakim untuk
mempertimbangkan hak-hak historis dan sosiologis masyarakat adat,
meskipun secara formal perusahaan mungkin memiliki dokumen hukum
yang sah.29 Dalam situasi seperti itu, hukum progresif lebih
mengutamakan prinsip keadilan sosial daripada sekadar legalitas
administratif.
Selain itu, teori hukum progresif juga memandang hukum sebagai
bagian integral dari proses pembangunan bangsa. Hukum tidak boleh
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menjadi penghambat kemajuan, melainkan harus berfungsi sebagai
motor perubahan sosial yang konstruktif.30 Hukum dalam paradigma
ini harus mendukung pemberdayaan rakyat, menjamin pemenuhan hak-
hak dasar, dan mendorong terciptanya keadilan distributif. Oleh karena
itu, pembangunan hukum tidak cukup hanya dengan merumuskan
peraturan baru, tetapi juga membutuhkan perubahan cara berpikir dan
sikap kerja dari seluruh elemen penegak hukum.
Satjipto Rahardjo juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat
dalam sistem hukum. Dalam pandangannya, masyarakat bukan hanya
objek hukum yang pasif, melainkan subjek aktif yang berhak dan wajib
turut serta dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi
hukum.31 Demokratisasi hukum menjadi unsur penting dalam teori
hukum progresif karena hal tersebut menjamin hukum benar-benar
mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat.
Salah satu kutipan Satjipto Rahardjo yang terkenal dan sering dikaitkan
dengan teori hukum progresif adalah: "Hukum itu untuk manusia, bukan
manusia untuk hukum."32 Pernyataan ini menggambarkan secara
filosofis bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya.
Dalam konteks ini, hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, tetapi
seharusnya menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan.
Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pembaruan hukum
tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknokratis dan
legalistik, tetapi harus dilandasi oleh visi moral dan sosial yang kuat.33

Ia menyerukan agar para sarjana dan praktisi hukum tidak sekadar
menjadi penjaga status quo, melainkan "pejuang hukum progresif"
yakni pribadi yang memiliki komitmen terhadap keadilan, serta
keberanian untuk melawan ketidakadilan, meski dihadapkan pada
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tekanan politik, risiko profesional, bahkan ancaman pribadi.34 Dalam
pandangannya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada
kesadaran etis dan semangat pembebasan dari para pelakunya.
Dalam ranah akademik, teori hukum progresif telah memberikan
kontribusi signifikan terhadap perkembangan keilmuan hukum di
Indonesia. Pendekatan ini membuka ruang bagi interdisiplinaritas, di
mana hukum tidak hanya dikaji dari sisi dogmatik atau normatif, tetapi
juga melalui lensa sosiologi, politik, ekonomi, dan budaya.35 Dengan
demikian, hukum progresif mendorong terjadinya demistifikasi hukum
sebagai alat kekuasaan, serta mengarahkannya menjadi sarana
transformasi sosial dan keadilan substantif.
Namun demikian, teori ini juga tidak lepas dari kritik dan tantangan.
Beberapa kalangan menilai pendekatan ini terlalu idealis dan sulit
diimplementasikan dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih
rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.36 Kekhawatiran lain
muncul terkait fleksibilitas interpretasi hukum yang terlalu besar, yang
dinilai dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh
aparat hukum.37 Akan tetapi, para pendukung hukum progresif justru
melihat tantangan ini sebagai indikasi perlunya reformasi sistemik,
yang tidak hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga menyasar
budaya hukum dan etika profesi hukum.
Secara keseluruhan, teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto
Rahardjo telah menghadirkan arah baru dalam pemikiran hukum
nasional. Ia menekankan bahwa hukum seharusnya bersifat humanistik,
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adaptif, dan berpihak pada rakyat.38 Hukum tidak boleh menjadi
institusi yang baku, kaku, dan represif, melainkan harus mampu
menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan menjadi alat pembebasan
masyarakat dari belenggu ketidakadilan. Dalam konteks masyarakat
Indonesia yang majemuk dan terus berubah, pendekatan hukum
progresif menawarkan landasan normatif dan etis bagi pembentukan
sistem hukum yang adil, inklusif, dan bermartabat.
Teori hukum progresif tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi
juga telah teraktualisasi dalam praktik peradilan di Indonesia,
khususnya oleh hakim-hakim yang berani melakukan penafsiran hukum
secara kontekstual demi mencapai keadilan substantif. Salah satu kasus
yang mencerminkan implementasi nyata dari pendekatan ini adalah
kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni International. Dalam
perkara ini, Prita dilaporkan dan diproses secara pidana atas tuduhan
pencemaran nama baik melalui surat elektronik yang berisi keluhan
terhadap pelayanan rumah sakit. Ia dijerat menggunakan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), dan sempat dijatuhi hukuman berupa denda.39

Kasus ini memicu gelombang solidaritas publik karena dinilai sebagai
kriminalisasi terhadap hak konsumen untuk menyampaikan kritik, serta
mencerminkan ketimpangan antara lembaga layanan kesehatan besar
dan individu masyarakat biasa. Pada akhirnya, Mahkamah Agung
membatalkan putusan terhadap Prita dan membebaskannya dari seluruh
tuduhan, yang secara substantif dapat dipahami sebagai bentuk
keberpihakan hukum terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak
warga negara.40 Dalam perspektif hukum progresif, keputusan ini
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mencerminkan penegakan hukum yang responsif terhadap realitas
sosial dan aspirasi keadilan yang hidup di masyarakat.
Contoh lain dari penerapan hukum progresif dapat ditemukan dalam
perkara-perkara terkait hak masyarakat adat atas tanah ulayat, yang
tersebar di wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera.
Masyarakat adat sering kali tidak memiliki bukti formal kepemilikan
tanah, meskipun telah menempatinya secara turun-temurun. Pendekatan
hukum positif yang kaku sering kali menafikan eksistensi dan hak
masyarakat adat karena tidak memenuhi kriteria administratif yang
ditentukan oleh hukum formal. Dalam konteks ini, hukum progresif
menawarkan alternatif interpretatif, di mana hakim dapat
memperhitungkan fakta historis, budaya lokal, dan norma-norma
komunal dalam menegakkan keadilan.
Salah satu tonggak penting dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat
bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum
adat.41 Putusan ini secara substansial mengubah paradigma hukum
kehutanan nasional, dari yang semula bersifat sentralistik menjadi lebih
akomodatif terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat. Pendekatan
yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak
semata-mata berdasarkan asas legalistik, tetapi juga memperhatikan
prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan lingkungan, serta pengakuan
terhadap hak kolektif masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.42

Dengan demikian, kedua kasus di atas menunjukkan bahwa hukum
progresif bukan hanya teori normatif, tetapi juga kerangka kerja yuridis
yang aplikatif, terutama ketika diterapkan oleh hakim dan penegak
hukum yang memiliki keberanian moral serta sensitivitas sosial. Teori
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ini menuntut agar hukum tidak berhenti pada kepastian dan legalitas
formal, melainkan bergerak menuju keadilan substantif yang hidup
dalam kenyataan masyarakat.43

Penerapan teori hukum progresif juga tampak signifikan dalam berbagai
putusan yang menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. Banyak
hakim yang mengadopsi pendekatan progresif dengan tidak serta-merta
menjatuhkan hukuman pidana berat kepada anak, melainkan lebih
memilih penyelesaian melalui mekanisme restoratif, seperti diversi,
mediasi, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pendekatan
ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara eksplisit
mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the
child) sebagai prinsip fundamental.44 Hakim progresif menyadari bahwa
pemenjaraan terhadap anak dapat berdampak destruktif terhadap masa
depan mereka, dan tidak serta-merta menyelesaikan akar permasalahan
yang mendorong anak melakukan tindak pidana.45

Selain itu, praktik progresif juga mulai tampak dalam lingkup peradilan
agama, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian. Sebagai contoh, dalam beberapa
putusan perceraian di mana suami terbukti meninggalkan istri tanpa
nafkah lahir maupun batin selama bertahun-tahun, hakim memutuskan
pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam jumlah yang lebih besar dari
standar konvensional. Pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan
teks normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mencakup kondisi
psikologis dan beban ekonomi yang ditanggung oleh perempuan pasca
perceraian. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa hakim peradilan
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agama mulai menafsirkan norma-norma hukum secara progresif dan
kontekstual, dengan orientasi pada keadilan substantif dan perlindungan
terhadap pihak yang lemah.46

Dalam konteks pemberantasan korupsi, teori hukum progresif juga
terlihat dalam praktik peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Sejumlah hakim telah menunjukkan komitmen moral yang
tinggi dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku korupsi, meskipun
terdakwa merupakan pejabat tinggi negara atau tokoh yang berpengaruh
secara politik dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi dana
bantuan sosial, hakim menjatuhkan hukuman berat dengan
mempertimbangkan dampak sosial, ketimpangan ekonomi, dan
penderitaan masyarakat kecil yang ditimbulkan oleh perbuatan koruptif
tersebut.47 Dalam perspektif hukum progresif, sikap hakim seperti ini
merupakan bentuk dari pengintegrasian nilai moral ke dalam proses
penegakan hukum, serta pengakuan bahwa hukum bukan sekadar alat
untuk menjaga formalitas, tetapi instrumen keadilan publik.
Lebih jauh lagi, reformasi kebijakan pidana juga mencerminkan prinsip-
prinsip hukum progresif, sebagaimana terlihat dalam kebijakan
dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika. Dalam beberapa tahun
terakhir, pemerintah bersama lembaga penegak hukum mulai
menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke
pendekatan rehabilitatif, di mana pengguna narkoba tidak lagi dianggap
sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban penyalahgunaan
zat yang membutuhkan bantuan medis dan sosial.48 Langkah ini
merupakan perwujudan dari hukum progresif, karena secara eksplisit
menempatkan kemanusiaan, kesehatan publik, dan rehabilitasi sosial di
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atas penjatuhan hukuman semata. Kebijakan ini mencerminkan upaya
mengatasi akar struktural permasalahan sosial, bukan sekadar
menambah jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.
Dengan demikian, berbagai contoh di atas memperlihatkan bahwa teori
hukum progresif telah mengalami konkretisasi dalam praktik hukum di
Indonesia. Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam sistem hukum
yang masih sarat akan persoalan teknis dan struktural, keberadaan aktor-
aktor hukum yang progresif membuka harapan terhadap transformasi
sistem hukum menuju arah yang lebih humanistik, berkeadilan, dan
inklusif.
Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto
Rahardjo merupakan salah satu kontribusi terpenting dalam pembaruan
paradigma hukum di Indonesia. Sebagai respons terhadap dominasi
pendekatan legalistik-positivistik yang selama ini menempatkan hukum
sebagai sistem norma tertulis yang kaku, Satjipto menawarkan
pendekatan baru yang lebih humanistik, dinamis, dan berorientasi pada
keadilan substantif. Dalam pandangan Satjipto, hukum tidak boleh
dimaknai semata-mata sebagai peraturan perundang-undangan yang
tertulis dan baku, melainkan sebagai alat pembebasan dan perubahan
sosial (law as a tool of social engineering).49

Ia menegaskan bahwa hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya
tertulis di dalam buku, melainkan hukum yang dapat dirasakan
manfaatnya oleh rakyat. Hukum harus berpihak kepada masyarakat
yang lemah dan terpinggirkan, serta mampu merespons dinamika dan
kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, dalam teori
hukum progresif, hakim dan penegak hukum diharapkan tidak sekadar
menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga bertindak sebagai “agen
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perubahan sosial” (agent of social change) yang memiliki integritas dan
kepekaan sosial.50

Dalam praktiknya, hukum progresif telah memberi arah baru bagi
sejumlah putusan pengadilan di Indonesia, seperti dalam perlindungan
hak masyarakat adat, pendekatan keadilan restoratif dalam kasus anak,
hingga pemberantasan korupsi. Misalnya, dalam Putusan MK No.
35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bagian dari hak
masyarakat hukum adat, terlihat bahwa nilai-nilai hukum progresif telah
diinternalisasi ke dalam argumentasi yuridis oleh Mahkamah. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum progresif mampu menjadi landasan penting
dalam penegakan keadilan sosial, khususnya di negara berkembang
seperti Indonesia yang memiliki kompleksitas budaya dan ketimpangan
sosial yang tinggi.
Di sisi lain, meskipun hukum progresif menawarkan alternatif yang
menjanjikan, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Sistem
hukum di Indonesia masih dipenuhi persoalan korupsi struktural,
lemahnya integritas lembaga, dan tekanan politik yang sering kali
menghambat keberanian penegak hukum dalam menerapkan
pendekatan progresif. Namun, teori ini tetap relevan sebagai kerangka
normatif dan etis bagi pembaruan hukum nasional, karena mendorong
pembentukan sistem hukum yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan,
dan moralitas publik, bukan sekadar legalitas normatif.

2. Teori Living Law Eugen Ehrlich: Fondasi bagi Pemikiran Hukum
Progresif
Sebagai teori madya yang memperkuat fondasi pendekatan hukum
progresif, penelitian ini turut menggunakan teori Living Law yang
dikembangkan oleh Eugen Ehrlich. Teori ini relevan dalam mengkaji
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dinamika norma sosial yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam
konteks perkawinan campuran, karena menekankan bahwa hukum yang
berlaku secara nyata dalam kehidupan sosial sering kali lebih
berpengaruh daripada hukum yang tertulis secara formal. Meskipun
istilah 'hukum progresif' lebih dikenal melalui pemikiran Satjipto
Rahardjo di Indonesia, akar-akar ideologisnya dapat ditelusuri dari
gagasan Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang ahli sosiologi hukum asal
Austria. Ehrlich dikenal sebagai pelopor utama konsep living law
(hukum yang hidup), yakni pandangan bahwa hukum tidak semata-
mata bersumber dari peraturan formal negara, melainkan tumbuh dan
berkembang dari praktik sosial masyarakat secara riil.51

Dalam karya monumentalnya Grundlegung der Soziologie des Rechts
(1913), Ehrlich menyatakan bahwa “hukum tidak berada di dalam buku-
buku hukum, melainkan dalam kehidupan masyarakat”.52 Pandangan
ini bertentangan dengan dominasi mazhab positivisme hukum pada
masanya, yang memandang hukum sebagai sistem tertutup dari norma-
norma yang tertulis dan ditegakkan secara formal oleh lembaga-
lembaga negara. Ehrlich mengkritik pandangan ini karena dianggap
mengabaikan realitas sosial dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Ehrlich, norma-norma hukum yang benar-benar efektif
bukanlah semata-mata apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi
yang dihormati, ditaati, dan dijalankan oleh masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari, termasuk adat, kebiasaan, dan norma sosial.
Oleh karena itu, hukum bersifat organik dan adaptif, serta harus
dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman konkret manusia.
Konsep ini mendorong munculnya pendekatan sosiologis dalam studi
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hukum, yang memandang hukum sebagai bagian integral dari struktur
dan dinamika sosial.
Pemikiran Ehrlich kemudian banyak memengaruhi teori-teori hukum
modern, termasuk teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip
Selznick, serta tentu saja teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.
Satjipto mengadopsi banyak gagasan Ehrlich, terutama dalam hal
menekankan fungsi sosial hukum dan pentingnya hukum yang hidup
dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya
menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga alat rekayasa sosial yang
berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.53

Dengan demikian, teori hukum progresif dan teori living law memiliki
keterkaitan yang erat, karena keduanya menolak reduksi hukum hanya
sebagai norma tertulis, dan sama-sama mendorong terbentuknya sistem
hukum yang reflektif terhadap realitas sosial, adaptif terhadap
perubahan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam
konteks Indonesia yang plural dan kompleks, pendekatan semacam ini
menjadi sangat relevan untuk membangun sistem hukum yang inklusif
dan berkeadilan sosial.
Dalam konteks teori hukum progresif, pemikiran Eugen Ehrlich
memainkan peranan yang sangat penting sebagai fondasi intelektual
bagi pergeseran paradigma dalam studi hukum modern. Ehrlich secara
radikal menggeser fokus kajian hukum dari pendekatan normatif-
positivistik ke arah pendekatan empiris-sosiologis, yang menempatkan
hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan masyarakat.54 Bagi Ehrlich, hukum bukanlah entitas yang
otonom dan terlepas dari realitas sosial, melainkan bagian integral dari
struktur kehidupan sosial yang senantiasa berubah. Pandangan ini
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membentuk kerangka awal bagi teori hukum progresif yang kemudian
dikembangkan oleh pemikir seperti Satjipto Rahardjo.
Salah satu kontribusi terbesar Ehrlich adalah pengenalan konsep
“hukum yang hidup” (lebendes Recht), yaitu hukum yang tumbuh,
berkembang, dan berfungsi dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari
terlepas dari keberadaannya dalam teks-teks hukum formal. Dalam
pandangan Ehrlich, kekuatan regulatif hukum yang hidup sering kali
melampaui efektivitas norma hukum tertulis, terutama dalam konteks
masyarakat adat, komunitas lokal, atau kelompok sosial yang memiliki
nilai dan norma tersendiri. Misalnya, dalam masyarakat tradisional,
hukum adat atau kebiasaan lokal sering kali lebih ditaati dan
diinternalisasi oleh anggota masyarakat dibandingkan hukum negara
yang bersifat formal dan terpusat.55

Lebih lanjut, Ehrlich secara tegas membedakan antara “norma hukum
negara” (staatliches Recht) dan “norma sosial masyarakat”
(gesellschaftliches Recht). Norma hukum negara mencakup peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan ketentuan formal
lainnya yang dirumuskan oleh lembaga negara. Sebaliknya, norma
sosial merupakan aturan-aturan yang muncul secara organik dari
kebiasaan, adat istiadat, konvensi sosial, dan praktik keseharian
masyarakat. Ehrlich berpendapat bahwa norma sosial ini lebih otentik
dan efektif, karena muncul dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan
dipaksakan dari atas.56

Pandangan Ehrlich ini sejalan dengan semangat teori hukum progresif,
yang menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem tertutup dan
kaku. Hukum progresif, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto
Rahardjo, memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan
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keadilan substantif, bukan sekadar instrumen untuk menegakkan norma
formal. Karena itu, gagasan “hukum yang hidup” menjadi sangat
relevan dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural. Dalam
banyak kasus, pendekatan formalistik sering gagal menjawab kebutuhan
masyarakat akar rumput, karena tidak mempertimbangkan norma-
norma sosial yang hidup dan berkembang dalam konteks lokal.
Lebih dari itu, pendekatan sosiologis Ehrlich terhadap hukum
mendorong lahirnya paradigma baru dalam ilmu hukum, yaitu
paradigma hukum sebagai institusi sosial yang adaptif. Dalam
paradigma ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai perangkat kekuasaan
atau alat koersif negara, melainkan sebagai mekanisme sosial yang
berperan dalam membangun ketertiban, menciptakan keadilan, dan
menjaga kohesi sosial.57 Oleh karena itu, pembaruan hukum (legal
reform) tidak boleh hanya dilakukan secara top-down oleh elit hukum
atau pembuat undang-undang di parlemen, tetapi harus melibatkan
partisipasi aktif masyarakat serta memperhatikan praktik dan kebutuhan
hukum yang nyata di lapangan.
Pemikiran Eugen Ehrlich menjadi sangat signifikan sebagai rujukan
dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum yang berpijak
pada keadilan sosial. Dalam konteks negara berkembang seperti
Indonesia, di mana pluralisme hukum merupakan realitas terdiri dari
hukum negara, hukum adat, dan hukum agama konsep "hukum yang
hidup" (lebendes Recht) memberikan landasan teoretis bagi penerapan
hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga responsif terhadap
dinamika sosial dan budaya lokal. Ehrlich memberikan justifikasi ilmiah
bagi pendekatan hukum progresif yang menekankan pentingnya
keterkaitan antara sistem hukum formal dengan norma-norma sosial
yang aktual di masyarakat. Dalam konteks ini, integrasi antara norma
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formal dan hukum sosial menjadi syarat fundamental dalam
membangun sistem hukum yang efektif, relevan, dan adil.58

Pemikiran Ehrlich ini kemudian menginspirasi perkembangan teori
hukum lain, termasuk pada tokoh seperti Roscoe Pound di Amerika
Serikat, yang mengembangkan pendekatan sociological jurisprudence
atau yurisprudensi sosiologis. Pound melanjutkan gagasan Ehrlich
dengan memperkenalkan konsep “law as a tool of social engineering”,
yakni hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk memperbaiki dan
mengarahkan perubahan sosial secara konstruktif.59 Dengan kata lain,
hukum tidak boleh dianggap sebagai struktur normatif yang kaku, tetapi
harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjawab
kebutuhan masyarakat secara nyata. Dalam kerangka ini, teori hukum
progresif menjadi jawaban terhadap krisis legitimasi hukum, yakni
ketika hukum negara gagal mencerminkan nilai-nilai keadilan yang
hidup di tengah masyarakat.60

Relevansi teori Ehrlich dalam konteks Indonesia sangat nyata,
mengingat sistem hukum nasional kita berada dalam kerangka
pluralisme hukum. Dalam banyak kasus, hukum negara yang
berorientasi pada positivisme hukum sering kali tidak mampu
menjangkau kompleksitas relasi sosial dan budaya di tingkat lokal. Di
sisi lain, hukum adat dan norma-norma sosial yang tidak tertulis tetap
memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif ala Ehrlich menjadi
landasan normatif untuk merancang sistem hukum yang inklusif,
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adaptif, dan tidak hegemonik. Misalnya, pengakuan terhadap hukum
adat dalam berbagai regulasi termasuk dalam Undang-Undang Pokok
Agraria dan peraturan terkait masyarakat hukum adat adalah contoh
penerapan dari prinsip hukum yang hidup yang berkembang secara
dinamis di luar kerangka legal-formal.61

Dengan demikian, teori hukum progresif menurut Eugen Ehrlich
mengajarkan bahwa pembentukan dan implementasi hukum tidak dapat
dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang menjadi subjeknya.
Setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar pendekatan
ini. Pertama, pengakuan terhadap norma-norma sosial yang hidup dan
berkembang di masyarakat. Kedua, fleksibilitas hukum dalam
menghadapi perubahan sosial dan budaya. Terakhir keseimbangan
antara hukum normatif dengan praktik hukum aktual.62

Teori ini secara tegas menolak pandangan bahwa hukum adalah sesuatu
yang absolut, final, dan tak tergoyahkan. Sebaliknya, Ehrlich
menempatkan hukum sebagai produk sosial yang harus terus-menerus
dikaji ulang dan direvisi secara kritis agar tetap kontekstual, adaptif,
dan berpihak pada keadilan substantif.63

Dalam perkembangan kontemporer, pemikiran Eugen Ehrlich turut
mendorong munculnya pendekatan hukum yang lebih humanistik dan
inklusif. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen
kekuasaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam praktiknya,
para hakim, legislator, dan penegak hukum dituntut untuk bersikap
terbuka terhadap nilai-nilai hidup masyarakat, serta berani melakukan
interpretasi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi
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pada keadilan substantif.64

Sebagai kesimpulan, teori hukum progresif Eugen Ehrlich memberikan
kontribusi penting dalam membangun paradigma hukum yang responsif
dan kontekstual. Dengan menekankan pentingnya hukum yang hidup
(lebendes Recht) dan peran aktif masyarakat dalam proses pembentukan
hukum, Ehrlich telah membantu memperluas cakrawala pemikiran
hukum dari yang semula hanya berbasis aturan tertulis menjadi sebuah
sistem sosial yang kompleks dan dinamis.65 Dalam era globalisasi dan
percepatan perubahan sosial seperti saat ini, pendekatan semacam ini
menjadi semakin penting agar hukum tetap relevan, adil, dan bermakna
bagi seluruh lapisan masyarakat.66

3. Teori Ushul Fiqh
Sebagai teori terapan dalam penelitian ini, pendekatan ushul fiqh
digunakan untuk menganalisis persoalan hukum perjanjian perkawinan
campuran dalam perspektif syariat Islam. Pendekatan ini dipilih karena
ushul fiqh menyediakan perangkat metodologis yang komprehensif
dalam menggali dan merumuskan hukum Islam secara kontekstual,
melalui dalil-dalil syar’i dan kaidah-kaidah istinbath yang relevan.67

Ushul fiqh merupakan salah satu cabang ilmu yang paling fundamental
dalam studi hukum Islam, karena berfungsi sebagai landasan
metodologis dalam memahami, menyusun, dan menetapkan hukum-
hukum syariat dari sumber-sumbernya yang otoritatif.68
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Secara etimologis, kata 'ushul' berarti 'asal-usul' atau 'dasar-dasar',
sedangkan 'fiqh' berarti 'pemahaman yang mendalam', khususnya
terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam.69 Dengan demikian, ushul
fiqh secara terminologis didefinisikan sebagai ilmu yang membahas
kaidah-kaidah dan metode-metode penggalian hukum (istinbath) dari
dalil-dalil syariat.70 Teori ini tidak hanya menjadi kerangka berpikir
bagi para mujtahid dalam menafsirkan teks-teks agama, tetapi juga
membentuk sistem epistemologis yang memungkinkan hukum Islam
berkembang secara dinamis, adaptif, dan rasional seiring perubahan
zaman.71

Secara historis, ilmu ushul fiqh mulai diformulasikan secara sistematis
pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah, ketika kebutuhan akan perangkat
metodologi hukum semakin mendesak seiring dengan berkembangnya
kompleksitas sosial umat Islam.72 Di antara tokoh awal yang sangat
berpengaruh dalam kodifikasi ilmu ini adalah Imam al-Syafi’i (w. 204
H), melalui karya monumentalnya al-Risalah.73 Dalam kitab tersebut,
al-Syafi’i merumuskan prinsip-prinsip dasar ushul fiqh seperti otoritas
Al-Qur’an dan Sunnah, ijma’ (konsensus ulama), dan qiyas (analogi).
Ia menegaskan bahwa sumber hukum Islam harus berpijak pada wahyu,
dan pemahaman terhadap sumber itu memerlukan metode yang tertata
secara ilmiah.74 Karya al-Syafi’i menjadi fondasi penting dalam
perkembangan selanjutnya, meskipun para ulama mazhab lain seperti
Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengembangkan pendekatan masing-
masing yang sesuai dengan karakteristik mazhab mereka.75
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Secara garis besar, teori ushul fiqh mencakup empat komponen utama:
sumber hukum (mashadir al-ahkam), metode istinbath hukum (manahij
al-istidlal), kaidah-kaidah kebahasaan (qawa’id lughawiyyah), dan
karakteristik hukum (ahkam syar’iyyah).76 Sumber-sumber hukum
yang utama dalam Islam meliputi Al-Qur’an sebagai sumber primer
yang bersifat qat’i (pasti) dalam keabsahannya, dan Sunnah sebagai
penjelas dan pelengkap wahyu. Setelah itu, terdapat ijma’ yang
merupakan hasil konsensus para ulama mujtahid terhadap suatu
persoalan hukum, serta qiyas yang berfungsi sebagai metode analogi
atas dasar illat (alasan hukum) dari suatu nash yang ada.77

Selain keempat sumber utama tersebut, terdapat pula sumber hukum
lain yang masih diperdebatkan dalam kalangan ulama, seperti istihsan
(preferensi hukum), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), 'urf
(adat kebiasaan), dan saddu dzari’ah (menutup jalan yang membawa
pada kerusakan).78 Keberadaan sumber-sumber ini menunjukkan bahwa
hukum Islam tidak statis, melainkan membuka ruang bagi pertimbangan
rasional dan kontekstual dalam menjawab dinamika kehidupan.79

Metode istinbath hukum dalam ushul fiqh memiliki peran sentral dalam
proses ijtihad. Ijtihad sendiri berarti usaha sungguh-sungguh seorang
mujtahid untuk menggali hukum dari sumbernya yang otoritatif, dengan
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.80 Di sinilah ushul fiqh
menjadi perangkat intelektual yang membantu seorang mujtahid
memahami teks dengan benar, memetakan konteksnya, dan kemudian
menyimpulkan hukum yang relevan dan aplikatif.81 Dalam praktiknya,
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metode istinbath ini bisa berupa qiyas, istishab (penggabungan hukum
berdasarkan keberlangsungan status hukum sebelumnya), atau istislah
yang mempertimbangkan kemaslahatan umum.82 Dalam hal ini, ushul
fiqh berperan sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial.83

Kaidah kebahasaan juga menjadi bagian penting dalam teori ushul fiqh
karena teks-teks syariat diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap struktur gramatika, makna semantik, dan gaya
retorika dalam Al-Qur’an dan Hadis sangat penting agar tidak terjadi
kesalahan interpretasi.84 Dalam ushul fiqh, dikenal berbagai konsep
linguistik seperti ’am (umum), khas (khusus), mutlaq (bebas),
muqayyad (terikat), nash (jelas), zahir (eksplisit), dan mafhum
mukhalafah (makna kebalikan).85 Semua ini menjadi perangkat dalam
menganalisis maksud suatu teks syariat, agar penarikan hukumnya tepat
dan tidak menyimpang dari semangat wahyu.86

Adapun karakteristik hukum dalam ushul fiqh mencakup pembagian
hukum Islam menjadi lima kategori utama yang dikenal sebagai al-
ahkam al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.87

Klasifikasi ini didasarkan pada implikasi hukum terhadap perbuatan
manusia dan konsekuensi yang menyertainya. Pembagian ini
menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat monolitik, melainkan
fleksibel dan kontekstual, tergantung pada kondisi, niat, dan akibat dari
suatu perbuatan.88 Dalam kerangka ini, ushul fiqh juga mengembangkan
konsep illah (alasan hukum) yang menjadi dasar dalam pengambilan
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analogi hukum atau qiyas, sehingga hukum bisa diterapkan dalam kasus
baru yang belum disebut secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun
Sunnah.89

Ushul fiqh juga merupakan disiplin yang sangat terpengaruh oleh
perkembangan sejarah sosial-politik umat Islam. Misalnya, ketika umat
Islam hidup dalam masa kejayaan kekhilafahan, ijtihad dan
pengembangan ushul fiqh mencapai puncaknya dengan munculnya
berbagai mazhab hukum.90 Namun ketika otoritas keilmuan terpusat
dan peran mujtahid digantikan oleh muqallid (pengikut), aktivitas
ijtihad menurun dan ilmu ushul fiqh lebih banyak dipelajari sebagai
teori ketimbang diamalkan.91 Namun, pada era modern, ushul fiqh
mengalami kebangkitan kembali karena dianggap mampu memberikan
solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer seperti bioetika,
ekonomi syariah, HAM, dan pluralitas hukum.92 Di sinilah muncul
gagasan tajdid ushul fiqh (pembaruan ushul fiqh), yaitu upaya
menghidupkan kembali semangat ijtihad dan menyegarkan pendekatan-
pendekatan klasik agar tetap relevan dengan zaman.93

Dalam konteks hukum keluarga Islam, teori ushul fiqh memiliki
kontribusi yang sangat besar. Misalnya, dalam permasalahan seperti
perjanjian perkawinan, hak-hak kebendaan antara suami istri, hingga
kedudukan wali nikah, pendekatan ushul fiqh memungkinkan adanya
penalaran hukum yang tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga
memperhatikan maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan hukum Islam),
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seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.94 Maka dari
itu, teori ini sangat penting untuk menjembatani antara norma normatif
hukum Islam dengan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat modern,
tanpa menghilangkan ruh syariat itu sendiri.95

Dalam perkembangannya, ushul fiqh juga melahirkan berbagai
pendekatan dan aliran, baik yang bercorak tekstual maupun rasional.
Pendekatan tekstual (nashiy) cenderung mempertahankan otoritas nash
secara literal dan meminimalisasi peran akal dalam istinbath.96

Sebaliknya, pendekatan rasional (’aqliy) memberikan ruang yang lebih
besar bagi rasionalitas dan kontekstualisasi. Perbedaan pendekatan ini
sangat kentara antara mazhab Zahiri yang tekstual dan mazhab Hanafi
yang dikenal sangat rasional.97 Perbedaan ini bukanlah pertentangan
mutlak, melainkan dinamika intelektual yang menunjukkan keluasan
khazanah hukum Islam. Dalam hal ini, ushul fiqh membuktikan
fleksibilitasnya sebagai metode, di mana berbagai pendekatan bisa
berkembang sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu.98

Akhirnya, ilmu ushul fiqh tidak hanya penting dalam konteks akademik
atau keilmuan murni, tetapi juga dalam praktik hukum Islam secara
luas. Dengan ushul fiqh, umat Islam dibekali dengan perangkat
metodologis untuk memahami dan mengimplementasikan syariat Islam
secara benar, kontekstual, dan berkeadilan.99 Dalam era modern yang
penuh tantangan global, ushul fiqh tidak boleh hanya menjadi warisan
intelektual klasik, melainkan harus menjadi ilmu yang hidup dan
berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer
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secara bijak dan tepat. Oleh karena itu, revitalisasi dan pembaruan
pemikiran ushul fiqh merupakan kebutuhan mendesak bagi para
akademisi, ulama, dan praktisi hukum Islam dalam rangka mewujudkan
keadilan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif
dan maslahat.100

4. Teori Maqashid Syari’ah
Sebagai teori terapan dalam penelitian ini, pendekatan Maqashid
Syari’ah digunakan untuk mengkaji dan menilai regulasi hukum
perjanjian perkawinan campuran dalam kerangka syariat Islam,
khususnya dalam hal perlindungan hak kebendaan suami istri. Teori ini
dipilih karena mampu memberikan dimensi evaluatif terhadap
relevansi, kebermanfaatan, dan keadilan hukum dalam konteks sosial
modern, dengan tetap menjaga substansi syariah. Maqashid Syari’ah
memiliki karakteristik unik sebagai teori hukum yang tidak hanya
berorientasi pada teks normatif (nushush), tetapi juga pada tujuan-
tujuan moral dan sosial di balik ketentuan hukum Islam. Oleh karena
itu, teori ini menjadi kerangka yang relevan dan aplikatif untuk
menjawab permasalahan hukum kontemporer, termasuk dalam isu-isu
keluarga lintas negara dan kepemilikan harta bersama.101

Secara etimologis, kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad,
yang berarti "tujuan", "sasaran", atau "intensi". Sedangkan syari’ah
berarti "jalan" atau "aturan" yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk
kehidupan umat manusia.102 Maka secara terminologis, Maqashid
Syari’ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh
hukum Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Para ulama ushul fiqh,
sejak masa awal, telah menyadari bahwa setiap hukum dalam Islam
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tidak hanya diturunkan secara tekstual semata, tetapi juga memiliki
hikmah dan tujuan tertentu yang harus dicapai. Tujuan tersebut
mencakup perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek
mendasar kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khamsah), yakni agama
(ad-din), jiwa (an-nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).103

Inilah yang menjadi pilar utama dalam struktur Maqashid Syari’ah.
Secara historis, perumusan Maqashid Syari’ah telah melalui perjalanan
panjang dalam tradisi keilmuan Islam. Imam al-Ghazali (w. 505 H)
adalah salah satu tokoh awal yang menegaskan lima tujuan pokok
syariat tersebut dalam karyanya al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul.104

Namun, perumusan dan pengembangan yang lebih eksplisit terhadap
struktur maqashid dilakukan oleh Imam al-Syatibi (w. 790 H) dalam al-
Muwafaqat, yang menjadi tonggak penting dalam teori maqashid
modern. Al-Syatibi menekankan bahwa hukum-hukum Islam sejatinya
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia
baik di dunia maupun di akhirat.105 Menurutnya, seluruh perintah dan
larangan dalam Islam bermuara pada pencapaian manfaat dan
pencegahan mudarat, serta menjaga stabilitas kehidupan umat manusia
secara universal.106 Ia juga membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan
kebutuhan: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat
(tersier), yang menggambarkan urgensi dan tingkat kebermanfaatan
masing-masing hukum dalam kehidupan.107

Teori Maqashid Syari’ah dalam konteks kekinian telah berkembang
menjadi kerangka kerja yang sangat relevan dalam proses legislasi,
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fatwa, dan penilaian kebijakan publik. Dalam bidang hukum keluarga,
maqashid memberikan pijakan normatif untuk menyusun kebijakan
yang tidak hanya sah secara teks, tetapi juga adil dan maslahat secara
substansi.108 Misalnya, dalam perjanjian perkawinan campuran,
maqashid dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pengaturan
terhadap kepemilikan harta dan pembagian tanggung jawab dalam
rumah tangga sudah selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan, dan
keseimbangan hak antara suami dan istri.109 Perlindungan terhadap
harta (hifzh al-mal) menjadi maqashid yang sangat penting dalam hal
ini, karena menyangkut aspek keadilan ekonomi dan stabilitas rumah
tangga.110 Maqashid juga mendorong pentingnya mempertimbangkan
hak perempuan dalam sistem perjanjian perkawinan, sebagai bagian
dari hifzh al-‘ird (perlindungan terhadap martabat dan kehormatan).111

Dalam pendekatan Maqashid Syari’ah, keadilan tidak dimaknai secara
kaku dalam batas literal teks, melainkan dalam rangka pencapaian
kemaslahatan yang riil.112 Oleh karena itu, maqashid tidak sekadar
menjadi teori normatif, melainkan juga bersifat evaluatif dan bahkan
transformatif. Evaluatif, karena maqashid digunakan untuk menilai
sejauh mana suatu hukum atau kebijakan benar-benar mencerminkan
tujuan syariah.113 Transformatif, karena maqashid dapat mendorong
perubahan hukum atau reinterpretasi teks demi menghindari
ketimpangan, ketidakadilan, dan penyimpangan dari nilai luhur
syariat.114 Dengan demikian, Maqashid Syari’ah tidak hanya menjadi



33

Renewal,” Islam and Civilisational Renewal 1, no. 2 (2010): 245.
115 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1996), vol. 2, 315.
116 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Maqasid: Dirāsāt fī Fiqh Maqāṣid al-Sharīʿah (Beirut: Dar al-
Shuruq, 2006), 22–24.
117 Auda, Reclaiming the Maqasid, 122.
118 Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi (Rabat: Dar al-Kalima,
1995), 136.
119 M. Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender
(Yogyakarta: LKiS, 2001), 67.
120 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London:
International Institute of Islamic Thought, 2008), 33–35.

justifikasi terhadap suatu ketentuan hukum, tetapi juga menjadi
landasan untuk perubahan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi
sosial masyarakat kontemporer.115

Salah satu keunggulan teori Maqashid Syari’ah adalah kemampuannya
dalam menjawab persoalan-persoalan baru (al-nawazil) yang belum
dikenal pada masa klasik.116 Misalnya, dalam isu perjanjian harta
bersama bagi pasangan perkawinan campuran, tantangan hukum tidak
hanya datang dari teks, tetapi dari sistem hukum positif negara dan
perubahan struktur sosial.117 Dalam konteks ini, maqashid memberikan
ruang untuk menggunakan prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagai
basis dalam menetapkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, yang
menganut pluralisme hukum antara hukum Islam, hukum adat, dan
hukum nasional, Maqashid Syari’ah menjadi jembatan penting dalam
menyelaraskan ketiganya.118 Konsep al-maslaha al-mursalah
(kemaslahatan terbuka) dalam maqashid, misalnya, memberikan
fleksibilitas kepada ulama dan legislator untuk merumuskan kebijakan
yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi mendukung
tercapainya maqashid yang lebih besar.119

Lebih jauh, penerapan maqashid dalam penelitian hukum juga sangat
penting untuk menganalisis apakah suatu peraturan atau praktik hukum
benar-benar memenuhi asas perlindungan terhadap lima prinsip dasar
syariat.120 Sebuah peraturan yang tampak legal, namun berpotensi
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merusak salah satu dari lima aspek maqashid, perlu ditinjau ulang.
Misalnya, jika suatu kebijakan dalam perjanjian perkawinan campuran
ternyata membatasi hak kepemilikan atau pengelolaan harta salah satu
pasangan tanpa alasan syar’i yang kuat, maka secara maqashidi dapat
dinilai bertentangan dengan prinsip hifzh al-mal dan hifzh an-nafs,
terutama jika berpotensi menimbulkan kesenjangan atau konflik dalam
rumah tangga.121 Dalam konteks ini, maqashid menjadi alat ukur
keadilan substantif yang melampaui legalitas formal.122

Teori ini juga menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum.
Dalam pandangan maqashid, hukum diturunkan untuk kemaslahatan
manusia, bukan sebaliknya.123 Oleh karena itu, hukum tidak boleh
menyulitkan, apalagi merugikan kehidupan manusia secara tidak
proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip la dharara wa la dhirar
(tidak ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), yang menjadi
kaidah fiqh universal dalam maqashid.124 Maka, Maqashid Syari’ah
sangat sesuai digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian hukum
Islam kontemporer, karena tidak hanya memperhatikan aspek legalitas,
tetapi juga kebermanfaatan, keadilan sosial, perlindungan hak asasi,
dan harmonisasi nilai-nilai keislaman dengan realitas zaman.125

Sebagai pengantar ke pembahasan selanjutnya, penting untuk
ditegaskan bahwa salah satu kekuatan utama dalam teori Maqashid
Syari’ah terletak pada kemampuannya merespons dinamika sosial
melalui prinsip-prinsip adaptif.126 Dalam ushul fiqh dikenal kaidah-
kaidah penting yang mendukung fleksibilitas hukum Islam seiring



35

127 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1996), vol. 2, 285–288.
128 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Maqasid: Dirāsāt fī Fiqh Maqāṣid al-Sharīʿah (Beirut: Dar al-
Shuruq, 2006), 104–107.
129 Wahbah al-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 878–880.
130 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London:
IIIT, 2008), 95–96.

perubahan kondisi, di antaranya al-hukmu bi wuqū‘ al-‘illah (penetapan
hukum berdasarkan keberadaan illat) dan al-hukmu bi taghayyur az-
zamān wa al-makān wa al-‘ādah (perubahan hukum mengikuti
perubahan waktu, tempat, dan adat).127 Kedua prinsip ini merupakan
manifestasi dari maqashid dalam realitas praksis. Dengan memahami
dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, penelitian ini tidak hanya
mengkaji hukum secara normatif, tetapi juga dalam relasinya dengan
konteks sosiologis, historis, dan budaya, sehingga hukum Islam tetap
hidup dan fungsional di tengah masyarakat yang terus berubah.128

a. Teori Maqashid Syari’ah: Prinsip al-ḥukmu bi wuqū‘ al-‘illah
Dalam kajian ushul fiqh dan Maqashid Syari’ah, salah satu prinsip
penting yang menjadi fondasi dinamika hukum Islam adalah al-ḥukmu
bi wuqū‘ al-‘illah, yang secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai
“penetapan hukum bergantung pada keberadaan ‘illat (alasan hukum)”.
Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak berlaku secara
mutlak dan statis, melainkan melekat erat pada keberadaan,
keberlanjutan, atau hilangnya sebab-sebab hukum tertentu.129 Dengan
kata lain, jika suatu ‘illat hukum sudah tidak lagi ditemukan dalam
realitas sosial, maka hukum yang berlandaskan padanya pun bisa
berubah, gugur, atau perlu direvisi. Prinsip ini menjelaskan bagaimana
hukum Islam memiliki sistem adaptif yang kuat dan memberikan ruang
untuk perubahan sepanjang masih berada dalam kerangka maqashid
(tujuan-tujuan syariah) yang telah ditetapkan.130

Secara terminologis, istilah ‘illah dalam ushul fiqh merujuk pada sebab
atau alasan rasional dan syar’i di balik suatu hukum. ‘Illah ini harus
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bersifat objektif, terukur, dan memiliki hubungan kausal yang nyata
dengan ketetapan hukum yang diturunkan.131 Misalnya, hukum
keharaman khamr (minuman keras) dalam Al-Qur’an tidak hanya
semata-mata karena bentuk atau namanya, tetapi karena kandungan zat
memabukkan yang ada di dalamnya.132 Zat yang memabukkan inilah
yang menjadi ‘illat dari hukum haram tersebut. Maka, jika terdapat zat
lain yang juga memabukkan tetapi tidak dinamai “khamr”, maka tetap
berlaku hukum haram karena ‘illat-nya ada. Di sinilah prinsip al-ḥukmu
bi wuqū‘ al-‘illah menjadi penting: hukum berlaku karena sebab
hukumnya hadir dan dapat diidentifikasi secara jelas.133

Prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam teks-teks syariat maupun
praktik ijtihad para ulama klasik. Di antaranya adalah firman Allah
SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 tentang keharaman khamr dan
judi: "Dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."134

Ayat ini menunjukkan bahwa aspek “madharat yang lebih besar
daripada manfaat” adalah ‘illat dari keharaman, bukan sekadar bentuk
atau nama objek.
Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi SAW:
"Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram"
“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu
haram.”135

Hadis ini menjelaskan bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah efek
memabukkan, bukan substansi atau wujud zatnya. Dari sini lahirlah
kaidah: “Al-‘illah madār al-ḥukm wujūdan wa ‘adaman”.
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Artinya “keberadaan hukum tergantung pada ada atau tidaknya ‘illat.”136

Konsep al-ḥukmu bi wuqū‘ al-‘illah menjadi penting dalam bingkai
Maqashid Syari’ah karena prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam
dibangun di atas pertimbangan rasionalitas dan kemaslahatan, bukan
sekadar formalitas tekstual.137 Maqashid Syari’ah sebagai sistem yang
mengutamakan perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia
(agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), memberikan ruang bagi para
mujtahid untuk melakukan penyesuaian hukum ketika ‘illat sosial
berubah.138 Misalnya, jika suatu bentuk muamalah pada masa lalu
diharamkan karena menimbulkan riba dan eksploitasi, namun di masa
kini bentuk serupa telah diatur dengan mekanisme perlindungan yang
mencegah kemudaratan, maka hukum bisa berubah sesuai konteks
baru.139 Ini menunjukkan bagaimana ‘illat dalam maqashid bisa bersifat
dinamis, mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi
manusia.140

Salah satu contoh kontemporer yang bisa dijelaskan melalui prinsip ini
adalah penggunaan sistem keuangan syariah modern, seperti akad
murabahah dalam pembiayaan bank. Pada masa lalu, menjual barang
dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli bisa diperdebatkan
sebagai bentuk riba jika tidak ada pertukaran nilai tambah yang jelas.141

Namun, dengan hadirnya sistem manajemen risiko, keterbukaan
informasi, serta kesepakatan kedua pihak dalam akad jual beli, maka
‘illat yang dulunya menyebabkan ketidakadilan tidak lagi hadir. Oleh
karena itu, hukum yang dahulu dipahami sebagai larangan, dalam
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konteks sekarang berubah menjadi diperbolehkan, bahkan menjadi
solusi alternatif sistem keuangan yang etis.142 Ini merupakan
implementasi nyata dari al-ḥukmu bi wuqū‘ al-‘illah dalam bidang
ekonomi.
Demikian pula dalam hukum keluarga, termasuk dalam isu perkawinan
campuran, prinsip ini dapat digunakan untuk mengevaluasi regulasi
yang ada. Misalnya, pembatasan atau pelarangan terhadap kepemilikan
aset oleh pasangan WNA dalam perkawinan campuran pada awalnya
bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara atas tanah dan kekayaan
nasional.143 ‘Illat dari kebijakan tersebut adalah kekhawatiran terhadap
penguasaan asing atas aset strategis. Namun, jika pada kondisi tertentu
telah ada sistem hukum yang dapat menjamin perlindungan negara,
adanya pembatasan kepemilikan hanya pada hak pakai, serta
keterlibatan notaris dan pencatatan hukum yang ketat, maka ‘illat
semula menjadi hilang atau berkurang secara signifikan.144 Maka dari
itu, hukum yang semula bersifat melarang bisa saja direvisi menjadi
hukum yang lebih terbuka namun tetap hati-hati, selama maqashid-nya
tetap terjaga.145

Dalam teori maqashid, prinsip ini juga terkait erat dengan maslahah
mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam
nash, tetapi selaras dengan nilai-nilai umum syariat.146 Maslahah seperti
ini sering kali ditemukan dalam kondisi sosial kontemporer yang tidak
dikenal pada masa klasik. Maka, peran ‘illah sebagai indikator rasional
dari hukum menjadi penting untuk mengenali apakah hukum tertentu
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masih mendatangkan kemaslahatan atau justru membawa mudarat. Oleh
karena itu, pemahaman terhadap al-ḥukmu bi wuqū‘ al-‘illah tidak bisa
dilepaskan dari konteks sosial dan pendekatan maqashidi secara
menyeluruh.147 Penetapan hukum tidak cukup hanya merujuk pada teks,
tetapi juga harus memeriksa realitas faktual di lapangan.
Lebih lanjut, prinsip ini juga dapat dijadikan landasan bagi reformasi
hukum Islam (tajdīd al-fiqh), yakni upaya pembaruan ijtihad yang tetap
berpegang pada maqashid syariah.148 Dalam sejarahnya, hukum-hukum
Islam mengalami perkembangan sesuai zaman. Pada masa Khalifah
Umar bin Khattab, misalnya, ia pernah menangguhkan penerapan
hukum potong tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan yang
terjadi secara meluas.149 ‘Illat dari hukum potong tangan adalah
pencurian yang dilakukan dalam kondisi normal, bukan karena darurat.
Maka, ketika ‘illat tersebut tidak terpenuhi, hukum pun ditangguhkan.
Ini adalah contoh klasik dari penerapan prinsip al-ḥukmu bi wuqū‘ al-
‘illah, yang menunjukkan bahwa Islam memiliki kepekaan sosial dan
fleksibilitas hukum yang tinggi.
Dalam praktik peradilan, prinsip ini juga sangat penting untuk
diterapkan oleh hakim agar dapat memberikan putusan yang tidak hanya
legalistik, tetapi juga adil secara substansial.150 Hakim yang memahami
maqashid syariah dan prinsip ‘illah akan mampu menilai apakah suatu
hukum benar-benar relevan dengan situasi kasus yang dihadapi.
Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip ini bisa menyebabkan
ketidakadilan, karena menerapkan hukum secara kaku meskipun alasan
atau ‘illat-nya sudah tidak ada. Oleh karena itu, penguatan kapasitas
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hakim, legislator, dan akademisi hukum Islam dalam memahami teori
ini merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum Islam
yang kontekstual dan maslahat.151

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa prinsip al-ḥukmu bi wuqū‘ al-‘illah
dalam teori Maqashid Syari’ah bukan hanya sekadar kaidah ushul fiqh,
tetapi merupakan instrumen vital dalam menjembatani antara teks
hukum dan dinamika sosial. Dengan prinsip ini, hukum Islam memiliki
legitimasi ilmiah dan spiritual untuk berubah mengikuti realitas yang
berubah, selama tetap dalam orbit maqashid.152 Dengan demikian,
hukum Islam tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara
praktis dan manusiawi. Dalam konteks perkembangan masyarakat
modern yang kompleks dan cepat berubah, penerapan prinsip ini sangat
diperlukan agar hukum Islam tetap hidup, fungsional, dan membawa
rahmat bagi seluruh umat manusia.153

b. Teori Maqashid Syari’ah: Prinsip al-hukmu bi taghayyur az-zamān
wa al-makān wa al-‘ādah

Dalam khazanah hukum Islam, teori Maqashid Syari’ah tidak hanya
berfungsi sebagai kerangka nilai yang menjiwai seluruh hukum syariat,
tetapi juga menyediakan mekanisme dinamis yang memungkinkan
hukum bertransformasi sesuai dengan perubahan sosial dan kontekstual.
Salah satu prinsip kunci dalam dinamika hukum Islam yang berakar dari
Maqashid Syari’ah adalah al-ḥukmu bi taghayyur az-zamān wa al-
makān wa al-‘ādah, yang secara harfiah berarti “perubahan hukum
disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, dan kebiasaan masyarakat
(adat)”.154 Prinsip ini menyiratkan bahwa hukum Islam tidak berdiri
dalam ruang vakum, melainkan eksis dalam realitas sosial yang terus
berubah, dan oleh karenanya, hukum pun harus memiliki mekanisme
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responsif terhadap perubahan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa hukum
Islam bukan sistem yang kaku dan stagnan, melainkan fleksibel dan
kontekstual selama nilai-nilai maqashid tetap menjadi kompas
utamanya.155

Prinsip taghayyur az-zamān wa al-makān wa al-‘ādah memiliki dasar
historis dan teoritis yang kuat dalam praktik ijtihad para ulama. Salah
satu pernyataan terkenal yang menggambarkan prinsip ini berasal dari
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), seorang murid dari Ibn
Taymiyyah, yang menyatakan bahwa "Fatwa dapat berubah karena
perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan."156 Hal ini
menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui eksistensi konteks sebagai
variabel penting dalam proses istinbath (penggalian hukum). Sebuah
hukum yang sesuai pada masa tertentu bisa jadi tidak relevan lagi ketika
konteksnya berubah secara signifikan. Oleh karena itu, ijtihad yang
kontekstual merupakan keniscayaan dalam memastikan hukum tetap
selaras dengan maqashid: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.157

Pertama, taghayyur az-zamān (perubahan waktu) adalah pengakuan
bahwa perkembangan zaman membawa konsekuensi perubahan dalam
struktur sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.158 Banyak masalah
kontemporer yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti teknologi
digital, sistem perbankan modern, atau bioetika, memunculkan
persoalan hukum baru yang menuntut penyesuaian hukum Islam.
Misalnya, hukum seputar transaksi jual beli di era modern—dalam
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bentuk e-commerce, kripto, atau fintech—membutuhkan pendekatan
ijtihad baru karena sistem, risiko, dan cara kerja yang jauh berbeda dari
transaksi konvensional pada masa lalu. Jika ulama atau legislator Islam
tidak mengakomodasi perubahan waktu ini dalam penetapan hukum,
maka hukum bisa menjadi tidak aplikatif, bahkan kontraproduktif
terhadap kemaslahatan umat.159

Kedua, taghayyur al-makān (perubahan tempat) menyatakan bahwa
lokasi geografis dan lingkungan sosial turut mempengaruhi cara hukum
Islam dipraktikkan. Hukum Islam bersifat universal dalam prinsip,
namun partikular dalam implementasi.160 Misalnya, cara zakat
diterapkan di masyarakat agraris tentu berbeda dengan masyarakat
urban-industrial. Atau, dalam konteks negara minoritas Muslim, seperti
di Eropa, isu seperti akad nikah, pemakaman, dan keuangan syariah
menghadapi tantangan berbeda dibandingkan dengan negara mayoritas
Muslim. Perbedaan tempat menciptakan kebutuhan hukum yang juga
berbeda, sehingga prinsip taghayyur al-makān memungkinkan adanya
penyesuaian hukum secara geografis. Hal ini sesuai dengan maqashid
karena bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas umat Muslim
di berbagai penjuru dunia.161

Ketiga, taghayyur al-‘ādah (perubahan adat atau kebiasaan) adalah
pengakuan terhadap pentingnya budaya lokal dalam penerapan hukum
Islam. Dalam ushul fiqh dikenal kaidah “al-‘ādah muhakkamah” (adat
dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan
nash).162 Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak anti terhadap
budaya, justru menghormati keragaman praktik sosial selama nilai-
nilainya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam
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konteks ini, hukum Islam mampu bersinergi dengan sistem nilai lokal,
yang menjadi sarana penting dalam menjaga maqashid. Misalnya, dalam
penetapan mahar, adat suatu daerah bisa mempengaruhi bentuk atau
nilai mahar, dan ini sah-sah saja selama tidak melanggar prinsip keadilan
dan kerelaan kedua belah pihak.163

Penerapan prinsip taghayyur ini dapat dilihat dalam berbagai praktik
ulama klasik dan kontemporer. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin
Khattab menunda pemberlakuan hukum potong tangan terhadap pencuri
ketika terjadi paceklik yang meluas. Alasannya, karena kondisi darurat
telah mengubah konteks sosial yang menjadi basis penerapan hukum.
Dalam hal ini, Umar tidak mengingkari nash, tetapi memahami bahwa
maqashid dari hukum itu adalah menjaga harta dan mencegah
kezaliman.164 Maka, jika pemotongan tangan dalam situasi krisis justru
bertentangan dengan tujuan tersebut, maka penerapannya ditangguhkan.
Ini adalah bentuk nyata penerapan prinsip perubahan hukum karena
perubahan waktu dan keadaan.
Dalam konteks kekinian, prinsip ini sangat relevan untuk menganalisis
ulang berbagai kebijakan hukum Islam di negara-negara modern,
termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah dalam hal regulasi
perjanjian perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Pada masa
lalu, pembatasan terhadap hak kebendaan pasangan WNA dalam
perkawinan campuran mungkin didasarkan pada kekhawatiran terhadap
penguasaan asing terhadap aset bangsa.165 Namun, dengan adanya
perubahan sistem hukum, penguatan regulasi pertanahan, dan
pengawasan melalui notaris serta lembaga peradilan, kekhawatiran
tersebut dapat diminimalisasi.166 Maka, hukum yang sebelumnya
restriktif dapat dibuka ruang fleksibilitasnya, sepanjang tetap menjaga
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maqashid, yaitu perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan relasi
pernikahan.167 Dalam hal ini, konteks zaman dan tempat menjadi
penting sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum yang
responsif dan maslahat.
Lebih lanjut, dalam Maqashid Syari’ah, perubahan hukum tidak berarti
meninggalkan nash, tetapi membaca nash secara fungsional dan
kontekstual. Ini berarti memahami esensi dari nash sebagai sarana
pencapaian tujuan syariat.168 Para ahli maqashid menegaskan bahwa
teks wahyu tidak bisa dibaca secara terlepas dari konteks sosialnya.169

Dengan demikian, prinsip taghayyur menjadikan maqashid sebagai
parameter evaluatif: apakah hukum yang diterapkan masih mampu
mencapai tujuannya, atau justru menjadi penghalang bagi tercapainya
kemaslahatan. Jika kondisi sosial berubah sedemikian rupa sehingga
penerapan hukum lama justru menimbulkan madharat, maka wajib bagi
para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad ulang dengan
pendekatan maqashidi.170

Dalam realitas global hari ini, di mana perubahan sosial, teknologi, dan
pola hidup begitu cepat, prinsip taghayyur menjadi semakin vital.171

Banyak hukum fikih klasik yang perlu direkontekstualisasi agar tidak
kehilangan relevansi. Misalnya, isu-isu terkait transaksi digital, keluarga
lintas negara, waris internasional, atau bahkan bioetika dan teknologi
reproduksi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis teks,
tetapi juga berakar dalam maqashid dan disesuaikan dengan konteks
kekinian.172 Maka, para mujtahid dan lembaga fatwa perlu
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mengintegrasikan prinsip taghayyur ini dalam kerangka kerja ijtihad
mereka agar hukum Islam tetap fungsional dan membawa rahmat bagi
seluruh umat manusia.173

Dengan demikian, prinsip al-ḥukmu bi taghayyur az-zamān wa al-
makān wa al-‘ādah dalam teori Maqashid Syari’ah menjadi pilar penting
dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, progresif, dan
maslahat. Prinsip ini bukan ajakan untuk liberalisme hukum tanpa batas,
tetapi merupakan strategi syar’i untuk memastikan bahwa hukum tidak
kehilangan ruh kemaslahatannya di tengah perubahan zaman.174 Di
tangan ulama yang memahami maqashid dan konteks, prinsip ini akan
menjadi jembatan antara teks dan realitas, antara norma dan kebutuhan,
antara hukum dan kehidupan. Hukum Islam, dengan maqashid dan
prinsip taghayyur-nya, terbukti sebagai sistem yang hidup dan mampu
terus memberi jawaban atas problematika manusia lintas ruang dan
waktu.175

5. Cara Kerja Teori dalam Analisis
Cara kerja teori dalam penelitian ini dibangun untuk memastikan bahwa
proses analisis tidak hanya berhenti pada telaah normatif terhadap
peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menangkap
dinamika empiris yang muncul dalam praktik perkawinan campuran.
Teori digunakan sebagai instrumen kerja yang bergerak secara simultan
pada dua dimensi, yakni dimensi normatif dan dimensi sosiologis. Pada
dimensi normatif, teori hukum progresif dan teori living law menjadi
landasan untuk menilai sejauh mana pengaturan mengenai perjanjian
perkawinan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, UUPA, Putusan
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Mahkamah Konstitusi, maupun Kompilasi Hukum Islam, mampu
memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan WNI–WNA.
Dua teori ini bekerja dengan mengarahkan analisis pada aspek
efektivitas kaidah hukum, respons masyarakat, serta kemampuan hukum
positif dalam menampung kebutuhan substantif yang berkembang di
lapangan.
Pada saat yang sama, maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-
māl (perlindungan harta), digunakan sebagai kerangka nilai untuk
menilai harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Teori ini
bekerja dengan mengidentifikasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan
kesalingan yang seharusnya diakomodasi dalam pengaturan perjanjian
perkawinan, terutama dalam konteks pemisahan harta, kedudukan harta
bawaan, dan perlindungan hak pasangan WNI terhadap aset yang
menurut UUPA tidak dapat dimiliki oleh WNA. Melalui cara kerja ini,
maqāṣid berfungsi sebagai alat ukur normatif yang memandu upaya
integrasi dan rekonstruksi hukum.
Teori kemudian bekerja melalui mekanisme analisis sinkronisasi
vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal digunakan untuk menilai
konsistensi antara norma pada tingkat undang-undang dengan putusan
pengadilan dan peraturan pelaksana, sedangkan sinkronisasi horizontal
digunakan untuk mengkaji kesesuaian antar norma yang berada pada
level yang sama, misalnya antara pengaturan agraria, perkawinan,
kewarganegaraan, dan hukum keluarga Islam. Cara kerja sinkronisasi
ini memungkinkan penelitian memetakan titik-titik disharmoni serta
mengidentifikasi ruang bagi rekonstruksi hukum yang lebih
komprehensif.
Dalam dimensi empiris, teori bekerja melalui integrasi dengan teknik
analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, kategorisasi,
dan penarikan kesimpulan. Data putusan pengadilan, hasil wawancara,
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dan temuan lapangan dianalisis menggunakan lensa teori living law dan
maqāṣid al-syarī‘ah untuk melihat apakah praktik yang berlangsung
sejalan atau justru bertentangan dengan kerangka normatif yang ideal.
Dengan demikian, teori tidak hanya digunakan untuk menjelaskan atau
menggambarkan fenomena, tetapi juga berfungsi sebagai alat verifikasi
dan validasi terhadap data empiris.
Secara keseluruhan, cara kerja teori dalam penelitian ini bergerak secara
integratif untuk menjembatani perbedaan dan potensi konflik antara
hukum nasional dan hukum Islam. Pendekatan teoritik ini memastikan
bahwa rekomendasi rekonstruksi yuridis yang disusun tidak hanya
memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga relevan dan aplikatif
dalam menjawab persoalan-persoalan praktis yang dihadapi pasangan
dalam perkawinan campuran.

F. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan

metode yuridis normatif, yuridis empiris, serta konseptual-komparatif. Pemilihan
pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis perjanjian
perkawinan campuran secara komprehensif dari sisi teori, norma hukum positif,
serta praktik dan implementasinya dalam sistem peradilan. Untuk menjawab
masing-masing rumusan masalah, metode yang digunakan dijabarkan sebagai
berikut:

Pertama, untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan
hukum terkait perjanjian perkawinan campuran dalam perundang-undangan
Indonesia dan hukum keluarga Islam, digunakan pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan ini menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan176, Undang-Undang Pokok Agraria177, Peraturan Mahkamah Agung,
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serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)178. Selain itu, dilakukan kajian terhadap
sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur’an, hadis, dan literatur fikih klasik
maupun kontemporer yang relevan.179

Kedua, untuk menjawab rumusan masalah tentang implikasi yuridis
perjanjian perkawinan campuran terhadap hak kebendaan dalam praktik hukum di
Indonesia, digunakan pendekatan yuridis empiris. Namun, pendekatan ini dibatasi
pada studi terhadap dokumen hukum berupa putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi180, Mahkamah Agung181, dan Pengadilan Negeri yang relevan182.
Melalui analisis terhadap putusan-putusan tersebut, ditelusuri bagaimana ketentuan
hukum diterapkan dalam praktik serta sejauh mana keberadaan perjanjian
perkawinan campuran memengaruhi pengakuan dan perlindungan hak kebendaan
pasangan suami istri.

Ketiga, untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana model
normatif implementasi yang ideal dan relevan secara teoritis maupun praktis untuk
perjanjian perkawinan campuran, digunakan pendekatan konseptual dan
komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan merumuskan model ideal yang
selaras dengan Fprinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-
undangan nasional, berdasarkan teori hukum progresif183, living law184, dan
maqashid syari’ah185. Perbandingan juga dilakukan antara prinsip-prinsip hukum
Islam dan hukum nasional untuk menyusun alternatif solusi normatif yang lebih
integratif dan responsif terhadap pluralitas hukum di Indonesia.



49

Dalam penelitian ini, integrasi dua perspektif hukum, yakni hukum nasional
dan hukum Islam dilakukan secara sistematis melalui pendekatan normatif dan
sosiologis. Perspektif hukum nasional dianalisis melalui peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan praktik pencatatan perjanjian perkawinan.
Sementara itu, perspektif hukum Islam dikaji dengan pendekatan ushul fiqh dan
maqashid syariah guna memahami kedudukan perjanjian dalam sistem hukum
keluarga Islam. Integrasi antara keduanya tidak hanya dilakukan pada tingkat
perbandingan normatif, tetapi juga dalam menganalisis praktik sosial dan implikasi
hukumnya secara holistik. Dengan demikian, metode analisis yang digunakan tidak
hanya bersifat deskriptif-normatif, tetapi juga bersifat evaluatif dan kritis dalam
melihat kesenjangan maupun titik temu antara dua sistem hukum tersebut dalam
konteks hak kebendaan pasangan dalam perkawinan campuran.

1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.
Data primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang
relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, serta Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Selain itu, putusan pengadilan dari Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung, dan Pengadilan Negeri yang membahas perjanjian
perkawinan campuran dan hak kebendaan menjadi bahan utama untuk
mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik. Putusan-putusan
tersebut dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan
substansi masing-masing rumusan masalah.
Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku-buku hukum, artikel
jurnal, karya ilmiah terdahulu, serta fatwa dan pendapat ulama
mengenai perjanjian perkawinan dalam Islam. Literatur tersebut
digunakan untuk memperkuat analisis teoritik serta menjembatani
antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama
dalam perumusan model implementasi normatif yang integratif.
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2. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) yang mencakup penelusuran dokumen hukum, literatur
akademik, dan sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer. Selain
itu, digunakan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan
mengkaji putusan-putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis
empiris dalam menjawab rumusan masalah kedua.

3. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif–empiris, yang
memungkinkan peneliti mengkaji perjanjian perkawinan campuran
secara menyeluruh melalui dua perspektif: pertama, analisis terhadap
norma-norma hukum positif dan hukum Islam yang mengatur harta
dalam perkawinan campuran; dan kedua, analisis terhadap kenyataan
sosial, praktik peradilan, serta implementasi regulasi dalam kehidupan
masyarakat. Pendekatan normatif berfungsi untuk menelaah peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, KUH Perdata, UUPA, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta berbagai regulasi teknis
terkait pencatatan perkawinan. Pada saat yang sama, kerangka hukum
Islam dikaji melalui prinsip-prinsip Maqasid Syariah, kaidah fikih
munākahāt, serta pendapat ulama mengenai perjanjian dalam akad
nikah. Analisis normatif ini diarahkan untuk mengidentifikasi
keselarasan maupun disharmoni antara kedua sistem hukum, sekaligus
memetakan ruang kosong regulatif yang menyebabkan ketidakpastian
hukum dalam perjanjian perkawinan campuran.
Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menangkap
bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial dan
putusan pengadilan. Penelitian ini memanfaatkan data putusan dari
Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Mahkamah
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Agung yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, pembatalan atau
pengesahan perjanjian perkawinan, serta perkara penetapan status aset
dalam perkawinan campuran. Analisis putusan ini dilakukan melalui
penelaahan atas pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi), dasar
hukum yang digunakan, konsistensi antarputusan, serta implikasi
yuridisnya terhadap kepemilikan aset oleh pasangan WNI–WNA.
Pendekatan empiris juga mencakup telaah laporan resmi Badan
Peradilan Agama, Kementerian Agama, Kemendagri, dan lembaga
terkait, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai kecenderungan
kasus dan hambatan administratif dalam implementasi perjanjian
perkawinan.
Untuk mengorganisasi data empiris tersebut, penelitian ini
menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman, yang
meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada
tahap reduksi data, berbagai putusan pengadilan dan dokumen kebijakan
diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan tema-tema hukum seperti
validitas perjanjian, konflik norma agraria, dan pemisahan harta. Tahap
penyajian data dilakukan dengan menyusun matriks pola pertimbangan
hakim, membuat komparasi antara putusan satu dengan yang lain, serta
menampilkan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Tahap
terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat iteratif, yaitu
melalui verifikasi berulang agar temuan empiris benar-benar
mencerminkan pola umum yang dapat dipertanggungjawabkan secara
akademik.
Integrasi antara analisis normatif dan empiris dalam penelitian ini tidak
hanya dilakukan pada level teknik, tetapi juga pada level teoritik.
Penelitian ini menggabungkan kerangka Maqasid Syariah dengan
perspektif Sosiologi Hukum untuk menilai kesesuaian antara tujuan
ideal hukum dan implementasinya dalam masyarakat. Maqasid Syariah
digunakan sebagai standar normatif yang menekankan perlindungan



52

harta (ḥifẓ al-māl), kemaslahatan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini
kemudian diuji melalui perspektif sosiologi hukum untuk melihat
apakah tujuan syariah tersebut benar-benar tercapai dalam praktik, atau
justru terhambat oleh persepsi masyarakat, ketidaktahuan pasangan,
lemahnya pemahaman aparat, serta rigiditas birokrasi. Dengan
demikian, integrasi kedua pendekatan menghasilkan analisis yang lebih
mendalam: Maqasid Syariah berfungsi sebagai normative ideal,
sedangkan sosiologi hukum berperan sebagai empirical reality, dan
pertemuan keduanya menjadi dasar bagi rekonstruksi model yuridis
yang ditawarkan penelitian ini.
Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan secara
sistematis untuk menggali bagaimana hakim menafsirkan peraturan
yang tumpang tindih, khususnya terkait pembatasan kepemilikan tanah
bagi WNA, kedudukan harta bersama, dan keabsahan perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah akad. Pertimbangan hakim tersebut
menjadi basis untuk menilai efektivitas regulasi, sekaligus bahan
penting dalam merumuskan model harmonisasi hukum yang lebih ideal.
Dengan membaca pola argumentasi peradilan, penelitian ini mampu
menunjukkan secara konkret di mana letak konfliknya, bagaimana
aparat menafsirkan aturan, dan apa implikasi normatifnya bagi
perlindungan hak kebendaan pasangan dalam perkawinan campuran.
Dengan pendekatan normatif empiris yang diintegrasikan melalui
kerangka Maqasid Syariah dan sosiologi hukum, serta teknik analisis
Miles dan Huberman, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang
utuh mengenai problem perjanjian perkawinan campuran baik dalam
tataran norma, praktik sosial, maupun putusan peradilan. Keseluruhan
metodologi ini sekaligus menjadi pijakan bagi penyusunan model
rekonstruksi yuridis yang ideal dan harmonis antara hukum nasional
dan hukum Islam.
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4. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam disertasi ini disusun untuk memastikan
alur pemikiran yang logis dan koheren antara satu bagian dengan bagian
lainnya. Bab I Pendahuluan memegang peran penting dalam
memberikan dasar dan latar belakang mengapa penelitian ini perlu
dilakukan, terutama terkait permasalahan hukum dalam perkawinan
campuran yang menyangkut hak kebendaan. Melalui latar belakang
masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, bagian ini berfungsi
untuk menyusun kerangka pemikiran yang akan dikembangkan lebih
lanjut di dalam bab-bab selanjutnya. Penyusunan bagian pendahuluan
ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh
mengenai urgensi serta relevansi penelitian ini dalam konteks hukum
perdata di Indonesia.
Selanjutnya, Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka disusun untuk
membahas landasan teoritis dan kerangka hukum yang mendasari
penelitian ini. Pemilihan teori dan literatur yang dibahas bukan hanya
untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai perkawinan dan
perjanjian pra-nikah, tetapi juga untuk menunjukkan celah-celah hukum
yang ada dalam regulasi yang berlaku. Bagian ini penting karena
membangun argumen yang solid dan mengaitkannya dengan konteks
hukum yang relevan, yang pada akhirnya mendukung tujuan penelitian.
Koherensi antara teori yang dibahas dengan penelitian ini akan sangat
membantu pembaca memahami mengapa isu ini layak untuk diteliti
lebih lanjut.
Bab III Metodologi Penelitian kemudian menguraikan metode yang
digunakan dalam penelitian ini, sekaligus menjelaskan alasan di balik
pemilihan pendekatan tersebut. Penjelasan ini penting karena
menunjukkan konsistensi antara metode yang digunakan dan tujuan
penelitian. Metode yang dipilih berperan dalam menjawab pertanyaan
penelitian secara sistematis dan tepat, serta menunjukkan bagaimana
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data dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab masalah yang
diangkat. Dengan demikian, pembaca dapat memahami logika dari
langkah-langkah yang diambil selama proses penelitian.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan disusun untuk
menghubungkan data yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Bagian
ini menguraikan hasil analisis terkait ketentuan hukum perjanjian pra-
nikah dan pengaruhnya terhadap hak kebendaan dalam perkawinan
campuran. Penekanan diberikan pada bagaimana hasil penelitian ini
menjawab pertanyaan utama yang diajukan di awal disertasi, serta
bagaimana temuan-temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan
teori dan praktik hukum. Bab ini juga berfungsi untuk menunjukkan
keterkaitan antara teori dan temuan empiris, sehingga memberikan
landasan yang kuat bagi kesimpulan yang akan diambil.
Akhirnya, Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi menyajikan
rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Bagian ini
tidak hanya berfungsi untuk merangkum hasil penelitian, tetapi juga
untuk memberikan rekomendasi yang didasarkan pada temuan
penelitian. Rekomendasi ini diarahkan untuk memberikan masukan
bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengenai perlunya
penyesuaian atau perbaikan dalam regulasi terkait perjanjian pra-nikah
dan hak kebendaan. Dengan demikian, kesimpulan yang disajikan di
sini tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga memberikan
kontribusi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia.
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G. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang fundamental dalam kehidupan
manusia dan memiliki makna yang luas baik dalam perspektif bahasa,
agama, maupun hukum. Secara etimologis, kata "perkawinan" berasal
dari kata "kawin," yang dalam bahasa berarti membentuk keluarga
dengan lawan jenis serta melakukan hubungan suami istri.186 Dalam
ajaran Islam, perkawinan berasal dari istilah an-nikah, yang secara
bahasa bermakna menyatukan, mengumpulkan, serta melakukan
hubungan suami istri (wathi’).187 Perkawinan tidak sekadar penyatuan
dua individu, melainkan juga merupakan bentuk perjanjian yang sakral
dalam tatanan kehidupan sosial.
Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari
sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan,
maupun tumbuhan.188 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-
Qur'an yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan,
sebagaimana tertulis dalam Surah Az-Zariyat ayat 49:
"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingat kebesaran Allah." (QS. Az-Zariyat: 49)
Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sebatas ikatan sosial, tetapi
juga merupakan ketetapan ilahi yang berfungsi untuk menjaga
keseimbangan kehidupan. Dalam konteks manusia, perkawinan
berperan penting dalam menjaga keberlangsungan generasi serta
membangun kehidupan yang teratur dan bermartabat. Tanpa adanya
ikatan perkawinan yang sah, manusia akan kehilangan tatanan moral
dan sosial, sehingga dapat mengarah pada perbuatan zina yang berakibat
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pada kehancuran nilai-nilai peradaban.189 Oleh sebab itu, Islam
menekankan pentingnya perkawinan sebagai sarana untuk menjaga
kesucian dan martabat manusia.
Selain menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan, perkawinan dalam
Islam juga dipandang sebagai ikatan yang suci (mitsaqan ghalizha),
yakni sebuah perjanjian yang mengandung tanggung jawab besar di
hadapan Allah dan masyarakat.190 Tujuan utama dari perkawinan adalah
untuk membangun keluarga yang sakinah, penuh ketenteraman, cinta,
dan kasih sayang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21)
Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas hubungan
biologis, tetapi juga memiliki dimensi emosional dan spiritual yang
bertujuan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.
Selain dalam perspektif agama, perkawinan juga memiliki dimensi legal
yang diatur oleh hukum negara. Dalam sistem hukum di berbagai
negara, termasuk Indonesia, perkawinan diakui sebagai institusi hukum
yang mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri serta
keturunannya.191 Dalam konteks hukum Islam, perkawinan baru
dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan,
seperti adanya ijab qabul, wali, saksi, serta mahar.192 Namun, dalam
sistem hukum modern, legalitas perkawinan juga harus memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Di Indonesia, misalnya,
perkawinan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sahnya
perkawinan baik dari segi agama maupun hukum negara.193

Dengan adanya aturan ini, perkawinan tidak hanya memiliki validitas
agama tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengatur hak dan
kewajiban suami istri, pembagian harta, serta perlindungan hukum bagi
anak-anak yang dilahirkan.194 Oleh karena itu, pemahaman terhadap
aspek hukum dalam perkawinan menjadi penting agar tujuan
perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan sosial, tetapi
juga terlindungi dalam ranah hukum yang lebih luas.
Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara laki-laki dan
perempuan, tetapi merupakan mitsaqan ghalizha (perjanjian suci) yang
mengikat kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah
tangga yang harmonis.195 Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk
menyatukan dua insan dalam ikatan emosional dan fisik, tetapi juga
merupakan perwujudan dari sunnatullah yang mengatur kelangsungan
hidup manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 1:
"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan
pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS.
An-Nisa: 1).
Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan adalah instrumen utama dalam
menjaga keturunan dan peradaban manusia. Selain itu, perkawinan juga
memiliki dimensi sosial dan hukum yang harus diperhatikan agar tidak
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan
memahami perkawinan dari berbagai aspek, baik dalam perspektif
agama maupun hukum negara, diharapkan pasangan yang menikah
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dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai
dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan.
Islam menetapkan beberapa tujuan utama dalam pernikahan yang tidak
hanya mencakup aspek biologis tetapi juga mencakup aspek spiritual
dan sosial. Menurut para ulama, tujuan utama perkawinan dalam Islam
meliputi:
c. Melanjutkan Keturunan

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah mendapatkan keturunan
yang sah dan melanjutkan garis keturunan yang diberkahi oleh Allah.
Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah dengan wanita yang
penyayang dan subur karena sesungguhnya aku berbangga dengan
banyaknya umatku pada hari kiamat."196 Dalam Islam, keberlangsungan
keturunan menjadi bagian penting dari keberlanjutan kehidupan
manusia yang sesuai dengan syariat.
d. Memenuhi Kebutuhan Biologis dan Emosional

Islam mengakui bahwa manusia memiliki naluri dan syahwat yang
perlu disalurkan dengan cara yang halal. Perkawinan menjadi jalan
yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menumpahkan kasih
sayang dalam ikatan yang halal.197 Selain itu, ikatan pernikahan
menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang
merupakan faktor penting dalam kesejahteraan psikologis individu.
e. Menjaga Diri dari Maksiat

Salah satu hikmah perkawinan dalam Islam adalah sebagai
perlindungan dari perbuatan zina dan segala bentuk penyimpangan
seksual. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda! Barang siapa
di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena
itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."198
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Dengan menikah, seseorang lebih mampu mengontrol hawa nafsu dan
menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama.
d. Membangun Tanggung Jawab dan Kehidupan yang Stabil

Pernikahan mengajarkan tanggung jawab kepada pasangan suami
istri dalam menjalankan peran masing-masing. Suami bertanggung
jawab memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri
bertanggung jawab menjaga rumah tangga serta mendidik anak-anak
dengan nilai-nilai Islam. Islam menekankan bahwa keluarga yang kuat
akan melahirkan masyarakat yang kuat.199

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila mampu memenuhi dua
kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah.
Kebutuhan jasmaniah mencakup aspek-aspek material seperti sandang,
pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai bagi anggota
keluarga. Sementara itu, kebutuhan rohaniah mencakup aspek spiritual
dan psikologis, seperti ketenangan batin, kasih sayang, serta keberkahan
dalam kehidupan berumah tangga.200

Dalam Islam, kebahagiaan rumah tangga tidak hanya diukur dari
kesejahteraan materi, tetapi juga dari keharmonisan hubungan suami
istri yang didasarkan pada rasa saling menghormati, pengertian, dan
ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, pasangan yang menikah
hendaknya membangun rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip
Islam agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan
akhirat.

Pengertian perkawinan antara lain terdapat di dalam peraturan
perundang- undangan sebagai berikut:

a. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
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Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan
hukum, tetapi juga memiliki aspek spiritual dan sosial yang mendalam.
Undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa perkawinan idealnya
berlangsung seumur hidup, sehingga pasangan suami istri diharapkan
mampu mempertahankan rumah tangga mereka dengan komitmen yang
kuat. Perceraian dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat
dilakukan dengan mudah, melainkan memerlukan syarat-syarat tertentu
dan harus menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada jalan lain untuk
menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Selain itu, dalam
kehidupan perkawinan, suami dan istri tidak hanya menjalankan peran
masing-masing, tetapi juga saling membantu dalam mengembangkan
diri, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun sosial, guna
mencapai kesejahteraan bersama.201

Kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai jika kebutuhan pokok baik
secara jasmaniah maupun rohaniah terpenuhi. Kebutuhan jasmaniah
meliputi aspek-aspek fundamental seperti sandang, pangan, papan,
kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Pemenuhan kebutuhan ini
sangat penting dalam membangun kesejahteraan keluarga, sebagaimana
dijelaskan dalam kajian sosiologi keluarga bahwa kesejahteraan
ekonomi dan akses terhadap layanan dasar merupakan indikator utama
dalam menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis.202 Sementara
itu, kebutuhan rohaniah mencakup keharmonisan emosional,
kebersamaan, serta keberadaan anak sebagai bagian dari keluarga yang
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berasal dari darah daging sendiri. Anak sering kali menjadi faktor
penting dalam memperkokoh hubungan suami istri karena kehadirannya
memberikan makna dan nilai tambah dalam kehidupan rumah tangga.
Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara
suami dan istri, tetapi juga tentang bagaimana mereka membangun
keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan memenuhi segala aspek
kebutuhan baik secara fisik maupun spiritual.203

b. Perkawinan menurut Hukum Keluarga Islam
Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran
krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah institusi,
perkawinan tidak hanya berfungsi untuk mengesahkan hubungan antara
laki-laki dan perempuan dalam ikatan hukum, tetapi juga menjadi
fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang sah di mata hukum
dan agama. Menurut Prawirohamidjojo, perkawinan dapat dimaknai
sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang
dikukuhkan secara formal melalui ketentuan undang-undang serta,
dalam banyak kasus, memiliki unsur religius yang kuat.204 Sejalan
dengan itu, Subekti menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu
pertalian hukum yang sah antara laki-laki dan perempuan yang
dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka waktu yang lama.205

Dalam perspektif hukum, konsep perkawinan mengalami variasi
pemahaman tergantung pada sistem hukum yang dianut. Dalam hukum
perdata Barat, perkawinan lebih ditekankan pada aspek perikatan
hukum antara kedua belah pihak. Sementara itu, dalam hukum Islam,
perkawinan atau yang dikenal dengan istilah nikah, didefinisikan
sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan
perempuan dalam sebuah hubungan yang sah guna menghalalkan
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hubungan suami istri. Pernikahan dalam Islam juga harus didasarkan
pada prinsip saling ridha dan dilakukan dengan tujuan menciptakan
hubungan yang harmonis dalam bingkai kasih sayang dan ketentraman,
sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.206

Pendapat para ulama dalam mendefinisikan perkawinan pun beragam.
Ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang
bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan atas manfaat hubungan
suami istri, di mana seorang laki-laki memperoleh hak untuk menikmati
istrinya dengan cara yang sah.207 Di sisi lain, ulama dari mazhab
Syafi’iyah memandang pernikahan sebagai akad yang menggunakan
lafaz nikah atau zauj, yang mengandung makna kepemilikan terhadap
pasangan dalam rangka mendapatkan manfaat dari hubungan
pernikahan.208

Mazhab Malikiyah menekankan bahwa pernikahan merupakan akad
yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan tanpa
adanya keharusan membayar harga tertentu sebagaimana dalam
transaksi jual beli.209 Sementara itu, mazhab Hanabilah mendefinisikan
pernikahan sebagai akad yang menggunakan lafaz inkah atau tazwij
dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan antara pasangan suami
istri.210 Konsep kepemilikan yang terkandung dalam akad nikah ini
menegaskan bahwa suami istri memiliki hak untuk saling memperoleh
manfaat dalam ikatan pernikahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk
membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh kasih sayang
sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah211.



63

212 Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 21
213 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)
214 Al-Qur’an, Surah Ar-Rum: 21

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan sebuah akad yang mengikat
calon suami dan istri dalam sebuah hubungan yang sah berdasarkan
syariah. Melalui akad ini, keduanya diperbolehkan untuk hidup bersama
sebagai suami istri dalam koridor yang telah ditetapkan oleh hukum
Islam. Islam memberikan kedudukan yang tinggi terhadap ikatan
perkawinan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an sebagai miitsaaqan
ghalizha atau janji yang kokoh.212 Hal ini menunjukkan bahwa
perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa, tetapi merupakan ikatan
suci yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memenuhi
syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
Hukum Islam memberikan perhatian mendalam terhadap pengaruh
perkawinan dalam kehidupan individu, rumah tangga, serta masyarakat
secara luas. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memandang perkawinan
sebagai sekadar akad atau transaksi hukum yang cukup diselesaikan
dengan ijab qabul serta kehadiran saksi. Lebih dari itu, perkawinan
diposisikan sebagai suatu mitsaq, yakni perjanjian yang harus tertanam
dalam hati dan jiwa pasangan suami istri, serta disertai dengan tanggung
jawab besar untuk menjaga dan memenuhinya sepanjang kehidupan
rumah tangga.213 Allah menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa
perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan perjanjian yang sukar
untuk dibuka begitu saja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.214

Makna mendalam yang terkandung dalam perkawinan menjadikannya
sebagai institusi yang memiliki berbagai tujuan penting dalam
kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya
bertujuan untuk menyatukan dua insan dalam ikatan sah, tetapi juga
memiliki fungsi utama dalam melanjutkan keturunan, menyalurkan
kasih sayang serta memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara
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yang halal, menjaga diri dari perbuatan maksiat, serta menumbuhkan
kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.215

Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar hubungan kontraktual
antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah
dalam menaati perintah Allah dan Rasul-Nya.
Akad perkawinan dalam Islam memiliki konsekuensi hukum yang
signifikan. Akad ini tidak hanya bertujuan untuk menghalalkan
hubungan suami istri, tetapi juga menetapkan hak dan kewajiban
masing-masing pasangan dalam ikatan rumah tangga. Seorang laki-laki
dan perempuan yang bukan mahram harus terlebih dahulu
melangsungkan akad nikah sebelum dapat hidup bersama sebagai suami
istri secara sah.216 Pelaksanaan akad ini harus memenuhi ketentuan
syariat agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika suatu akad nikah
tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka akad
tersebut dianggap tidak sah dan harus dicegah atau bahkan dibatalkan
jika sudah terlanjur dilaksanakan.217 Oleh karena itu, akad perkawinan
bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan sebuah perbuatan
hukum yang memiliki dampak besar bagi kehidupan pasangan suami
istri dan masyarakat secara luas.

2. Syarat-syarat Perkawinan
Perkawinan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menetapkan
bahwa agar suatu perkawinan dapat dilangsungkan, terdapat sejumlah
ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah adanya
persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa
perkawinan dalam sistem hukum Indonesia harus didasarkan pada asas
kebebasan dan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan atau tekanan
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dari pihak lain.218 Selain itu, bagi calon mempelai yang belum mencapai
usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap individu yang dianggap belum cukup
matang dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan.219

Lebih lanjut, dalam situasi di mana salah satu orang tua telah meninggal
dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka izin dapat
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang secara hukum
dianggap memiliki wewenang untuk memberikan izin.220 Apabila kedua
orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat memberikan izin,
maka tanggung jawab tersebut beralih kepada wali atau keluarga yang
memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.221

Namun, dalam hal terjadi perbedaan pendapat terkait pemberian izin,
pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan keputusan setelah
mendengarkan berbagai pihak yang terkait dalam perkara tersebut.222

Selain memenuhi ketentuan terkait persetujuan dan perizinan, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur sejumlah larangan
perkawinan yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan
hukum dalam masyarakat. Larangan tersebut mencakup perkawinan
yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, hubungan darah dalam garis
keturunan menyamping, serta hubungan darah semenda seperti antara
mertua dan menantu, anak tiri dan orang tua tiri.223 Di samping itu,
perkawinan juga dilarang apabila bertentangan dengan ketentuan agama
atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia.224

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, syarat perkawinan dibagi
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menjadi dua kategori utama, yaitu syarat materiil dan syarat formil.
Syarat materiil merujuk pada persyaratan mendasar yang berkaitan
dengan kondisi pribadi calon mempelai, termasuk status perkawinan
mereka yang harus dalam keadaan tidak terikat dengan pernikahan lain,
kecuali dalam hal poligami yang diizinkan oleh hukum.225 Selain itu,
calon mempelai juga harus memenuhi batas usia minimum yang
ditetapkan dalam undang-undang, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 15
tahun bagi perempuan.226 Wanita yang sebelumnya telah menikah tidak
diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan baru sebelum
melewati masa tunggu atau iddah selama 300 hari setelah perceraian
atau kematian suami.227

Di sisi lain, syarat formil dalam perkawinan mengacu pada prosedur
administratif dan hukum yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat
dinyatakan sah menurut hukum negara. Persyaratan ini mencakup
ketentuan mengenai persetujuan calon mempelai, izin orang tua bagi
mereka yang belum berusia 21 tahun, serta mekanisme pemberian izin
oleh wali atau pengadilan dalam situasi tertentu.228 Ketentuan ini
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang
dilangsungkan memiliki dasar hukum yang kuat dan menghindari
potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan adanya regulasi
yang jelas mengenai syarat materiil dan formil dalam perkawinan,
diharapkan bahwa setiap pernikahan yang terjadi di Indonesia dapat
berlangsung dalam koridor hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan serta perlindungan bagi setiap individu yang terlibat.229

Hukum perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) mengandung beberapa asas mendasar yang harus
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dipatuhi dalam penyelenggaraannya. Salah satu prinsip utama dalam
sistem hukum perdata adalah asas monogami, yang menetapkan bahwa
seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan sebaliknya,
seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Sistem
hukum perdata secara tegas melarang praktik poligami, yang berbeda
dengan hukum Islam yang masih memberikan ruang bagi praktik
tersebut dalam kondisi tertentu.230 Selain itu, hukum perkawinan dalam
KUH Perdata menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan di
hadapan Kantor Catatan Sipil, yang berarti hanya perkawinan yang
dicatat secara resmi dalam administrasi negara yang diakui sebagai sah
dalam hubungan hukum perdata.231

Dalam perspektif hukum keluarga, perkawinan dipandang sebagai
perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki
implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban keduanya sebagai suami
istri.232 Oleh karena itu, agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah,
maka harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
Selain itu, hukum perkawinan juga mengatur bahwa perceraian hanya
dapat terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga
tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah.233 Dalam
konteks hukum perdata, perkawinan tidak hanya berdampak pada
hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan
konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga,
termasuk pertalian darah antara orang tua dan anak yang lahir dari
perkawinan tersebut.234 Lebih lanjut, perkawinan juga berdampak pada
pembagian harta kekayaan, di mana hukum perdata mengatur
bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam mengelola aset bersama
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selama perkawinan berlangsung.235

Selain prinsip-prinsip yang diatur dalam KUH Perdata, hukum Islam
dan peraturan perundang-undangan Indonesia juga memiliki ketentuan
tersendiri terkait keabsahan perkawinan. Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa syarat
yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah. Salah
satu syarat utama adalah persetujuan dari kedua calon mempelai,
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan bahwa
suatu pernikahan harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah
pihak tanpa adanya unsur paksaan.236 Selain itu, bagi calon pengantin
yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang
tua, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi
individu yang masih tergolong belum dewasa dalam mengambil
keputusan pernikahan.237

Dalam kondisi di mana salah satu orang tua telah meninggal dunia atau
tidak dapat memberikan persetujuan, maka izin dapat diberikan oleh
orang tua yang masih hidup atau yang memiliki kewenangan untuk
menyatakan kehendaknya.238 Jika kedua orang tua telah meninggal
dunia atau tidak mampu memberikan izin, maka kewajiban tersebut
beralih kepada wali atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam
garis keturunan lurus ke atas.239 Namun, apabila terjadi perbedaan
pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kewenangan memberikan
izin, maka pengadilan dapat memutuskan persetujuan perkawinan
setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.240

Selain syarat sahnya perkawinan, undang-undang juga mengatur
larangan perkawinan yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang
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ingin menikah. Salah satu bentuk larangan yang diatur dalam Pasal 8
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah larangan perkawinan
antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan
langsung ke atas maupun ke bawah, seperti antara orang tua dan anak.241

Selain itu, undang-undang juga melarang perkawinan antara individu
yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping,
misalnya antara saudara kandung.242 Larangan lainnya mencakup
perkawinan dalam hubungan darah semenda, seperti antara mertua dan
menantu, anak tiri dan orang tua tiri, serta hubungan-hubungan lain
yang dianggap tidak sah menurut hukum agama maupun peraturan yang
berlaku.243 Dengan adanya ketentuan ini, hukum Indonesia berupaya
menjaga keteraturan dalam hubungan sosial serta mencegah perkawinan
yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan sosial di
masyarakat.
Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas mengenai syarat sahnya
suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
(KHI), terdapat lima unsur utama yang harus dipenuhi agar perkawinan
dapat dinyatakan sah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua
orang saksi, serta ijab dan kabul.244 Unsur-unsur ini merupakan bagian
fundamental dari akad nikah yang tidak dapat diabaikan, karena tanpa
salah satu dari komponen tersebut, maka perkawinan dianggap tidak
sah menurut hukum Islam.
Selanjutnya, dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, terdapat
ketentuan khusus mengenai usia calon mempelai, yang bertujuan untuk
menjamin kemashlahatan keluarga. Berdasarkan peraturan tersebut,
seorang calon suami harus berusia minimal 18 tahun, sedangkan calon
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istri harus berusia minimal 16 tahun.245 Ketentuan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa kedua calon mempelai telah memiliki kematangan
fisik dan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Namun, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia yang
ditetapkan dalam Pasal 15, pernikahan masih dapat dilakukan dengan
syarat memperoleh izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.246 Artinya, calon mempelai yang belum
mencapai batas usia yang telah ditentukan harus mendapatkan izin dari
orang tua atau wali, dan dalam kondisi tertentu, jika terjadi perbedaan
pendapat, maka pengadilan dapat memberikan keputusan terkait izin
perkawinan.247

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di
Indonesia memiliki pendekatan yang saling melengkapi dalam
mengatur persyaratan usia pernikahan, dengan tujuan untuk melindungi
hak-hak calon mempelai serta memastikan bahwa pernikahan
dilangsungkan dalam kondisi yang ideal bagi keberlangsungan rumah
tangga.

3. Tujuan Perkawinan
Perkawinan merupakan sebuah institusi yang memiliki nilai
fundamental dalam kehidupan manusia. Tujuan utama dari perkawinan
adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk
keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Dalam ajaran Islam,
perkawinan bukan sekadar ikatan hukum antara seorang laki-laki dan
perempuan, tetapi juga merupakan perintah agama yang memiliki
dimensi spiritual dan sosial. Perkawinan bukan hanya sekadar akad,
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tetapi juga mitsaqan ghalizhan, yaitu ikatan perjanjian yang kuat yang
harus dijaga oleh suami istri untuk membangun kehidupan yang penuh
ketenangan dan keberkahan.
Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rohman
Ghozali, tujuan perkawinan meliputi beberapa aspek penting, di
antaranya adalah memperoleh dan melangsungkan keturunan,
menyalurkan syahwat dan kasih sayang secara halal, menjaga diri dari
perbuatan maksiat dan kerusakan moral, menumbuhkan tanggung
jawab dalam menerima hak dan kewajiban, serta membangun rumah
tangga yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang. Hal ini
menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun
kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kesejahteraan.248

Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan
adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini
menekankan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek duniawi,
tetapi juga memiliki nilai ketuhanan yang harus dijaga oleh setiap
pasangan suami istri. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya
merupakan kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga
merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung
jawab dan kesadaran spiritual.249

Pendapat lain dikemukakan oleh Mahmud Yunus, yang menyatakan
bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menjalankan
perintah Allah serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.
Dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, seseorang
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dapat mencapai kebahagiaan, baik secara lahir maupun batin. Selain
itu, Islam juga menekankan bahwa perkawinan bertujuan untuk
mencegah perzinahan, sehingga dapat menciptakan ketenangan jiwa
bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Perkawinan yang dijalankan
dengan niat yang benar akan membawa keberkahan dan menjadi sarana
bagi pasangan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran
Islam.250

Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki tujuan yang luas, tidak hanya
sekadar menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga membentuk
keluarga yang harmonis dan sejahtera. Al-Qur’an dalam Surah Ar-Rum
ayat 21 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan
sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih
sayang). Dengan demikian, perkawinan menjadi sarana bagi pasangan
untuk saling melengkapi dan membangun kehidupan bersama yang
penuh dengan ketentraman dan kesejahteraan.251

Kesuksesan sebuah perkawinan tidak hanya bergantung pada adanya
akad dan sahnya hubungan, tetapi juga menuntut adanya kematangan
fisik, mental, dan emosional dari kedua belah pihak. Oleh karena itu,
sebelum melangsungkan pernikahan, diperlukan persiapan yang
matang, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun spiritual. Dengan
demikian, perkawinan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan
kebutuhan biologis semata, tetapi juga menjadi wadah bagi pasangan
untuk mengembangkan kepribadian, saling melengkapi, serta mencapai
kesejahteraan spiritual dan emosional.

4. Pengertian Perjanjian pada Umumnya
Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan salah satu
instrumen hukum yang mengikat para pihak yang bersepakat untuk
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melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan
perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."252 Definisi ini
menegaskan bahwa perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang
membuatnya, sehingga memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi.
Agar suatu perjanjian dianggap sah, terdapat empat syarat yang harus
dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
(1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan hukum untuk membuat
perjanjian, (3) adanya suatu objek tertentu yang diperjanjikan, dan (4)
adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum dan
norma yang berlaku.253

Hukum perjanjian juga mengenal beberapa asas yang menjadi prinsip
dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Salah satu asas
fundamental adalah asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa
suatu perjanjian dianggap telah terjadi sejak adanya kesepakatan antara
para pihak. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa sahnya
perjanjian bergantung pada adanya kesepakatan kedua belah pihak.254

Artinya, perjanjian pada umumnya tidak memerlukan formalitas
tertentu, kecuali dalam beberapa perjanjian khusus seperti perjanjian
perdamaian atau hibah yang harus dibuat secara tertulis agar memiliki
kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Selain itu, Pasal 1339 KUH
Perdata juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada apa
yang secara eksplisit disepakati, tetapi juga pada hal-hal yang menurut
sifat perjanjian diwajibkan oleh hukum, kebiasaan, dan keadilan.255

Selain asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda juga menjadi
prinsip utama dalam hukum perjanjian. Asas ini mengandung makna
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bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus
dianggap sebagai hukum yang mengikat mereka. Pasal 1338 KUH
Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati tidak dapat
dibatalkan secara sepihak, kecuali jika ada kesepakatan bersama atau
alasan-alasan hukum yang sah.256 Dengan demikian, asas ini
menegaskan pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik agar
hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
Asas kebebasan berkontrak juga merupakan aspek penting dalam
hukum perjanjian. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk
menentukan apakah mereka ingin membuat perjanjian, dengan siapa
perjanjian tersebut dibuat, serta bagaimana isi dan bentuknya, baik
secara lisan maupun tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata secara
eksplisit menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.257

Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan absolut, melainkan tetap
memiliki batasan yang ditentukan dalam KUH Perdata, seperti
ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 yang menyatakan bahwa
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Menurut Salim, asas kebebasan berkontrak
memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi,
pelaksanaan, dan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka,
asalkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.258

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak mengalami
pembatasan dalam beberapa aspek. Menurut Mariam Darus
Badrulzaman, pembatasan ini dapat dilihat dari tiga segi utama, yaitu
kepentingan umum, perjanjian baku, dan perjanjian dengan
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pemerintah.259 Dari segi kepentingan umum, pemerintah memiliki
kewenangan untuk membatasi kebebasan berkontrak guna melindungi
masyarakat, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti
ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen. Dalam konteks perjanjian
baku, kebebasan berkontrak menjadi terbatas karena salah satu pihak
sering kali hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tanpa dapat
melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut. Sementara itu,
dalam perjanjian dengan pemerintah, kebebasan berkontrak juga
dibatasi karena pemerintah bertindak atas dasar kepentingan publik dan
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih ketat.
Dalam hukum perjanjian, asas itikad baik memegang peranan penting
dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Konsep ini dapat
dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu itikad baik subyektif dan itikad
baik obyektif. Itikad baik subyektif merujuk pada sikap batin seseorang
saat melakukan suatu perbuatan hukum, yang mencerminkan niat tulus
dan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma
hukum yang berlaku.260 Sementara itu, itikad baik obyektif mengacu
pada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan prinsip-
prinsip kepatutan, kesusilaan, dan keadilan.261 Dengan demikian, dalam
praktik hukum perjanjian, para pihak tidak hanya dituntut untuk
memiliki niat baik secara pribadi, tetapi juga harus memastikan bahwa
pelaksanaan perjanjian sesuai dengan standar moral dan hukum yang
berlaku.
Selain asas itikad baik, asas keseimbangan juga menjadi elemen penting
dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas ini pertama kali diperkenalkan
oleh Herlien Budiono dalam disertasinya yang berjudul Asas
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Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia.262 Asas
keseimbangan bertujuan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan
berbagai prinsip dalam hukum perjanjian, khususnya yang terdapat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum
perjanjian di Indonesia pada dasarnya masih berakar pada pemikiran
individualisme yang diadopsi dari sistem hukum Barat. Namun, sistem
hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang lebih
menekankan pada prinsip-prinsip kolektivitas, seperti gotong royong,
kekeluargaan, dan keadilan sosial.263 Oleh karena itu, asas
keseimbangan bertujuan untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut agar
dapat menciptakan perjanjian yang tidak hanya mengutamakan
kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi
semua pihak yang terlibat. Dengan memasukkan prinsip keseimbangan
dalam hukum perjanjian, diharapkan dapat terbentuk sistem hukum
yang lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, baik
yang bersumber dari hukum adat maupun perkembangan hukum
modern.264

5. Pengertian Perjanjian Perkawinan
Dalam kajian hukum perdata, istilah "perjanjian" secara etimologis
merujuk pada suatu pernyataan yang menyatakan kesediaan serta
kesanggupan untuk melakukan suatu tindakan. Secara umum, perjanjian
juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk persetujuan antara dua pihak
yang mencakup syarat, ketentuan, serta batas waktu tertentu. Dalam
konteks hukum, perjanjian didefinisikan dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai "suatu
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perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
kepada satu orang atau lebih lainnya."265 Definisi ini menunjukkan
bahwa perjanjian tidak hanya terbatas pada aspek kebendaan, tetapi
juga mencakup aspek personal, seperti perjanjian perkawinan.
Perjanjian perkawinan, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai
prenuptial agreement, merupakan kesepakatan yang dibuat sebelum
pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai. Perjanjian ini biasanya
berisi ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan antara suami dan
istri, termasuk penentuan hak milik masing-masing serta tanggung
jawab yang melekat pada masing-masing pihak. Perjanjian ini juga
mencakup pengaturan terkait harta bawaan masing-masing pasangan
agar dapat dibedakan dengan jelas, sehingga dalam hal terjadi
perceraian atau kematian salah satu pasangan, hak dan kewajiban atas
harta tersebut dapat ditentukan secara adil.266

Awalnya, perjanjian perkawinan lebih banyak diterapkan di kalangan
masyarakat kelas atas yang memiliki warisan dalam jumlah besar
sebagai bentuk perlindungan hukum atas aset mereka. Namun, seiring
dengan perkembangan kesadaran hukum di masyarakat, perjanjian ini
kini semakin umum digunakan oleh berbagai kalangan. Pembuatan
perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum, agama, kesusilaan, serta nilai-nilai moral dan adat
istiadat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan
bahwa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut."267
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Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak mencakup
taklik talak. Selain itu, dalam ayat (2) disebutkan bahwa perjanjian
tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar ketentuan hukum
agama dan kesusilaan. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam
Kompilasi Hukum Islam, di mana Pasal 47 menyatakan bahwa sebelum
atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat
membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam
perkawinan, yang kemudian harus disahkan oleh pegawai pencatat
nikah.268

Konsep Perjanjian Perkawinan pada awalnya berakar dari hukum
perdata Barat, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan
mengenai Perjanjian Perkawinan mengalami koreksi dan
penyempurnaan guna menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang
berlaku di Indonesia. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam
perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri memiliki hak untuk
menetapkan beberapa penyimpangan dari aturan hukum yang berkaitan
dengan persatuan harta kekayaan, asalkan tidak bertentangan dengan
tata susila yang baik dan ketertiban umum.269

Jika dibandingkan, KUH Perdata membatasi ruang lingkup Perjanjian
Perkawinan hanya pada aspek persatuan harta kekayaan semata.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan memberikan fleksibilitas yang lebih luas, memungkinkan
perjanjian untuk mencakup aspek lain di luar harta benda, selama tidak
bertentangan dengan hukum, norma agama, kesusilaan, serta nilai-nilai
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moral dan adat yang berlaku di masyarakat.270 Dengan demikian,
regulasi nasional lebih adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika
kehidupan pernikahan di Indonesia.
Dalam perspektif agama Islam, prinsip mengenai perjanjian dalam
pernikahan juga memiliki landasan yang kuat. Al-Qur’an dalam Surah
Al-Baqarah ayat 2 serta hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan
bahwa setiap mukmin terikat dengan janji yang telah dibuatnya,
sehingga setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.271 Namun, dalam Islam, Perjanjian
Perkawinan memiliki batasan yang jelas, yakni tidak boleh
menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang
halal. Sebagai contoh, suatu perjanjian yang menyatakan bahwa jika
suami meninggal dunia tanpa dikaruniai anak, maka seluruh harta waris
jatuh kepada istri adalah bertentangan dengan hukum Islam. Dalam
ketentuan waris Islam, harta peninggalan suami tetap harus dibagi
kepada ahli waris lainnya seperti saudara kandung atau orang tua suami
yang masih hidup.272 Demikian pula, perjanjian yang menetapkan
pernikahan dengan batas waktu tertentu (nikah mut’ah) tidak
diperbolehkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip
dasar pernikahan yang mengharuskan adanya keabadian dalam ikatan
suci tersebut.273

Ketentuan mengenai isi Perjanjian Perkawinan sepenuhnya diserahkan
kepada calon pasangan yang akan menikah, dengan syarat bahwa
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, hukum, serta ajaran agama. Sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
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sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, selama
tidak melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.274 Dengan demikian, Perjanjian
Perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang
memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban
mereka secara lebih jelas dalam kerangka hukum yang sah.
Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh
pasangan sebelum atau selama pernikahan berlangsung guna mengatur
berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi
kemungkinan timbulnya permasalahan di kemudian hari, baik yang
berkaitan dengan aspek keuangan, hak kepemilikan, hingga tanggung
jawab dalam rumah tangga.
Salah satu aspek utama yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah
pemisahan harta kekayaan. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan,
termasuk harta warisan atau hibah, dapat tetap menjadi milik masing-
masing pihak tanpa adanya percampuran dengan harta bersama yang
diperoleh selama pernikahan. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga
kepemilikan individu agar tidak tercampur dengan harta bersama yang
bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari. Selain itu, pemisahan
harta juga mencakup pendapatan atau aset yang diperoleh selama
pernikahan, termasuk apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau
kematian. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemisahan pendapatan
tidak boleh menghilangkan kewajiban suami sebagai kepala rumah
tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan
tidak dapat membebaskan suami dari tanggung jawab menafkahi
keluarganya. Dalam hal ini, istri juga dapat berperan dalam
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menanggung biaya kebutuhan rumah tangga apabila telah disepakati
bersama dalam perjanjian perkawinan.275

Selain harta kekayaan, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur
mengenai pemisahan utang. Utang yang timbul sebelum atau selama
pernikahan, bahkan setelah perceraian maupun kematian salah satu
pihak, tetap menjadi tanggung jawab individu yang mengadakannya.
Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang tidak
terlibat dalam perjanjian utang tidak dibebankan secara hukum terhadap
kewajiban yang bukan menjadi tanggung jawabnya.276

Lebih jauh, perjanjian perkawinan tidak hanya membahas aspek
finansial, tetapi juga hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik
dalam rumah tangga. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami
istri, aturan terkait pekerjaan, larangan terhadap tindakan kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), hingga pembagian warisan dan hibah,
dapat dimasukkan dalam perjanjian ini. Dengan adanya ketentuan
tersebut, diharapkan pasangan suami istri memiliki pedoman yang jelas
dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta menghindari
perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak.277

Perjanjian perkawinan juga dapat mencantumkan tanggung jawab
terhadap anak-anak yang lahir dalam pernikahan, baik dalam hal
pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun aspek pendidikan. Meskipun
pada dasarnya tanggung jawab ini menjadi kewajiban kedua orang tua,
istri dan suami dapat menyepakati ketentuan lebih rinci guna menjamin
kesejahteraan anak-anak mereka. Kesepakatan ini dapat mencakup
pembagian peran dalam membiayai pendidikan, kesehatan, serta
tumbuh kembang anak agar hak-hak anak tetap terlindungi.278
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Bagi pasangan yang menjalani perkawinan poligami, perjanjian
perkawinan dapat mengatur ketentuan mengenai tempat kediaman,
waktu giliran, serta biaya rumah tangga bagi istri yang dinikahi
berikutnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 52 KHI yang
mengatur agar hak-hak istri dalam perkawinan poligami tetap
diperhatikan dan tidak menimbulkan ketidakadilan di antara para
istri.279

Namun, dalam penyusunan perjanjian perkawinan, terdapat beberapa
batasan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ketentuan terkait
kewarganegaraan anak. Para pihak tidak dapat mencantumkan klausul
yang menentukan kewarganegaraan anak berdasarkan kehendak
pribadi, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 62 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan asas ius
sanguinis, kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan garis
keturunan ayah, sehingga ketentuan dalam perjanjian perkawinan tidak
dapat mengubah aturan ini.280

Secara prinsip, perjanjian perkawinan harus disusun dengan
memperhatikan norma hukum, agama, serta ketertiban umum.
Kesepakatan ini harus dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan dari
salah satu pihak. Jika terdapat pelanggaran terhadap isi perjanjian, pihak
yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perceraian ke
Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Biasanya, konsep
dasar akta perjanjian perkawinan telah tersedia di notaris, yang
kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasangan. Notaris juga
bertugas untuk memastikan bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan
hukum yang berlaku serta dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Setelah perjanjian
selesai disusun, dokumen ini harus ditandatangani oleh calon suami,
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calon istri, notaris, serta dua orang saksi guna menjamin keabsahan
hukum perjanjian tersebut.281

Perjanjian perkawinan perlu dibuat dalam bentuk akta notaris karena
notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang berwenang
membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris bertindak sebagai
pihak yang memformulasikan kehendak para pihak dalam perjanjian
dan memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Notaris juga berkewajiban memberikan
penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari setiap ketentuan yang
dimuat dalam perjanjian, sehingga para pihak memahami hak dan
kewajibannya secara jelas. Dengan adanya akta notaris, perjanjian
perkawinan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat
menjadi alat bukti yang sah di pengadilan jika terjadi perselisihan di
kemudian hari. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam pembuatan
perjanjian perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi
persyaratan formal, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum
bagi kedua belah pihak282.

6. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan
Dalam era globalisasi yang terus berkembang, kebutuhan akan
kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan semakin mendesak,
termasuk dalam hal perjanjian perkawinan. Di Indonesia, perjanjian
perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak
dan kewajiban masing-masing pasangan yang akan menikah. Namun,
persepsi masyarakat terhadap perjanjian perkawinan masih cenderung
negatif, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya
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ketimuran yang menekankan kebersamaan dalam rumah tangga.
Anggapan ini membuat penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia
belum berjalan optimal, meskipun secara hukum sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan
didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-
undang ini terdiri atas 14 bab dan mencakup 67 pasal yang mengatur
berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk perjanjian perkawinan.
Secara spesifik, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat
(1)–(4), yang menyatakan bahwa sebelum atau pada saat perkawinan
dilangsungkan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan memiliki
kekuatan hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan.283 Dengan
adanya perjanjian ini, pasangan suami istri dapat mengatur pembagian
hak dan kewajiban mereka secara lebih jelas, terutama dalam hal
pengelolaan harta.
Di negara-negara Barat, perjanjian perkawinan sudah menjadi praktik
yang umum dan diterima secara luas sebagai instrumen hukum untuk
mengatur hak-hak ekonomi dalam pernikahan. Sementara itu, di
Indonesia, perjanjian perkawinan sering kali dianggap tabu karena
dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan antara pasangan. Padahal,
keberadaan perjanjian ini justru bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum dan mencegah perselisihan di kemudian hari, khususnya dalam
hal pengelolaan harta benda.284

Adapun latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk
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memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-
masing pasangan dan menghindari ketentuan hukum yang secara
otomatis mencampur harta kekayaan suami dan istri menjadi satu
kesatuan. Dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan menjadi sangat
penting apabila terdapat perbedaan status sosial yang mencolok antara
pasangan, adanya kepemilikan harta pribadi yang cukup signifikan,
atau dalam situasi di mana masing-masing pasangan tunduk pada sistem
hukum yang berbeda, seperti dalam perkawinan campuran.285 Dengan
adanya perjanjian ini, pasangan suami istri memiliki kepastian hukum
mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan dan
pengelolaan harta.
Secara umum, harta dalam perkawinan dikategorikan menjadi dua jenis,
yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah semua
harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa
memperhitungkan siapa yang memperolehnya, baik suami maupun
istri.286 Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh
masing-masing pasangan sebelum menikah atau diperoleh sebagai
hadiah dan warisan. Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan
untuk tetap memiliki kendali penuh atas harta bawaan mereka tanpa
perlu mencampurkannya dengan harta bersama. Hal ini memberikan
perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak milik individu dan
mengurangi potensi konflik di kemudian hari.
Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai perkawinan, tetapi justru merupakan
instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-
hak masing-masing pasangan. Keberadaannya tidak hanya relevan bagi
mereka yang memiliki aset besar, tetapi juga bagi setiap pasangan yang
ingin memiliki kepastian hukum dalam pernikahan mereka.
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Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit
mengatur mengenai tujuan dari Perjanjian Perkawinan maupun hal-hal
yang dapat diperjanjikan di dalamnya, aspek ini sepenuhnya diserahkan
kepada kesepakatan para calon pasangan yang hendak menikah. Namun,
dalam penyusunannya, isi dari Perjanjian Perkawinan tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum, serta
prinsip-prinsip agama yang berlaku.287 Salah satu manfaat utama dari
adanya Perjanjian Perkawinan adalah sebagai instrumen hukum yang
mengatur penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin timbul
selama berlangsungnya ikatan perkawinan.
Salah satu aspek yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan adalah
pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, sehingga tidak
terdapat konsep harta bersama atau yang dikenal sebagai harta gono-
gini. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
perjanjian ini harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan
wajib dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan agar memiliki
kekuatan hukum yang mengikat.288 Jika perjanjian tersebut dibuat
setelah pernikahan berlangsung, maka secara hukum menjadi batal
demi hukum, dan harta yang diperoleh selama perkawinan akan secara
otomatis menjadi harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal
119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).289

Selain mengatur pemisahan harta, Perjanjian Perkawinan juga
memungkinkan pasangan untuk menyepakati pemisahan harta dalam
hal terjadi perceraian. Dengan adanya perjanjian ini, masing-masing
pihak dapat memastikan bahwa harta yang diperoleh sebelum atau
selama pernikahan tetap menjadi milik pribadi tanpa adanya
percampuran kepemilikan. Perjanjian ini juga dapat mengatur
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bagaimana pembagian aset ketika perkawinan berakhir karena
perceraian atau kematian, sehingga mengurangi potensi sengketa
hukum di kemudian hari.290

Aspek lain yang dapat dimasukkan dalam Perjanjian Perkawinan adalah
ketentuan mengenai pemisahan utang. Dalam perjanjian ini, dapat
ditegaskan bahwa utang yang dibuat oleh salah satu pihak sebelum
pernikahan, selama perkawinan, atau setelah perceraian tetap menjadi
tanggung jawab individu yang bersangkutan. Dengan demikian,
pasangan lainnya tidak secara otomatis terbebani oleh kewajiban
finansial yang bukan menjadi tanggung jawabnya.291 Ketentuan ini
memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dalam mengelola
kondisi finansial mereka selama dan setelah pernikahan.
Lebih lanjut, Perjanjian Perkawinan juga dapat mencakup aspek
tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut,
terutama dalam hal pembiayaan kehidupan dan pendidikan mereka.
Kesepakatan yang diatur dalam perjanjian ini bertujuan untuk menjamin
kesejahteraan anak, di mana masing-masing orang tua berkewajiban
memberikan kontribusi yang proporsional terhadap kebutuhan anak.
Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
yang mengamanatkan bahwa hak anak harus diprioritaskan dalam setiap
keputusan hukum yang melibatkan orang tua.292

Dari perspektif hukum perdata, sahnya suatu perjanjian termasuk
Perjanjian Perkawinan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata. Syarat tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu
adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum untuk
melakukan perikatan, adanya objek perjanjian yang jelas, dan sebab
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yang halal.293 Syarat-syarat ini kemudian dikategorikan dalam dua
kelompok, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif
meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak, yang jika tidak
terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan
melalui putusan pengadilan. Sementara itu, syarat obyektif berhubungan
dengan keberadaan objek yang diperjanjikan dan alasan yang sah
menurut hukum; jika tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal
demi hukum sejak awal.294

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perjanjian
Perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan
berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
Meskipun dalam praktiknya undang-undang tidak secara eksplisit
mengatur ruang lingkup perjanjian ini secara mendetail, prinsip
dasarnya adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan
dengan hukum, agama, dan norma kesusilaan.295 Oleh karena itu,
meskipun Perjanjian Perkawinan memberikan fleksibilitas bagi
pasangan dalam mengatur hubungan hukum mereka, tetap terdapat
batasan yang harus dipatuhi agar perjanjian tersebut sah dan dapat
diberlakukan secara hukum.

7. Tujuan Perjanjian Perkawinan
Perkembangan zaman yang semakin modern telah mempengaruhi cara
berpikir manusia menjadi lebih kritis, termasuk dalam memahami
makna perkawinan. Di satu sisi, perkawinan yang secara tradisional
dianggap sakral dan suci dapat mengalami perubahan makna akibat
adanya Perjanjian Perkawinan. Sebagian pihak berpendapat bahwa
perjanjian ini dapat mengesampingkan esensi dari perkawinan sebagai
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ikatan penyatuan antara dua individu, karena sejak awal telah ada niat
untuk tidak mencampurkan aspek-aspek tertentu, khususnya terkait
harta benda. Namun, penting untuk dicatat bahwa secara hukum,
Perjanjian Perkawinan diperbolehkan dan tidak terdapat regulasi yang
melarang pembuatannya.296

Pada dasarnya, tujuan utama dari Perjanjian Perkawinan adalah sebagai
pedoman hukum bagi pasangan dalam menghadapi kemungkinan
munculnya konflik di masa mendatang.297 Meskipun setiap pasangan
tentu tidak menginginkan adanya perselisihan, tetapi dalam kondisi di
mana perceraian tidak dapat dihindari, perjanjian ini dapat dijadikan
rujukan bagi masing-masing pihak untuk memahami hak dan kewajiban
mereka secara lebih jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian
dalam mengatur akibat hukum dari perkawinan, terutama terkait dengan
aspek finansial dan hak-hak pasangan.298

Dalam konteks hukum perdata, Perjanjian Perkawinan diatur dalam
Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang
mendefinisikannya sebagai suatu persetujuan antara calon suami dan
istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
mereka.299 Perjanjian ini dapat mencakup pengaturan mengenai
kepemilikan harta secara bersama maupun pemisahan harta di luar
persatuan perkawinan.300 Dalam hal pasangan memilih sistem persatuan
harta secara menyeluruh, maka yang diatur dalam perjanjian tersebut
bukanlah kepemilikan harta itu sendiri, melainkan bagaimana
mekanisme pengelolaannya selama perkawinan berlangsung.
Sebaliknya, apabila pasangan memilih sistem pemisahan harta, maka
masing-masing pihak memiliki kontrol penuh atas aset yang mereka
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miliki sebelum maupun selama perkawinan.301

Di Indonesia, Perjanjian Perkawinan tidak terlalu populer karena masih
terdapat anggapan bahwa membahas pembagian harta sebelum menikah
dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas dan bahkan
menyinggung perasaan pasangan.302 Hal ini dapat dikaitkan dengan
budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai
ikatan suci yang harus dijalani dengan asas kepercayaan penuh antara
pasangan.303 Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan
modernisasi, masyarakat mulai lebih terbuka terhadap konsep ini.
Pengaruh individualisme yang semakin berkembang dalam kehidupan
sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan terhadap
Perjanjian Perkawinan sebagai instrumen hukum yang dapat
melindungi hak-hak pasangan.304

Secara umum, terdapat beberapa tujuan utama yang melatarbelakangi
pasangan dalam menyusun Perjanjian Perkawinan. Pertama, perjanjian
ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta
benda masing-masing pasangan, baik harta bawaan yang dimiliki
sebelum perkawinan maupun harta bersama yang diperoleh selama
perkawinan.305 Kedua, perjanjian ini menjadi pedoman dalam mengatur
hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berbagai aspek
kehidupan rumah tangga, termasuk pendidikan anak, pengelolaan
usaha, hingga pemilihan tempat tinggal, dengan catatan bahwa semua
ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, adat
istiadat, dan kesusilaan.306 Ketiga, Perjanjian Perkawinan juga dapat
berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap anggota keluarga
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dari potensi ancaman kekerasan dalam rumah tangga, sehingga
memastikan kesejahteraan setiap individu dalam keluarga tetap
terjaga.307

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Perjanjian Perkawinan
diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan
bahwa perjanjian ini berfungsi untuk menegaskan pengaturan serta
permasalahan harta dalam perkawinan antara suami dan istri.308

Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
saat proses pencatatan perkawinan berlangsung agar memiliki kekuatan
hukum yang sah.309 Dalam hukum Islam, konsep serupa dapat
ditemukan dalam bentuk sighat ta’liq, yaitu pernyataan yang dibacakan
oleh suami di halaman akhir buku nikah setelah akad nikah
berlangsung.310 Dalam praktiknya, sighat ta’liq memiliki fungsi yang
hampir serupa dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu untuk memberikan
kepastian hukum bagi pasangan dalam menghadapi kemungkinan
konflik di kemudian hari.311

Pada akhirnya, meskipun setiap pasangan tentu berharap agar
perkawinan mereka langgeng, keberadaan Perjanjian Perkawinan dapat
memberikan kepastian hukum jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan
dalam rumah tangga.312 Dalam hal perceraian tidak dapat dihindari,
perjanjian ini dapat menjadi pedoman bagi pasangan untuk memahami
hak dan kewajiban mereka dengan lebih jelas, sehingga mengurangi
potensi sengketa yang dapat memperpanjang proses hukum.313
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8. Sebab Terjadinya Perjanjian Perkawinan
Salah satu alasan utama mengapa Perjanjian Perkawinan menjadi
penting bagi perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Warga
Negara Asing (WNA) adalah karena hingga saat ini Undang-Undang
Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 masih belum sepenuhnya memberikan
perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kepemilikan
tanah.314 Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa seorang
perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing harus
melepaskan hak kepemilikannya atas tanah dalam jangka waktu satu
tahun setelah pernikahan berlangsung.315 Namun, undang-undang
tersebut juga memberikan pengecualian, yaitu apabila pasangan tersebut
memiliki Perjanjian Perkawinan, maka pihak yang berstatus warga
negara indonesia tetap dapat mempertahankan hak kepemilikan atas
tanahnya.316

Dengan kata lain, apabila pasangan tidak memiliki perjanjian
perkawinan, maka pihak yang berkewarganegaraan Indonesia akan
kehilangan haknya atas kepemilikan tanah setelah satu tahun pernikahan
berlangsung.317 Sebaliknya, jika perjanjian perkawinan telah dibuat
sebelum pernikahan, maka aset berupa tanah dapat tetap dimiliki oleh
pihak yang berstatus WNI, baik itu istri maupun suami. Selain itu,
perjanjian ini juga memiliki dampak terhadap aspek pewarisan, di mana
hak waris akan mengikuti hukum Indonesia dan tidak terpengaruh oleh
ketentuan hukum asing.318 Oleh karena itu, perjanjian perkawinan
menjadi instrumen hukum yang sangat penting, terutama dalam konteks
perkawinan campuran yang melibatkan individu dengan
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kewarganegaraan yang berbeda.
Selain itu, alasan lain yang menjadikan perjanjian perkawinan sebagai
dokumen yang krusial adalah apabila salah satu pihak, baik suami
maupun istri, sebelumnya pernah menikah.319 Dalam kondisi ini,
perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur hak kepemilikan harta,
sehingga memastikan bahwa pasangan baru tidak secara otomatis
memiliki atau memperoleh sebagian dari harta peninggalan pasangan
sebelumnya.320 Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi
konflik hukum yang dapat timbul di kemudian hari terkait pembagian
warisan dan kepemilikan aset.
Penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari perjanjian perkawinan
bukanlah untuk mempersiapkan perceraian di masa mendatang,
melainkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing
pihak jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.321 Perjanjian ini
bukanlah sarana untuk mempermainkan tujuan suci dari perkawinan,
tetapi justru merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk
mendukung prinsip dasar perkawinan, yaitu membangun keluarga yang
harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam hukum perkawinan di
Indonesia.322

9. Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan
Di Indonesia, Perjanjian Pra-Nikah memiliki kedudukan hukum yang
jelas dan diakui secara sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyatakan bahwa sebelum atau saat pernikahan berlangsung, kedua
calon pasangan dapat membuat perjanjian tertulis yang harus disahkan
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oleh pejabat pencatat perkawinan, dan setelahnya, perjanjian tersebut
juga berlaku bagi pihak ketiga yang terkait.323 Dengan ketentuan ini,
hukum Indonesia mengakui perjanjian pra-nikah sebagai instrumen
yang memberikan perlindungan bagi hak dan kewajiban masing-masing
pasangan dalam pernikahan.
Agar perjanjian ini dapat diberlakukan secara sah, terdapat beberapa
tahapan yang harus dilalui.324 Langkah pertama dalam menyusun
Perjanjian Perkawinan adalah mendiskusikan serta merumuskan
ketentuan-ketentuan yang akan dimasukkan dalam dokumen tersebut.325

Setiap pasangan dianjurkan untuk membahas aspek-aspek yang ingin
mereka atur dalam rumah tangga mereka sebelum dituangkan dalam
bentuk tertulis.326 Meskipun perjanjian ini dapat dibuat secara fleksibel
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tetap harus mematuhi
ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang
mengikat setelah disahkan oleh notaris.327

Setelah rancangan perjanjian dibuat, pasangan yang bersangkutan dapat
berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris untuk mendapatkan
arahan yang lebih jelas.328 Konsultasi ini penting, terutama bagi
pasangan yang belum memahami aspek hukum dari Perjanjian
Perkawinan serta konsekuensi yang mungkin timbul di kemudian
hari.329 Notaris atau konsultan hukum akan membantu memastikan
bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku serta telah mengakomodasi hak dan kewajiban kedua belah
pihak secara adil.
Setelah isi perjanjian disepakati, dokumen tersebut harus dibawa ke
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notaris untuk mendapatkan pengesahan.330 Notaris memiliki wewenang
untuk mengesahkan Perjanjian Perkawinan, sehingga pasangan tidak
perlu melalui proses persidangan di pengadilan. Dengan adanya
pengesahan ini, perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat bagi
kedua belah pihak.331

Meskipun telah dibuat dan dibawa ke notaris, pasangan masih diberikan
kesempatan untuk mengubah isi perjanjian sebelum disahkan secara
resmi.332 Notaris akan menyusun dokumen berdasarkan poin-poin yang
telah disepakati oleh pasangan, sehingga jika ada hal yang perlu direvisi,
perubahan dapat dilakukan sebelum perjanjian tersebut menjadi
dokumen yang sah secara hukum.333

Tahap terakhir dalam proses pembuatan Perjanjian Perkawinan adalah
mendaftarkannya ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama
(KUA) sebelum akad nikah berlangsung.334 Pendaftaran ini penting
agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat
secara resmi. Oleh karena itu, pasangan disarankan untuk menyusun
dan menyelesaikan Perjanjian Perkawinan setidaknya dua bulan
sebelum hari pernikahan guna memastikan seluruh prosedur
administratif dapat diselesaikan dengan baik.335

Melalui prosedur ini, Perjanjian Perkawinan dapat memberikan
perlindungan hukum bagi pasangan serta menjadi pedoman dalam
menjalani kehidupan pernikahan. Selain sebagai alat perlindungan
hukum, perjanjian ini juga berfungsi sebagai bentuk antisipasi terhadap
potensi konflik di masa mendatang, sehingga rumah tangga dapat
berjalan dengan lebih terstruktur dan harmonis.
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10. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia: Kedudukan,
Konsekuensi, dan Tujuan
Dalam sistem hukum Indonesia, Perjanjian Perkawinan merupakan
sebuah perjanjian yang mengatur kepemilikan harta antara suami dan
istri selama masa pernikahan. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.336 Pada dasarnya, hukum
perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa semua harta yang diperoleh
selama pernikahan akan menjadi bagian dari harta bersama. Namun,
dengan adanya Perjanjian Perkawinan, pasangan yang menikah dapat
melakukan penyimpangan terhadap aturan ini, sehingga harta yang
diperoleh sebelum atau selama perkawinan tetap dapat dimiliki secara
terpisah oleh masing-masing individu.337

Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi pembuatan Perjanjian
Perkawinan, di antaranya adalah keinginan untuk memisahkan harta
tertentu serta pengelolaan aset selama pernikahan.338 Dalam praktiknya,
baik perkawinan dengan sistem persatuan harta maupun pemisahan
harta memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam sistem
persatuan harta secara penuh, istri sering kali menghadapi risiko
kehilangan kendali atas aset yang dimilikinya sebelum menikah. Tanpa
adanya Perjanjian Perkawinan, suami memiliki hak penuh untuk
mengelola harta bersama, termasuk aset yang awalnya merupakan milik
pribadi istri sebelum pernikahan. Oleh karena itu, Perjanjian
Perkawinan menjadi instrumen hukum yang melindungi hak istri
terhadap aset yang dibawa ke dalam perkawinan agar tidak
disalahgunakan oleh suami.339
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Sementara itu, dalam sistem perkawinan dengan pemisahan harta,
Perjanjian Perkawinan bertujuan untuk melindungi salah satu pihak dari
kewajiban menanggung utang pasangannya.340 Dalam hal ini, jika suami
memiliki utang, istri tidak dapat diminta untuk ikut bertanggung jawab
atas pembayaran utang tersebut, kecuali ada kesepakatan tertulis dalam
Perjanjian Perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian,
perjanjian ini memberikan jaminan hukum bahwa setiap individu dalam
pernikahan tetap memiliki kendali penuh atas aset pribadinya tanpa
terpengaruh oleh kewajiban finansial pasangannya.
Selain berfungsi untuk memisahkan harta, Perjanjian Perkawinan juga
memiliki konsekuensi hukum lainnya. Salah satu dampaknya adalah
bahwa setiap aset yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan
tetap menjadi milik individu masing-masing, sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar
isi perjanjian tersebut, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk
mengajukan gugatan cerai.341 Lebih jauh, Perjanjian Perkawinan juga
dapat mengikat pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut terlibat dalam
pembuatan dan penandatanganan perjanjian tersebut.
Dalam proses pembuatannya, Perjanjian Perkawinan harus disusun
secara resmi di hadapan notaris, yang memiliki wewenang hukum untuk
mengesahkan dokumen ini.342 Perjanjian ini dibuat dengan berbagai
tujuan, salah satunya adalah untuk membatasi atau bahkan menghapus
persatuan harta yang diatur dalam hukum perdata. Selain itu, perjanjian
ini juga mengatur pemberian hadiah antara suami dan istri, baik dalam
bentuk hibah maupun pemberian timbal balik. Hal ini sesuai dengan
Pasal 168 KUHPerdata, yang memungkinkan adanya hibah antara
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pasangan suami-istri.343 Selain itu, Perjanjian Perkawinan juga dapat
membatasi wewenang suami dalam mengelola aset bersama,
sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (2) KUHPerdata.344 Dengan
adanya ketentuan ini, suami tidak dapat mengambil keputusan sepihak
mengenai aset bersama tanpa persetujuan istri, termasuk harta bergerak
maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan.
Tidak hanya terbatas pada pengelolaan harta, Perjanjian Perkawinan
juga dapat berfungsi sebagai testamen atau surat wasiat antara suami
dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHPerdata.345

Perjanjian ini juga memungkinkan adanya hibah atau pemberian dari
pihak ketiga kepada pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 176 KUHPerdata,346 serta hibah dalam bentuk wasiat dari
pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHPerdata.347 Jika
dalam perjanjian tersebut pasangan suami-istri sepakat untuk membatasi
atau menghapus persatuan harta, maka ketentuan mengenai hibah dan
testamen dapat berlaku sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam
beberapa kasus, Perjanjian Perkawinan tidak hanya mengikat pasangan
yang menikah, tetapi juga pihak ketiga yang terlibat dalam penyusunan
dan penandatanganan akta tersebut.
Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdata, seorang
istri tetap memiliki hak untuk mengelola atau mengurus harta
pribadinya meskipun telah menikah.348 Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun telah terbentuk ikatan pernikahan, hak individu dalam
kepemilikan aset tetap diakui secara hukum. Dengan adanya ketentuan
ini, Perjanjian Perkawinan menjadi alat hukum yang memberikan
perlindungan bagi setiap individu dalam pernikahan, baik dari segi
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kepemilikan harta maupun dari segi pengelolaan aset. Perjanjian ini
memastikan bahwa setiap pihak dalam pernikahan dapat menjalankan
hak dan kewajibannya secara adil dan proporsional, tanpa ada pihak
yang dirugikan akibat ketidakseimbangan dalam pengelolaan harta
bersama.
Dari berbagai ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian
Perkawinan bukan sekadar alat untuk mengatur pemisahan atau
persatuan harta, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang
memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami-istri
dalam pernikahan. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat
memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terlindungi dalam
berbagai situasi, baik dalam keadaan pernikahan yang harmonis maupun
ketika terjadi perselisihan yang mengarah pada perceraian. Oleh karena
itu, bagi pasangan yang ingin memastikan kejelasan hukum dalam
pernikahan mereka, Perjanjian Perkawinan menjadi salah satu solusi
yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan dalam
hubungan rumah tangga, terutama dalam aspek kepemilikan dan
pengelolaan harta.
Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan hukum yang
memiliki dampak yuridis yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Secara hukum, perjanjian ini
mengikat tidak hanya bagi pasangan suami istri yang membuatnya,
tetapi juga terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Selain itu,
perubahan terhadap perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar
kesepakatan bersama antara suami dan istri, tanpa merugikan hak-hak
pihak ketiga, serta harus mendapat pengesahan dari pegawai pencatat
perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan
yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti
undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Jika terjadi
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pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, maka istri memiliki hak
untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atau
menjadikannya sebagai dasar dalam gugatan perceraian di pengadilan
agama.349

Dalam hukum perdata Indonesia, keberlakuan perjanjian perkawinan
harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang mencakup empat syarat sahnya
suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam
membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.350

Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali atas
dasar kesepakatan bersama atau karena alasan yang diakui oleh hukum.
Prinsip ini juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan perjanjian harus
dilakukan dengan iktikad baik, sehingga jika salah satu pihak melanggar
perjanjian, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.351

Salah satu aspek penting yang diatur dalam perjanjian perkawinan
adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, hubungan
orang tua dengan anak, serta pengelolaan harta benda dalam
perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam berbagai bab dalam Undang-
Undang Perkawinan, termasuk Bab VI yang mengatur hak dan
kewajiban suami istri, Bab IX yang membahas kedudukan anak, Bab X
mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta Bab VII
yang berkaitan dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan.
Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para
pihak yang terikat dalam perkawinan, khususnya dalam hal pembagian
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harta dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari
perkawinan tersebut.352

Apabila salah satu pihak dalam perkawinan tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang
dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.
Tuntutan ini dapat berupa permohonan pelaksanaan perjanjian atau
tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam konteks hukum Islam,
Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pelanggaran
terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi alasan bagi istri untuk
mengajukan pembatalan perkawinan atau gugatan perceraian di
pengadilan agama. Sedangkan, dalam sistem hukum perdata, pihak
yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dapat mengajukan
gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam hukum perjanjian.353

Dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian perkawinan,
terdapat ketentuan hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian
sengketa. Jika salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian dan
menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan
dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau meminta ganti rugi sebagai
kompensasi atas hak yang dilanggar. Namun, Pasal 1374 KUH Perdata
memberikan opsi bagi pihak yang dituntut untuk menghindari
pengabulan tuntutan dengan cara menyatakan penyesalan atas
perbuatannya dan meminta maaf secara terbuka di hadapan hakim.
Dengan demikian, hukum memberikan kesempatan bagi para pihak
untuk menyelesaikan sengketa secara adil, baik melalui mekanisme
gugatan maupun dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan
bersama.354
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Perjanjian perkawinan harus dijalankan oleh para pihak dengan penuh
iktikad baik dan kepatuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1374 KUH
Perdata. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini, maka hal
tersebut dapat dijadikan dasar bagi pengajuan gugatan perceraian di
pengadilan agama. Meskipun perjanjian perkawinan bukan dibuat
dengan tujuan untuk mengarah pada perceraian, namun perjanjian ini
lebih kepada memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam
menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan selama
masa perkawinan.
Perjanjian perkawinan memiliki sejumlah manfaat bagi pasangan yang
membuatnya. Pertama, perjanjian ini memberikan kejelasan dalam
kehidupan rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban masing-masing
pihak dapat diatur secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian
di kemudian hari. Kedua, dalam hal pengelolaan harta dan utang,
perjanjian ini membantu mencegah potensi konflik yang dapat timbul
saat perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.
Harta dan utang masing-masing pihak tetap menjadi tanggung jawab
pribadi mereka sebagaimana yang telah disepakati. Ketiga, perjanjian
ini juga memungkinkan pasangan untuk lebih fleksibel dalam
membangun usaha bersama, karena aset yang diperhitungkan tetap atas
nama masing-masing individu, bukan sebagai bagian dari harta
bersama.355

Namun, di samping memiliki dampak positif, perjanjian perkawinan
juga dapat menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap
keberlangsungan rumah tangga. Salah satu dampak negatifnya adalah
adanya kesan egoisme dalam hubungan suami istri. Perjanjian ini dapat
membuat salah satu pihak merasa lebih berkuasa jika memiliki aset
lebih banyak dibandingkan pasangan lainnya. Selain itu, dalam
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beberapa kasus, perjanjian ini dapat menyebabkan kurangnya kontrol
atas pengeluaran dan kekayaan yang dihasilkan setelah pernikahan,
sehingga dapat meningkatkan risiko perselingkuhan atau perilaku boros.
Selanjutnya, adanya perjanjian perkawinan dapat mencerminkan
ketakutan berlebihan terhadap pernikahan itu sendiri, yang mungkin
menunjukkan ketidakyakinan dalam membangun komitmen jangka
panjang.356

Peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan masih terbatas dan
belum secara rinci mengatur prosedur pelaksanaannya. Pasal 12h
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa jika
terdapat perjanjian perkawinan, maka perjanjian tersebut harus
dicantumkan dalam akta perkawinan. Jika suatu perjanjian dibuat
namun tidak dimuat dalam akta tersebut, maka akta tersebut dianggap
tidak sempurna.
Manfaat utama dari perjanjian perkawinan meliputi beberapa aspek.
Pertama, perjanjian ini bertujuan untuk melindungi harta kekayaan
masing-masing pasangan agar perkawinan didasarkan pada komitmen,
bukan pada kepemilikan harta benda. Kedua, perjanjian ini melindungi
kepentingan para pihak, khususnya dalam situasi di mana suami
melakukan poligami, sehingga terdapat pengaturan yang jelas mengenai
pembagian harta dan kehidupan istri-istri dalam pernikahan tersebut.
Ketiga, perjanjian ini dapat memberikan jaminan terhadap tanggung
jawab masing-masing pihak dalam hal utang, sehingga tidak
menimbulkan beban finansial bagi pasangan lainnya. Keempat,
perjanjian ini juga dapat menjamin keberlanjutan warisan keluarga,
sehingga distribusi harta dapat diatur dengan jelas sejak awal. Kelima,
dalam kasus di mana perkawinan berakhir, perjanjian ini dapat
memberikan perlindungan finansial bagi salah satu pihak, khususnya
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bagi perempuan yang mungkin tidak memiliki sumber penghasilan
mandiri.357

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat
terjadi dalam suatu perjanjian perkawinan. Pertama, apabila kedua
belah pihak memenuhi kewajiban dan haknya secara penuh, maka
tujuan perjanjian dapat tercapai dengan baik. Kedua, apabila salah satu
pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka tujuan dari perjanjian
tersebut tidak akan tercapai dan dapat menimbulkan perselisihan
hukum. Ketiga, terdapat kemungkinan di mana terjadi pelanggaran
terhadap perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak
akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk
memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam waktu yang
tepat, yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan. Jika terjadi keadaan di
mana salah satu pihak yang izinnya diperlukan untuk perkawinan
meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, maka perjanjian
perkawinan yang telah dibuat harus diganti dan dibuat ulang sesuai
dengan keadaan yang berlaku pada saat itu.358

11. Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan memiliki dasar yang kuat
sebagai bentuk kesepakatan yang sah antara suami dan istri. Islam
memberikan kebebasan bagi pasangan untuk mengatur hak dan
kewajiban mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah.359 Dalam konteks perkawinan campuran, perjanjian perkawinan
menjadi instrumen penting dalam mengatur kepemilikan harta dan
menjamin hak kebendaan pasangan Muslim, baik dalam sistem hukum
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nasional maupun hukum Islam.360

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip perjanjian perkawinan yang
diakui dalam Islam juga telah mendapatkan legitimasi dalam berbagai
regulasi nasional. Prinsip perjanjian perkawinan dalam Islam juga telah
mendapatkan legitimasi dalam berbagai regulasi nasional, seperti yang
tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, yang
menyatakan bahwa sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan,
kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai
kedudukan harta dalam perkawinan.361 Ketentuan ini sejalan dengan
prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan
transparansi dan keadilan dalam hubungan pernikahan.362 Selain itu,
perjanjian perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi dalam UU No. 16 Tahun
2019, menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan hukum
keluarga di Indonesia.363 Namun, dalam praktiknya, masih terdapat
kebingungan dalam implementasi karena hukum Islam di Indonesia
harus beriringan dengan hukum nasional dan peraturan administrasi
negara.364

Meskipun perjanjian perkawinan telah mendapatkan pengakuan dalam
hukum nasional dan Islam, implementasinya masih menghadapi
sejumlah tantangan, terutama dalam aspek administrasi dan pencatatan.
Dalam konteks ini, walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperbolehkan perjanjian perkawinan
dibuat setelah akad nikah, masih ada ketidakjelasan mengenai
bagaimana perjanjian tersebut diterapkan dalam hukum keluarga
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Islam.365 Salah satu tantangan utama adalah pencatatan perjanjian ini di
Kantor Urusan Agama (KUA) serta keabsahannya dalam Pengadilan
Agama, terutama dalam kasus sengketa harta perkawinan atau
perceraian.366 Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan yang dibuat
setelah akad sering kali menghadapi hambatan administratif, karena
pencatatannya tidak diatur secara rinci dalam regulasi teknis di
lingkungan KUA.367 Hal ini menyebabkan adanya perbedaan prosedur
antara satu daerah dengan daerah lain dalam menerima dan mencatat
perjanjian tersebut.368

Dari segi hukum formal, belum ada pengaturan eksplisit mengenai tata
cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca-akad dalam Peraturan
Menteri Agama, sehingga pasangan yang ingin mencatatkannya sering
kali harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terlebih
dahulu.369 Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk
mengesahkan atau menolak perjanjian tersebut, terutama jika perjanjian
dianggap bertentangan dengan hukum Islam atau menimbulkan
ketidakadilan bagi salah satu pihak.370

Dalam beberapa kasus sengketa harta bersama, hakim di Pengadilan
Agama dapat mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebagai bukti
yang sah, tetapi dalam kasus lainnya, hakim dapat menolaknya dengan
alasan bahwa perjanjian tidak dibuat sebelum akad nikah sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan sebelum adanya putusan
Mahkamah Konstitusi.371
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Tantangan lainnya adalah ketidaksepahaman antara regulasi nasional
dan hukum Islam dalam administrasi pernikahan. Meskipun dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 diatur mengenai perjanjian
perkawinan, implementasinya tetap bergantung pada sistem
administrasi yang berlaku.372 Perbedaan prosedur antara KUA dan
notaris dalam pencatatan perjanjian perkawinan juga menjadi isu
penting, karena dalam praktiknya, perjanjian yang dibuat setelah akad
lebih sering dicatatkan melalui akta notaris dibandingkan melalui sistem
pencatatan pernikahan Islam di KUA.373 Ketidaksepahaman ini semakin
terasa dalam perkawinan campuran, di mana perjanjian perkawinan
tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga dengan
hukum agraria dan kewarganegaraan.
Perbedaan pandangan antara regulasi nasional dan hukum Islam dalam
administrasi pernikahan semakin memperumit implementasi perjanjian
perkawinan, terutama dalam aspek pencatatan. Lebih lanjut, implikasi
perjanjian perkawinan dalam Islam di Indonesia tidak hanya terbatas
pada pasangan sesama WNI, tetapi juga berpengaruh dalam perkawinan
campuran (WNI-WNA). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XIII/2015 memberikan celah bagi pasangan Muslim untuk membuat
perjanjian setelah pernikahan guna mengatur kepemilikan harta,
terutama dalam kaitannya dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang membatasi
kepemilikan tanah bagi WNA.374 Dengan adanya perjanjian ini,
pasangan dapat memisahkan harta dalam perkawinan, sehingga WNI
tetap memiliki hak penuh atas properti tanpa dianggap sebagai harta
bersama yang bisa diklaim oleh pasangan WNA.375
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Implikasi dari ketidaksepahaman ini semakin kompleks dalam konteks
perkawinan campuran, di mana perjanjian perkawinan tidak hanya
berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga dengan hukum agraria
dan kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat
kesulitan dalam implementasi perjanjian ini, terutama terkait pencatatan
dan keabsahannya dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam.
Dalam sistem administrasi pernikahan Islam di Indonesia, pencatatan
perjanjian perkawinan bagi pasangan WNI-WNA dapat dilakukan
melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau dicatat dalam akta notaris,
tetapi prosedurnya belum sepenuhnya terstandardisasi. Banyak
pasangan lebih memilih notaris karena dianggap lebih mudah dan
fleksibel dibandingkan dengan pencatatan melalui Pengadilan Agama.
Namun, perjanjian yang dibuat setelah akad tetap menghadapi tantangan
administratif karena Peraturan Menteri Agama belum secara eksplisit
mengatur mekanisme pencatatannya di KUA, sehingga sering kali
diperlukan legalisasi lebih lanjut di pengadilan.376

Selain tantangan administratif dan hukum nasional, perjanjian
perkawinan pasca-akad juga diperdebatkan dari perspektif hukum
Islam, terutama dalam mazhab Syafi’i yang dominan di Indonesia.377

Misalnya, dalam beberapa pendapat ulama, perjanjian yang dibuat
setelah pernikahan dianggap tidak mengikat secara hukum karena
pernikahan telah disepakati berdasarkan syarat awal yang disetujui
kedua belah pihak.378 Oleh karena itu, jika ada perubahan kesepakatan
setelah akad, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu bisa
bertentangan dengan prinsip akad nikah yang telah sah sebelumnya.379

Selain itu, dalam konteks perkawinan campuran, tantangan lainnya
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adalah kepastian hukum bagi pasangan WNA, terutama dalam hal hak
kepemilikan dan warisan.380 Jika perjanjian perkawinan hanya mengatur
pemisahan harta tetapi tidak secara spesifik membahas hak-hak finansial
pasangan dalam kasus perceraian, maka potensi sengketa hukum
meningkat.381 Apalagi, dalam beberapa kasus, WNA mungkin
menghadapi kesulitan dalam menuntut hak finansial mereka di
Indonesia, terutama jika pernikahan mereka tidak dicatat di negara asal
mereka.382

Tantangan administratif lainnya juga muncul dalam hal sinkronisasi
hukum nasional dan hukum Islam. Di satu sisi, UU Perkawinan dan
KHI mengakui perjanjian perkawinan, tetapi di sisi lain, implementasi
di tingkat daerah berbeda-beda.383 Beberapa Kantor Urusan Agama
tidak menerima pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
akad, sementara beberapa lainnya meminta pasangan untuk mengajukan
permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan
lebih lanjut.384 Ketidakjelasan ini membuat banyak pasangan akhirnya
lebih memilih mencatatkan perjanjian mereka melalui notaris, meskipun
dalam konteks hukum Islam, status notarial dalam pernikahan masih
menjadi perdebatan.385 Akibat ketidakkonsistenan dalam pencatatan ini,
dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek administrasi pernikahan,
tetapi juga dalam berbagai layanan hukum dan ekonomi bagi pasangan.
Salah satu dampak nyata dari ketidakjelasan pencatatan ini adalah
hambatan dalam akses pasangan WNI-WNA terhadap layanan
perbankan, pajak, dan legalitas kepemilikan properti.386 Beberapa bank
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dan instansi pemerintahan menolak dokumen perjanjian perkawinan
yang dibuat setelah akad karena dianggap tidak memiliki dasar hukum
yang kuat.387 Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum
Islam, hukum nasional, dan administrasi negara agar pasangan
campuran Muslim dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih
jelas.388

12. Analisis Putusan Pengadilan
Dalam beberapa kasus di Indonesia, pengadilan telah
mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam memutus perkara terkait
perjanjian perkawinan. Salah satu contoh penting adalah putusan
Mahkamah Agung No. 69 K/AG/2010, yang menegaskan bahwa
perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan hak dasar pasangan
dalam Islam, seperti hak nafkah bagi istri.389 Dalam kasus ini, suami
dan istri membuat perjanjian yang membebaskan suami dari kewajiban
nafkah dengan alasan kemandirian ekonomi istri. Namun, pengadilan
menolak klausul tersebut karena bertentangan dengan prinsip dasar
hukum Islam yang mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya.390

Hakim berpendapat bahwa meskipun perjanjian perkawinan sah secara
hukum nasional, isinya tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat
yang bersifat imperatif.
Selain itu, terdapat kasus lain yang diputus oleh Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, di mana pasangan Muslim dalam perkawinan campuran
menyepakati pemisahan harta secara penuh dalam perjanjian
perkawinan mereka. Ketika terjadi perceraian, salah satu pihak
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menggugat keabsahan perjanjian tersebut dengan alasan bahwa
perjanjian tersebut menyebabkan ketimpangan ekonomi yang
merugikan pihak istri, yang dalam Islam seharusnya tetap berhak atas
bagian tertentu dari harta yang diperoleh selama pernikahan. Dalam
pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemisahan harta dalam
perjanjian perkawinan memang diakui dalam hukum nasional
sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan,391

namun dalam konteks pasangan Muslim, harus tetap memperhatikan
prinsip keadilan dan tanggung jawab nafkah dalam Islam.392

Lebih jauh lagi, dalam beberapa putusan pengadilan agama lainnya,
ditemukan bahwa penerapan perjanjian perkawinan sering kali
mengalami kendala akibat perbedaan interpretasi antara hukum nasional
dan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus perkawinan
campuran antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan
warga negara asing yang non-Muslim, muncul perdebatan terkait status
kepemilikan harta bersama. Beberapa hakim menolak perjanjian yang
memberikan hak penuh kepada pasangan non-Muslim atas harta yang
diperoleh selama perkawinan, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat
berdampak pada aspek waris yang bertentangan dengan hukum Islam.393

Dalam Islam, ahli waris Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-
Muslim dan sebaliknya,394 sehingga klausul dalam perjanjian
perkawinan yang mengabaikan prinsip ini berpotensi menimbulkan
konflik hukum di kemudian hari.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia
memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum
nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkara perjanjian
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perkawinan.395 Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aspek
legal formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam agar tidak
menimbulkan ketimpangan atau ketidakpastian hukum bagi pasangan
Muslim.396 Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai
yurisprudensi dalam perjanjian perkawinan, termasuk bagaimana hakim
dapat merumuskan pedoman yang lebih jelas agar perjanjian tersebut
dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip syariat Islam, sekaligus
tetap memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah
pihak.397

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya merupakan kontrak sosial antara
dua individu tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang mengatur
hak dan kewajiban masing-masing pasangan.398 Beberapa hak yang
tidak boleh dihilangkan dalam perjanjian perkawinan menurut hukum
Islam meliputi hak nafkah bagi istri, hak waris, serta kepemilikan harta
bersama. Meskipun hukum nasional Indonesia memberikan kebebasan
bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015,399

perjanjian tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariat Islam bagi pasangan Muslim.400

Salah satu hak mendasar yang tidak boleh dihilangkan dalam perjanjian
perkawinan adalah hak nafkah, yang merupakan kewajiban utama
suami dalam Islam. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk
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memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sebagaimana
ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. An-Nisa: 34.401 Namun,
dalam praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, beberapa pasangan
memilih untuk mengatur pembagian tanggung jawab ekonomi secara
berbeda, seperti kesepakatan bahwa istri tidak bergantung pada nafkah
suami atau adanya pemisahan pengelolaan keuangan sepenuhnya.402

Namun, dalam praktiknya, terjadi berbagai interpretasi terkait perjanjian
perkawinan yang berupaya mengatur ulang kewajiban ini, seperti dalam
kasus yang pernah muncul dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan
Agama Surabaya, di mana seorang istri menggugat suaminya karena
tidak memberikan nafkah dengan dalih adanya perjanjian perkawinan
yang menyatakan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab atas
kebutuhan pribadinya sendiri. Pengadilan akhirnya menyatakan bahwa
meskipun perjanjian perkawinan itu sah secara hukum nasional, klausul
yang menghilangkan kewajiban nafkah bertentangan dengan hukum
Islam. Hakim menegaskan bahwa suami tetap memiliki kewajiban
untuk menafkahi istri, meskipun istri memiliki penghasilan sendiri,
karena kewajiban ini bersifat fundamental dalam pernikahan Muslim.403

Selain hak nafkah, hak waris juga menjadi aspek penting dalam
pernikahan Muslim yang sering kali dipersoalkan dalam perjanjian
perkawinan. Pembagian warisan telah ditetapkan secara tegas dalam
QS. An-Nisa: 11-12, yang mengatur bagian masing-masing ahli waris,
termasuk suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.404 Namun,
dalam praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, beberapa pasangan
dalam perkawinan campuran atau pasangan yang memilih pemisahan
harta mencoba mengatur pembagian warisan mereka sendiri, yang
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dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan hukum Islam.405

Sebagai contoh, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
seorang istri Muslim yang menikah dengan seorang suami non-Muslim
berusaha mengklaim hak waris atas harta suaminya berdasarkan
perjanjian perkawinan yang mereka buat. Namun, hakim menolak klaim
tersebut dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
171, yang menyatakan bahwa dalam Islam, perbedaan agama menjadi
penghalang dalam pewarisan.406 Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
hukum nasional memperbolehkan perjanjian perkawinan untuk
mengatur kepemilikan harta secara fleksibel, ketentuan tersebut tetap
harus mempertimbangkan batasan yang diberikan oleh hukum Islam.407

Selain aspek nafkah dan warisan, kepemilikan harta dalam perkawinan
juga menjadi subjek utama dalam perjanjian perkawinan yang perlu
dicermati dari perspektif Islam. Islam membolehkan adanya
kepemilikan harta secara terpisah antara suami dan istri, sebagaimana
ditegaskan dalam konsep mal ‘individu, yang berarti bahwa setiap
individu memiliki hak atas harta yang diperoleh sendiri.408 Namun,
dalam konteks perkawinan, Islam juga mengakui adanya konsep harta
bersama yang diperoleh selama pernikahan, yang dalam hukum Islam
sering kali dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga.409

Di Indonesia, banyak pasangan Muslim memilih untuk membuat
perjanjian pemisahan harta guna menghindari sengketa jika terjadi
perceraian. Namun, dalam beberapa kasus, pemisahan harta ini
menimbulkan konflik ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Sebagai
contoh, dalam putusan Pengadilan Agama Bandung, seorang istri yang
selama bertahun-tahun tidak bekerja menggugat suaminya setelah
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perceraian karena seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan
dikategorikan sebagai milik suami berdasarkan perjanjian perkawinan
mereka. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa meskipun perjanjian
perkawinan sah, ada prinsip keadilan dalam Islam yang harus dijaga,
sehingga istri tetap berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut
berdasarkan kontribusinya dalam rumah tangga.410

Dari berbagai kasus di atas, terlihat bahwa prinsip-prinsip Islam tetap
menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan perjanjian perkawinan
bagi pasangan Muslim di Indonesia. Isi perjanjian tersebut harus tetap
memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Hak-hak mendasar seperti
nafkah, warisan, dan kepemilikan harta tidak dapat dihilangkan
sepenuhnya karena memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran
Islam.411

Dalam konteks hukum nasional, perjanjian perkawinan diakui sebagai
instrumen yang memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur
hak dan kewajibannya, tetapi penerapannya tidak selalu sederhana.
Meskipun diakui secara hukum nasional sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta diperjelas
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015,412

penerapannya di kalangan pasangan Muslim masih menghadapi
berbagai tantangan. Hambatan utama yang dihadapi dalam
implementasi perjanjian perkawinan bagi pasangan Muslim mencakup
ketidaksepahaman dalam interpretasi hukum nasional dan hukum Islam,
ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, serta kendala
administratif dalam pencatatan perjanjian perkawinan.413

Salah satu hambatan utama yang kerap muncul adalah perbedaan
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interpretasi antara hukum nasional dan hukum Islam, yang dapat
mempengaruhi validitas dan penerapan isi perjanjian. Dalam sistem
hukum nasional, perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai
aspek, termasuk pemisahan harta dan pengaturan keuangan antara
suami dan istri.414 Namun, dalam hukum Islam, ada batasan tertentu
yang tidak dapat diabaikan, seperti kewajiban suami untuk memberikan
nafkah dan larangan menghapus hak waris melalui kesepakatan.415

Konflik antara prinsip hukum nasional dan hukum Islam ini tampak
dalam berbagai kasus peradilan. Salah satunya adalah putusan
Pengadilan Agama Semarang, di mana seorang istri Muslim yang
menikah dengan warga negara asing menuntut suaminya atas
kepemilikan harta bersama. Dalam perjanjian perkawinan, harta
tersebut secara eksplisit diatur sebagai milik pribadi suami. Pada
pembelaannya, suami mengacu pada prinsip hukum nasional yang
memperbolehkan pemisahan harta secara mutlak.416 Namun, pengadilan
menimbang bahwa dalam hukum Islam, seorang istri tetap memiliki
hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan, terutama jika ia
berkontribusi secara tidak langsung dalam pengelolaan rumah tangga
dan kehidupan keluarga.417 Kasus ini menunjukkan bagaimana
perbedaan perspektif hukum dapat menyebabkan konflik dalam
implementasi perjanjian perkawinan.
Selain tantangan dalam perbedaan interpretasi hukum, kendala lain
yang menghambat implementasi perjanjian perkawinan adalah
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum yang
mengaturnya. Banyak pasangan Muslim, terutama di daerah pedesaan,
tidak mengetahui bahwa mereka dapat membuat perjanjian perkawinan
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sebelum atau selama pernikahan.418 Sebagian besar masyarakat masih
menganggap bahwa hukum Islam hanya mengenal sistem harta
bersama, padahal sebenarnya Islam juga memberikan ruang bagi
pasangan untuk mengatur kepemilikan harta sesuai dengan kebutuhan
mereka.419

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Hukum
menemukan bahwa hanya 30% pasangan Muslim yang mengetahui
keberadaan perjanjian perkawinan, dan lebih dari setengahnya
menganggap bahwa perjanjian semacam ini bertentangan dengan ajaran
Islam.420 Pandangan ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari
instansi hukum, sehingga banyak pasangan yang baru menyadari
pentingnya perjanjian perkawinan ketika menghadapi konflik, seperti
perceraian atau sengketa waris.421

Selain kendala dalam pemahaman masyarakat terhadap perjanjian
perkawinan, tantangan lain yang dihadapi adalah aspek administratif
dalam pencatatannya. Berdasarkan hukum nasional, perjanjian
perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil).422 Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan
mengalami kesulitan dalam proses pencatatan ini karena berbagai
faktor. Salah satu kendala utama adalah kurangnya informasi dari pihak
pencatat nikah mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh,
sehingga pasangan tidak memahami langkah-langkah yang harus
dilakukan.423 Selain itu, beban biaya untuk pembuatan akta notaris
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sering kali dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang tidak perlu,
terutama bagi pasangan dengan keterbatasan finansial.424

Tantangan lain muncul dalam hal perubahan atau pembaruan perjanjian
perkawinan setelah pernikahan berlangsung. Meskipun Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membuka
peluang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah
pernikahan, implementasinya di tingkat administratif masih
menghadapi berbagai kendala yang menyulitkan pasangan dalam
merealisasikan hak mereka.425 Sebagai contoh, dalam kasus di
Pengadilan Agama Yogyakarta, pasangan Muslim mengajukan
permohonan pencatatan perjanjian perkawinan tiga tahun setelah
menikah, namun ditolak oleh KUA setempat karena aturan internal
yang masih mengacu pada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum
pernikahan.426 Kasus ini mencerminkan adanya kesenjangan antara
regulasi nasional dan implementasi di lapangan, yang menghambat
pasangan dalam menerapkan perjanjian perkawinan secara efektif.
Dari berbagai tantangan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan
bahwa implementasi perjanjian perkawinan bagi pasangan Muslim di
Indonesia masih menghadapi hambatan dari aspek hukum, sosial, dan
administratif. Perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan hukum
Islam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara minimnya
pemahaman masyarakat menghambat penerapan perjanjian ini secara
luas.427 Selain itu, kendala administratif dalam pencatatan perjanjian
perkawinan juga menjadi faktor penghambat utama.428 Oleh karena itu,
diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, ulama, dan praktisi hukum
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untuk menyosialisasikan pentingnya perjanjian perkawinan serta
memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan
lebih baik bagi pasangan Muslim di Indonesia.429 Implikasi dari
tantangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan
sosial, tetapi juga berdampak pada hak kebendaan pasangan dalam
perkawinan.
Dalam sistem hukum nasional, perjanjian ini memungkinkan pasangan
untuk mengatur kepemilikan harta secara lebih fleksibel, baik melalui
pemisahan harta, pembagian tanggung jawab keuangan, atau
perlindungan aset tertentu.430 Namun, dalam konteks hukum Islam, hak
kebendaan dalam perkawinan harus tetap memperhatikan prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat.431 Oleh karena
itu, perjanjian perkawinan dapat menimbulkan implikasi yang
kompleks, terutama dalam aspek kepemilikan harta bersama, hak waris,
serta transaksi keuangan dan investasi keluarga.432

Dalam hukum nasional, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan
menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.433 Artinya, pasangan dapat memilih untuk menerapkan
sistem harta bersama atau pemisahan harta melalui perjanjian yang
disepakati sebelum atau selama pernikahan berlangsung.434

Namun, dalam hukum Islam, konsep kepemilikan harta suami dan istri
lebih fleksibel. Islam mengakui adanya harta bawaan (harta yang
diperoleh sebelum menikah) dan harta perolehan (harta yang diperoleh
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selama pernikahan), tetapi tidak secara eksplisit menyebut konsep harta
bersama seperti dalam hukum nasional.435 Oleh karena itu, dalam kasus
pasangan Muslim yang membuat perjanjian pemisahan harta, perbedaan
interpretasi ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang berbeda.436

Sebagai contoh, dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, seorang
istri menuntut bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan
meskipun telah ada perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum
menikah.437 Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Islam, istri yang
berkontribusi secara tidak langsung dalam rumah tangga tetap berhak
atas bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan, terutama jika
ia telah berperan dalam mengurus keluarga dan mendukung karier
suami.438 Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional
mengizinkan pemisahan harta secara mutlak, dalam praktiknya, hukum
Islam tetap mempertimbangkan aspek keadilan dalam pembagian
harta.439

Perjanjian perkawinan juga memiliki dampak terhadap hak waris,
terutama dalam menentukan apakah harta yang diwariskan termasuk
dalam kategori harta bersama atau harta terpisah. Dalam hukum Islam,
warisan telah diatur secara tegas dalam QS. An-Nisa: 11-12, yang
mengatur bagian masing-masing ahli waris.440 Namun, dalam hukum
nasional, jika pasangan memiliki perjanjian pemisahan harta, maka
setelah salah satu pasangan meninggal, ahli waris hanya dapat mewarisi
harta pribadi pasangan yang meninggal tersebut, bukan harta bersama
yang sebelumnya dimiliki bersama.441
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Kasus serupa pernah terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, di mana seorang istri menggugat ahli waris suaminya setelah
suami meninggal dunia.442 Dalam perjanjian perkawinan, mereka telah
sepakat untuk memisahkan harta, tetapi setelah suaminya meninggal,
istri merasa berhak atas sebagian harta yang diperoleh selama
pernikahan.443 Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa meskipun
perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta, dalam konteks
warisan Islam, istri tetap berhak atas bagiannya sesuai hukum Islam,
karena harta yang diperoleh selama pernikahan tetap dianggap sebagai
milik bersama dalam perspektif fiqh.444

Implikasi ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan
dapat membatasi hak waris secara hukum nasional, dalam praktiknya,
pengadilan agama masih mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum
Islam dalam membagi warisan pasangan Muslim.445

Perjanjian perkawinan juga berdampak pada bagaimana pasangan
Muslim mengelola transaksi keuangan dan investasi selama pernikahan.
Dalam sistem hukum nasional, pasangan dengan pemisahan harta
memiliki kebebasan penuh dalam melakukan transaksi keuangan tanpa
perlu persetujuan pasangan.446 Namun, dalam Islam, pengelolaan harta
dalam pernikahan tetap harus memperhatikan prinsip musyawarah,
keadilan, dan tanggung jawab keluarga.447

Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama
Makassar, seorang suami menjual properti yang diperoleh selama
pernikahan tanpa sepengetahuan istrinya.448 Dalam perjanjian
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perkawinan, mereka telah menyepakati pemisahan harta, sehingga
secara hukum nasional, suami berhak menjual asetnya sendiri.449

Namun, dalam putusan pengadilan, hakim menimbang bahwa dalam
Islam, transaksi yang memengaruhi kesejahteraan keluarga harus
didasarkan pada kesepakatan bersama, terutama jika istri ikut
berkontribusi dalam keuangan keluarga, baik secara langsung maupun
tidak langsung.450

Implikasi ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan
memberikan kebebasan finansial bagi masing-masing pasangan, dalam
konteks hukum Islam, keputusan ekonomi tetap harus
mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan keluarga secara
keseluruhan.451

Dari berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
perkawinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak kebendaan
bagi pasangan Muslim di Indonesia. Dalam hukum nasional, pasangan
memiliki fleksibilitas untuk mengatur kepemilikan harta, hak waris, dan
transaksi keuangan sesuai dengan kesepakatan mereka.452 Namun,
dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip tertentu yang harus tetap
dipatuhi, seperti keadilan dalam pembagian harta bersama, hak waris
yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, serta tanggung jawab keuangan
dalam rumah tangga.453

Oleh karena itu, meskipun perjanjian perkawinan memberikan
kepastian hukum bagi pasangan Muslim, diperlukan pendekatan yang
seimbang agar ketentuan yang disepakati tetap selaras dengan prinsip
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hukum Islam.454 Pemerintah dan otoritas hukum di Indonesia perlu
memastikan bahwa implementasi perjanjian perkawinan tetap
memberikan perlindungan hukum bagi pasangan Muslim tanpa
mengesampingkan ketentuan syariah yang berlaku.455

Dalam konteks global, regulasi perjanjian perkawinan menunjukkan
variasi yang menarik di berbagai negara Muslim, mencerminkan
bagaimana masing-masing negara menyesuaikan prinsip syariah dengan
sistem hukum modern mereka.456 Malaysia, misalnya, mengatur
perjanjian perkawinan dalam Islamic Family Law (Federal Territories)
Act 1984, yang memberikan keleluasaan bagi pasangan Muslim untuk
membuat kesepakatan terkait pembagian harta, tanggung jawab
finansial, serta hak dan kewajiban lainnya, selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariah.457 Regulasi ini memungkinkan pasangan untuk
menghindari konflik di kemudian hari, terutama dalam aspek
kepemilikan harta bersama dan warisan.458

Mesir, di sisi lain, memiliki pendekatan yang lebih progresif dengan
memungkinkan perempuan menetapkan berbagai syarat dalam akad
nikah melalui Personal Status Law.459 Undang-undang ini memberikan
perlindungan lebih bagi perempuan dalam menentukan hak cerai
(talaq), nafkah, serta pengaturan harta selama perkawinan dan setelah
perceraian.460 Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum Islam yang
mengakui kebolehan syarat-syarat dalam akad nikah, sebagaimana
ditegaskan dalam pandangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki yang
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lebih fleksibel dalam menerima perjanjian perkawinan selama tidak
bertentangan dengan prinsip dasar Islam.461

Sementara itu, Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan hukum
Islam berbasis Mazhab Hanbali secara ketat, masih sangat terbatas
dalam memberikan ruang bagi perjanjian perkawinan.462 Praktiknya
lebih banyak bergantung pada hukum adat dan interpretasi ulama
melalui fatwa.463 Meskipun tidak ada larangan eksplisit, perempuan
sering kali mengalami keterbatasan dalam menegosiasikan hak-hak
mereka dalam akad nikah, terutama dalam kepemilikan harta bersama
dan hak cerai.464 Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reformasi
hukum di Arab Saudi mulai memberikan peluang lebih besar bagi
perempuan dalam hal ekonomi dan hukum keluarga, termasuk dalam
konteks pengelolaan aset pribadi setelah menikah.465

Di negara-negara lain seperti Tunisia dan Turki, regulasi perjanjian
perkawinan bahkan lebih maju, mengakomodasi sistem hukum sekuler
yang memberikan kebebasan lebih besar bagi pasangan dalam
menentukan pengaturan pernikahan mereka.466 Tunisia, misalnya,
mengizinkan perempuan untuk memiliki hak yang setara dengan laki-
laki dalam aspek kepemilikan harta,467 sementara Turki mengadopsi
sistem hukum sipil yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas
terkait pembagian aset dalam perkawinan.468

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan
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di dunia Islam memiliki keberagaman berdasarkan interpretasi fiqh dan
kebijakan hukum nasional masing-masing negara.469 Beberapa negara
memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan,
sementara yang lain masih mempertahankan pendekatan tradisional
yang membatasi ruang negosiasi dalam akad nikah.470 Oleh karena itu,
Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai model hukum ini
dalam upaya memperkuat regulasi perjanjian perkawinan, khususnya
dalam konteks perkawinan campuran.471 Harmonisasi antara hukum
Islam dan hukum nasional sangat diperlukan agar pasangan Muslim,
baik dalam perkawinan sesama WNI maupun campuran dengan warga
negara asing, dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik
dalam mengatur hak kebendaan dan aspek-aspek lainnya dalam
kehidupan rumah tangga mereka.472

Selain implikasi terhadap kepastian hukum bagi pasangan Muslim,
perjanjian perkawinan juga memiliki dampak yang lebih luas dalam
perlindungan hak perempuan dan anak dalam pernikahan.473 Salah satu
aspek penting dari perjanjian perkawinan adalah kemampuannya untuk
memberikan kejelasan hukum bagi perempuan dalam mengatur hak-
hak mereka, terutama dalam hal nafkah, hak waris, dan hak cerai.474

Dalam beberapa negara Islam seperti Mesir dan Tunisia, perempuan
dapat mencantumkan syarat-syarat dalam akad nikah yang memastikan
hak mereka untuk mendapatkan nafkah yang layak, memiliki kendali
atas harta bawaan mereka, serta menuntut cerai (talaq) jika terjadi
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pelanggaran kesepakatan dalam rumah tangga.475 Hal ini didasarkan
pada prinsip dalam fiqh Islam yang mengakui bahwa perempuan
memiliki hak untuk mengatur dan mengelola harta mereka secara
mandiri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 32)
yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas hasil
usaha mereka masing-masing.476

Selain itu, perjanjian perkawinan juga berperan dalam melindungi hak
anak, terutama dalam situasi perceraian atau kematian salah satu orang
tua.477 Dalam beberapa kasus, tanpa adanya perjanjian yang jelas, hak
asuh anak sering kali menjadi sengketa, terutama jika pasangan berasal
dari negara yang memiliki sistem hukum berbeda.478

Di Malaysia, misalnya, hukum keluarga Islam memungkinkan pasangan
untuk memasukkan klausul dalam perjanjian perkawinan yang
mengatur hak asuh anak dan tanggung jawab finansial pasca perceraian,
sehingga mengurangi potensi konflik hukum di kemudian hari.479

Sementara itu, di Indonesia, meskipun perjanjian perkawinan telah
diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
regulasi mengenai dampaknya terhadap hak anak masih perlu diperjelas
agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif
bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran atau dalam kondisi
orang tua yang berpisah.480

Di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih progresif, seperti
Turki dan Maroko, perjanjian perkawinan bahkan digunakan sebagai
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alat untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang lebih
setara dalam rumah tangga, termasuk dalam hal kepemilikan properti
bersama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga.481

Turki, yang mengadopsi sistem hukum sipil berbasis sekularisme,
memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dalam
perkawinan dengan mengatur pembagian harta secara adil melalui
perjanjian perkawinan.482 Di Maroko, reformasi dalam Mudawana
(Kode Status Pribadi Maroko) memungkinkan perempuan untuk
menuntut bagian yang lebih adil dalam pembagian aset jika terjadi
perceraian, sebuah langkah yang semakin memperkuat posisi hukum
perempuan dalam pernikahan.483

Perjanjian perkawinan memainkan peran penting dalam melindungi
hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam sistem hukum Islam yang
mengatur pernikahan sebagai sebuah akad (kontrak) dengan
konsekuensi hukum yang jelas.484 Dalam banyak masyarakat Muslim,
perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dalam
pernikahan karena faktor budaya dan sistem hukum yang belum
sepenuhnya menjamin kesetaraan hak.485 Oleh karena itu, perjanjian
perkawinan dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan
kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk
dalam aspek nafkah, kepemilikan harta, hak cerai, dan hak asuh anak.486

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian ini dapat disandarkan pada
konsep syurut fi al-nikah (persyaratan dalam akad nikah), yang diakui
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oleh beberapa mazhab seperti Hanafi dan Maliki, selama tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.487

Dalam praktiknya, beberapa negara Islam telah mengakomodasi
perjanjian perkawinan sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak
perempuan.488 Di Tunisia, perjanjian perkawinan dapat mencakup
ketentuan yang memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang lebih
setara dalam kepemilikan aset dan pengelolaan ekonomi rumah
tangga.489 Tunisia juga menerapkan kebijakan bahwa harta yang
diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil jika terjadi
perceraian, kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan
sebaliknya.490 Sementara itu, di Mesir, perempuan dapat memasukkan
syarat dalam akad nikah yang mengatur hak mereka dalam rumah
tangga, seperti larangan poligami atau hak cerai yang setara dengan
suami.491 Ini memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan yang
sering kali menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak-hak mereka
dalam pernikahan.492

Di sisi lain, perjanjian perkawinan juga memiliki dampak signifikan
terhadap perlindungan hak anak, terutama dalam hal hak asuh dan
tanggung jawab finansial.493 Dalam kasus perceraian, keberadaan
perjanjian yang jelas mengenai hak asuh anak dapat mencegah konflik
berkepanjangan antara orang tua, sebagaimana telah diterapkan di
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Malaysia.494 Di negara tersebut, hukum keluarga Islam memungkinkan
pasangan untuk mengatur hak asuh dan tanggung jawab nafkah anak
melalui perjanjian perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum
bagi anak-anak yang terdampak perceraian.495 Selain itu, di negara-
negara seperti Maroko dan Uni Emirat Arab, perjanjian perkawinan
juga dapat mengatur hak anak dalam memperoleh warisan, terutama
dalam kasus perkawinan campuran di mana status kewarganegaraan
dapat mempengaruhi hak waris anak secara hukum.496

Namun, di beberapa negara dengan penerapan hukum Islam yang lebih
ketat, seperti Arab Saudi, perjanjian perkawinan masih memiliki
keterbatasan dalam mengakomodasi hak perempuan dan anak secara
lebih luas.497 Meskipun reformasi hukum telah dilakukan dalam
beberapa tahun terakhir, perempuan di Arab Saudi masih menghadapi
tantangan dalam memperoleh hak atas aset dan hak asuh anak setelah
perceraian, terutama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang jelas.498

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat menjadi alat
hukum yang lebih efektif dalam menjamin keadilan jika didukung oleh
regulasi nasional yang komprehensif.499

Dari berbagai perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
perkawinan bukan hanya tentang kepemilikan harta, tetapi juga
merupakan alat hukum yang dapat memperkuat hak perempuan dan
anak dalam keluarga Muslim.500 Oleh karena itu, Indonesia dapat
mengambil pelajaran dari berbagai model hukum di negara-negara
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Muslim lainnya untuk mengembangkan regulasi yang lebih inklusif,
yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasangan
suami istri, tetapi juga menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari
keadilan dalam keluarga.501 Untuk mencapai hal ini, diperlukan
sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas, sehingga masyarakat
memahami bahwa perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang tabu,
melainkan sebuah mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian
dan kesejahteraan bagi semua pihak dalam perkawinan.502

Meskipun perjanjian perkawinan telah diakui dalam sistem hukum
Indonesia melalui Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik
dari aspek hukum maupun sosial.503 Salah satu tantangan utama adalah
minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat perjanjian
perkawinan, terutama di kalangan Muslim yang masih menganggapnya
bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam rumah
tangga.504 Banyak pasangan yang merasa bahwa membuat perjanjian
perkawinan mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap pasangan,
padahal dalam hukum Islam, kesepakatan dalam pernikahan (syurut fi
al-nikah) diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.505 Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan
lembaga keagamaan juga menyebabkan pemahaman masyarakat
tentang perjanjian perkawinan masih terbatas pada aspek pemisahan
harta, padahal perjanjian ini juga dapat mengatur aspek lain seperti hak
waris, hak asuh anak, serta tanggung jawab finansial dalam rumah
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tangga.506

Dari segi hukum, tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses
terhadap pembuatan perjanjian perkawinan.507 Saat ini, perjanjian
perkawinan di Indonesia hanya dapat dibuat sebelum atau saat
pernikahan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan bagi
pasangan untuk membuat perjanjian setelah menikah.508 Namun,
implementasi putusan ini masih menghadapi kendala administratif
karena tidak semua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan
Sipil memahami prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat
setelah pernikahan.509 Selain itu, biaya yang cukup tinggi dalam
pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris juga menjadi
hambatan bagi pasangan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.510

Tantangan berikutnya adalah kurangnya harmonisasi antara hukum
Islam dan hukum nasional, terutama dalam kasus perkawinan campuran
antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing
(WNA).511 Dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan menjadi
krusial bagi pasangan perkawinan campuran yang ingin memiliki hak
atas tanah atau properti di Indonesia.512 Namun, masih banyak pasangan
yang tidak memahami pentingnya perjanjian ini hingga akhirnya
menghadapi kendala hukum dalam kepemilikan aset.513 Berbeda dengan
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negara-negara seperti Malaysia dan Mesir, yang memiliki regulasi lebih
jelas mengenai hak kepemilikan pasangan dalam perkawinan campuran,
Indonesia masih membutuhkan mekanisme hukum yang lebih tegas
agar perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum
yang maksimal bagi pasangan suami istri, baik dalam pernikahan
sesama WNI maupun perkawinan campuran.514

Selain aspek hukum, faktor budaya juga menjadi tantangan dalam
penerapan perjanjian perkawinan.515 Di banyak daerah di Indonesia,
konsep kepemilikan harta dalam pernikahan masih sangat dipengaruhi
oleh adat dan nilai patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai
pemegang utama kendali ekonomi dalam rumah tangga.516 Akibatnya,
banyak perempuan yang enggan atau bahkan tidak berani mengusulkan
perjanjian perkawinan karena takut dianggap tidak percaya kepada
suami atau melanggar norma sosial.517 Padahal, dalam beberapa sistem
hukum Islam di negara lain, seperti Turki dan Tunisia, perjanjian
perkawinan telah menjadi bagian dari kebijakan perlindungan hak
perempuan dalam pernikahan, dengan ketentuan yang lebih progresif
mengenai kepemilikan aset dan hak finansial istri.518

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan
upaya harmonisasi hukum yang lebih baik antara hukum Islam dan
hukum nasional, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat
mengenai manfaat perjanjian perkawinan.519 Pemerintah, akademisi,
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serta lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam
mensosialisasikan bahwa perjanjian perkawinan bukanlah sekadar alat
untuk memisahkan harta, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan
hukum bagi kedua belah pihak dalam pernikahan.520 Dengan pendekatan
yang lebih inklusif, penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia dapat
lebih diterima dan dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang
bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam
keluarga Muslim.521

Perjanjian perkawinan memiliki implikasi hukum yang signifikan
terhadap kepemilikan harta bersama dan hak waris, terutama dalam
konteks pernikahan yang melibatkan sistem hukum Islam dan hukum
nasional di Indonesia.522 Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip dasar
yang berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan
menjadi harta bersama (harta gono-gini), kecuali jika ada perjanjian
perkawinan yang mengatur sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal
35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.523 Hal ini
menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian perkawinan, semua aset
yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai kepemilikan
bersama, meskipun salah satu pihak yang lebih dominan dalam
perolehannya.524 Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memberikan
fleksibilitas hukum bagi pasangan untuk mengatur kepemilikan harta
mereka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sejak awal pernikahan
atau setelahnya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU-XIII/2015.525
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Dalam konteks hukum Islam, perjanjian perkawinan juga dapat
berperan dalam mengatur status harta bawaan (harta asal), harta
bersama (harta syirkah), dan hak waris pasangan dalam pernikahan.526

Dalam fiqh Islam, prinsip kepemilikan individu dalam harta sangat
jelas, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak penuh atas harta
yang mereka peroleh secara pribadi, sebagaimana ditegaskan dalam
QS. An-Nisa: 32.527 Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat
menghindari sengketa terkait kepemilikan harta dengan memperjelas
status aset sebelum dan sesudah pernikahan.528 Beberapa negara
Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah mengadopsi sistem di mana
pasangan dapat memilih antara sistem pemisahan harta atau sistem
kepemilikan bersama dalam perjanjian perkawinan mereka, sehingga
memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam
mengatur aset mereka.529

Selain itu, implikasi hukum perjanjian perkawinan juga berpengaruh
terhadap hak waris, terutama dalam perkawinan campuran yang
melibatkan pasangan dari negara yang memiliki sistem hukum
berbeda.530 Dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan dapat
berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pasangan asing
tidak kehilangan hak atas aset yang dimiliki di Indonesia.531 Hal ini
sangat relevan mengingat dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa warga
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negara asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia.532 Tanpa adanya
perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, seorang WNI yang
menikah dengan WNA dapat kehilangan hak atas properti di Indonesia
karena dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang tidak bisa
dimiliki oleh pasangan asing.533 Oleh karena itu, perjanjian perkawinan
menjadi solusi hukum yang memungkinkan pasangan campuran untuk
tetap memiliki kendali atas aset mereka, tanpa melanggar ketentuan
hukum nasional.534

Di sisi lain, dalam beberapa sistem hukum Islam di negara-negara lain,
seperti Mesir dan Uni Emirat Arab, perjanjian perkawinan juga
digunakan untuk mengatur bagaimana harta warisan akan dibagi di
antara ahli waris.535 Dalam beberapa kasus, pasangan dapat
menyepakati pembagian warisan yang lebih fleksibel dibandingkan
dengan sistem waris Islam tradisional yang telah ditetapkan dalam QS.
An-Nisa: 11-12.536 Meskipun demikian, di Indonesia, hukum waris
masih menjadi wilayah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam
perjanjian perkawinan, sehingga sering kali pasangan harus
mengandalkan putusan pengadilan atau kesepakatan keluarga untuk
menyelesaikan sengketa terkait warisan.537

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan
bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga memiliki dampak
hukum yang luas terhadap kepemilikan harta dan hak waris pasangan
suami istri.538 Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif
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dan edukasi hukum yang lebih luas, agar masyarakat memahami
bagaimana perjanjian ini dapat menjadi instrumen hukum yang
memberikan perlindungan dan kepastian dalam mengatur aset
mereka.539 Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, Indonesia dapat
mengembangkan sistem hukum perkawinan yang lebih fleksibel, yang
tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu menjawab
tantangan dalam pernikahan modern, terutama dalam kasus perkawinan
campuran dan kepemilikan harta bersama.540

13. Penelitian Terdahulu
Kajian mengenai perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan
campuran telah menjadi perhatian para akademisi dan praktisi hukum.
Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum
perjanjian perkawinan dari berbagai sudut pandang, baik dalam hukum
nasional maupun hukum Islam. Namun, penelitian-penelitian terdahulu
masih memiliki beberapa keterbatasan dalam hal analisis terhadap
kesenjangan regulasi dan implikasi yuridis terhadap hak kebendaan
pasangan dalam perkawinan campuran.
Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Esther Masri dan Otih
Handayani (2022) membahas perlindungan hukum terhadap pasangan
perkawinan campuran dalam konteks perjanjian perkawinan. Studi ini
mengungkap bahwa masih terdapat tumpang tindih regulasi yang
menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin
mengatur kepemilikan harta secara lebih fleksibel. Akan tetapi,
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penelitian ini belum mengajukan solusi konkret terkait harmonisasi
hukum nasional dan hukum Islam.541

Selain itu, penelitian oleh Happy Susanto (2008) menyoroti aspek
historis dan perkembangan regulasi perjanjian perkawinan di Indonesia.
Kajian ini memberikan analisis komprehensif mengenai perubahan
regulasi dari masa ke masa, namun tidak membahas secara mendalam
bagaimana perjanjian perkawinan dapat direkonstruksi agar lebih
adaptif terhadap kebutuhan hukum modern.542

Ummi Lailatul Ula (2022) dalam studinya Problematika Kedudukan
Hukum Harta Bersama terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia
(Studi Perjanjian Perkawinan) mengidentifikasi berbagai hambatan
dalam implementasi perjanjian perkawinan, termasuk ketidaktahuan
masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat perjanjian
tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran empirik mengenai
permasalahan yang dihadapi pasangan perkawinan campuran, tetapi
belum mengusulkan rekonstruksi regulasi yang lebih konkret untuk
mengatasi hambatan-hambatan tersebut.543

Lebih lanjut, studi oleh Roestamy (2011) membahas implikasi hukum
dari perjanjian perkawinan terhadap kepemilikan aset dalam
perkawinan campuran. Studi ini menunjukkan bahwa perjanjian
perkawinan dapat menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan
pasangan, terutama dalam hal kepemilikan tanah dan properti. Namun,
penelitian ini belum memberikan solusi konkret terkait harmonisasi
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antara hukum Islam dan hukum nasional dalam pengaturan hak
kebendaan pasangan perkawinan campuran.544

Sementara itu, Agus Yudha Hernoko dkk. dalam artikelnya Nuptial
Agreement in Indonesia: A New Change in Indonesian Marriage Law
mengkaji perubahan dalam regulasi perjanjian perkawinan pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian
ini menyoroti bagaimana putusan tersebut memungkinkan pasangan
untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum tetapi juga
selama perkawinan. Meskipun demikian, penelitian ini lebih fokus pada
aspek hukum positif tanpa menggali lebih dalam harmonisasi dengan
hukum keluarga Islam.545

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, disertasi
ini menghadirkan kontribusi ilmiah baru (novelty) melalui tiga
pendekatan utama. Pertama, disertasi ini menganalisis dialektika antara
norma hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perjanjian
perkawinan campuran, khususnya dalam kaitannya dengan hak
kebendaan. Kajian ini tidak hanya berada di ranah teoritis, tetapi juga
menelusuri ketegangan praktik hukum yang muncul akibat perbedaan
sumber hukum dan kepentingan normatif dalam masyarakat majemuk.
Kedua, penelitian ini menekankan implikasi yuridis dan sosial dari
pelaksanaan perjanjian perkawinan campuran melalui lima dimensi
utama: (1) konsekuensi hukum terhadap kepemilikan harta benda, (2)
efektivitas instrumen hukum dalam praktik, (3) peran dan pemahaman
aparatur hukum, (4) penerimaan sosial terhadap perjanjian perkawinan,
dan (5) titik temu antara sistem hukum Islam dan nasional. Fokus pada
dimensi implikasi ini menjadikan penelitian bersifat aplikatif dan
kontekstual.



139

Ketiga, penelitian ini membedakan diri dari studi sebelumnya dengan
menjadikan perlindungan hak kebendaan pasangan dalam perkawinan
campuran sebagai fokus utama dalam menilai efektivitas hukum. Jika
penelitian sebelumnya cenderung bersifat konseptual atau terbatas pada
aspek formal yuridis, maka penelitian ini mengaitkan teori hukum
progresif dan living law untuk mengkaji sejauh mana norma hukum
mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat
plural.
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu tentang Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran

Peneliti Objek Kajian Metode Temuan Utama Gap
(Keterbatasan)

Kontribusi
Penelitian Ini

Esther
Masri &
Otih

Handayani
(2022)

Perlindungan
hukum pasangan
perkawinan
campuran melalui
perjanjian
perkawinan.

Normatif-deskriptif Menemukan adanya
tumpang tindih
regulasi sehingga
menimbulkan
ketidakpastian
dalam pengaturan
harta.

Tidak menawarkan
solusi harmonisasi
hukum; tidak
mengaitkan analisis
dengan hukum
Islam.

Menawarkan model
harmonisasi hukum
nasional–hukum
Islam dan
rekonstruksi yuridis
perjanjian
perkawinan
campuran.

Happy
Susanto
(2008)

Sejarah dan
perkembangan
regulasi perjanjian
perkawinan di
Indonesia.

Normatif-historis Memetakan evolusi
aturan perjanjian
perkawinan dan
dinamika
pengaturannya.

Tidak membahas
kebutuhan
rekonstruksi
hukum yang lebih
adaptif bagi
konteks modern,
khususnya

Menyusun model
rekonstruksi
normatif yang
responsif terhadap
kebutuhan
kontemporer
pasangan
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perkawinan
campuran.

WNI–WNA.

Ummi
Lailatul

Ula (2022)

Problematika
kedudukan hukum
harta bersama
dalam perkawinan
campuran.

Empiris–normatif Mengidentifikasi
hambatan dalam
implementasi
perjanjian
perkawinan,
termasuk minimnya
pemahaman
masyarakat dan
aparatur.

Tidak menawarkan
model regulasi
baru; belum
mengaitkan
masalah
implementasi
dengan konstruksi
teoritik Maqasid
Syariah.

Menggabungkan
analisis
normatif–empiris
dengan pendekatan
Maqasid untuk
merumuskan model
perjanjian yang lebih
aplikatif.

Roestamy
(2011)

Implikasi hukum
perjanjian
perkawinan
terhadap
kepemilikan aset
dan properti dalam
perkawinan
campuran.

Normatif-yuridis Menunjukkan
bahwa perjanjian
perkawinan dapat
melindungi
kepentingan aset
pasangan campuran.

Belum memberikan
model harmonisasi
antara hukum
Islam, hukum
agraria, dan hukum
nasional.

Menyusun model
integrasi antara
hukum agraria,
hukum keluarga
nasional, dan hukum
Islam dalam konteks
hak kebendaan.
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Agus
Yudha
Hernoko

dkk. (2016)

Dampak Putusan
MK No. 69/PUU-
XIII/2015
terhadap
perubahan regulasi
perjanjian
perkawinan.

Normatif-analitis Menjelaskan bahwa
perjanjian dapat
dibuat sepanjang
masa perkawinan
dan perlu dicatatkan
agar sah.

Fokus pada hukum
positif saja; tidak
menyentuh aspek
syariah maupun
analisis implikatif
terhadap
perkawinan
campuran.

Mengembangkan
pendekatan integratif
antara validitas
syariah (akad/ ridha)
dan validitas hukum
positif (pencatatan).

Penelitian
Ini

Perjanjian
perkawinan
campuran
WNI–WNA dan
implikasi
yuridisnya
terhadap hak
kebendaan
berdasarkan
hukum nasional
dan hukum Islam.

Normatif–empiris;
analisis putusan;
pendekatan Maqasid
Syariah; Miles &
Huberman

Mengungkap
disharmoni hukum,
problem
implementasi, dan
aspek sosial sebagai
hambatan.

– Mengajukan model
rekonstruksi yuridis
integratif, draf model
perjanjian ideal, serta
solusi harmonisasi
hukum
nasional–Islam yang
aplikatif.
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